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KATA PENGANTAR

Al bamdulillab, atas berkar rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan syafaat
Nabi Muhammad SAW, buku yang berjudul: “HUKUM ZAKAT: Peng-
aturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi
Lembaga Perbankan Syariah” berhasil Penulis selesaikan. Buku ini pada
awalnya merupakan disertasi Penulis yang telah dipertahankan dalam Ujian
Terbuka (Promosi) pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasar-
jana di Fakultas Hukum Universitas Brawijava Malang,

Penulisan buku ini didasarkan pada studi hukum ckonomi yang diawa-
li dari masalah adanya kekaburan norma dalam konstruksi hukum dalam
pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat melalui fungsi sosial perbankan
syariah dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola zakat melalui per-
bankan syariah. Selain masalah hukum, besarnya potensi zakat nasional yang
mencapal Rp. 217 tdliun setiap tahun juga menjadi motvasi utama dalam
penulisan buku ini. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan masalah tersebut,
diperlukan terobosan baru dengan membentuk lembaga pengelola zakar
yang terntegrast dalam fungsi sosial perbankan syanah. Eksistensi perban-
kan syariah yang memiliki sistem akuntabilitas, pelaporan, pengawasan dan
fungsi sosial inilah yang dapat menjadi embrio kelembagaan pengelolaan
sakat masa depan yang modern, efektif dan terpercaya.

Konstruksi hukum pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat
tenntergrast melalui fungsi sosial perbankan syariah dalam mewujud-
kun keadilan ekonomi umat dilakukan dengan membangun konsep
bnnk zakat, Konsep kelembagaan zakat sebagai divisi perbankan syariah
dibangun berlandaskan falsafah magasid al-syariab zakat bahwa sistem
pethankan syariah yang dibentuk oleh asas /a'awwn dan asas intermediasi
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dana sosial yang dapat memelihara agama (bifdon wl-din), menyelamat-
kan jiwa (bifdzn alnaff), menjaga harta (bifdzn almal) ervtama masiahab
dharuriyyat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan
papan muitabig; serta berorientasi pada sistem kelembagaan zakat yang
inovatif-produktif bukan berparadigma konservatf-konsumtif.

Temuan-temuan di atas, tentu saja masih dapat diperdebatkan mela-
lui kerangka berfikir dan perspektif metodologis yang dapat dipertang-
gungjawabkan. Seluruh substansi dalam buku ini juga masth memiliki
kekurangan, sehingga Penulis sangat terbuka terhadap semua masukan
sebagai bentuk penyempurnaan. Semua masukan tersebut tentu akan da-
pat memicu Penulis untuk terus berkarya menerbitkan buku-buku refer-
ensi di bidang hukum lainnya. Masih banyak problematika di bidang hu-
kum yang lain, termasuk hukum Syariah yang memerlukan uluran pikiran
untuk dituangkan dalam bentuk buku.

Selesainya penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai
pihak baik moril maupun materiil. Kepada semua pihak yang tidak dapat
Penulis sebutkan satn persatu yang telah memberikan bantuan, Penu-
lis mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini pula secara khusus
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S,
Pelu, S.H., M.H. Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan
dorongan, semangat dan bantuan serta sekaligus berkenan memberikan
Kata Sambutan pada buku ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih
kepada Penerbit LaksBang Group yang telah berkenan menerbitkan
buku ini sehingga sampai di tangan pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi kepent-
ingan pengembangan Ilmu Hukum, khususnya hukum perbankan syariah
dan hukum zakat. Sckecil apapun temuan dalam buku ini, paling tidak akan
dapat menjadi setitik sinar dalam kegelapan yang dapat menuntun keberpi-
hakan terutama terhadap hak-hak mwstabig zakar yang lebih baik pada masa
yang akan datang, amin.

Palangka Raya, Awal Juni 2015
Penulis,

Dr. Ahmad Dakboir, SHIL., MHI.

PENGANTAR EDITOR

Salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam adalah
zakat, yakni menyisihkan scbagian harra kekayaan untuk diserahkan kepa-
da mereka yang berhak menerima. Ada berbagai bentuk dan macam zakat,
yang kesemuanya mempunyai syarat, ketentuan dan hukum yang berbeda.
Namun demikian semua umat Islam sepakat balvwa zakat wajib ditunaikan
dan jika ditinggalkan adalah dosa. Penunaian atau pembayaran zakat oleh
umat Islam dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Ada yang mem-
bayarkan zakat secara langsung kepada orang yang berhak, seperti fakir
dan miskin, namun ada pula umat Islam yang menunaikan zakat dengan
menyalurkan melalui lembaga pengelola dan penyalur zakat.

Pengelolaan zakat oleh berbagai lembaga pengelola selama ini ada
yang dilakukan secara tradisional dan konservatf, namun ada pula yang
dilakukan secara modern, Kesemuanyz itu dimaksudkan demi tercapainya
kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Problema vang sering dihadapi sela-
ma ini adalah pengelola zakat mengalami kesulitan dalam menjaring harta
zakat, yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pengelola zakat, rendahnya budaya sadar zakat, dan masih men-
puatnya pembayaran zakart secara langsung. Oleh karena itulah Pemerintah
menerbitkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat dengan salah satu tujuan untuk mengopumalkan penerimaan zakat,

Kelembagaan pengelolaan zakat secara terintegrasi melalui perban-
kan syanah belum diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan asas norma kelembagaan pen-
pelolaan zakat dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tersebut
masth mengakomodasi polink hukum ekonomi berparadigma pengelo-
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laan zakat konservatif. Undang-undang tersebut belum mengakomodasi
integrasi pengelolaan zakat melalui sinergl fungsi kelembuagaan perban-
kan syariah.

Pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat yang tidak terintegrasi
ke dalam fungsi sosial perbankan syariah disebabkan oleh konstruksi hu-
kum pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat di dalam Pasal 4 ayat (2)
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syanah masih
tidak jelas dalam memposisikan perbankan syariah dalam mengelola zakat.
Di samping itu penormaan dalam UU Pengelolaan Zakat tidak regas dalam
mengakomodasi fungsi sosial sebagai fungsi pokok perbankan syariah
dalam mengelola zakat scbagaimana fungsi intermediasi,

Melalui buku ini Dr. Akhmad Dakhoir, S.H.I., M.H.I, mena-
warkan perlunya pengelolaan zakat secara integratif dengan fungsi lem-
baga perbankan syariah demi tercapai kesejahteraan dan kemaslahatan
umat. Lembaga pengelola zakat sudah saatnya merapatkan barisan dan
bertransformasi menjadi kelembagaan zakat yang fungsional, profe-
sional dan terintegrasi dengan lembaga perbankan syariah, baik dalam
pengumpulan, pendayagunaan, penyaluran dan pengawasannya, Kes-
emuanya itu dimaksudkan agar zakat mampu meningkatkan kemam puan
ekonomi umat Islam,

Jakarta, 05 Juni 2015

Salam Editor,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKARAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh:
Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, S.H., M.H.

Assalamu’alaikum Wr. Wh,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirar Al-
lah SWT yang telah melimpahkan hidayah-N ya kepada kita semua. Shala-
wit berbingkai salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad
SAW, semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa mengiringi kita
sampai hari kiamat.

Kondisi perekonomian kita masih menghadapi masa-masa sulit.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menumbuhkan dan mengemba-
likan kondisi tersebut. Salah satu alternatif guna menumbuhkan pere-
konomian kita yaita melalui instrumen ekonomi berbasis sosio-religius
yakni menjaring dan mendayagunakan dana sosial umat seperti zakat.

Dralam konteks sistem hukum zakat, buku-buku dan kajian-kajian yang
mengangkat tentang struktur hukum zakat berupa lembaga pengelolaan
sakat masih langka dan masih menjadi isu akmal yang harus dikembangkan.

Buku yang ada di tangan anda, merupakan karya pikir pada ranah
fpistemologis yang menjawab bagaimana menjaring dan mengoptimal-
ki potensi dana zakat yang melimpah-ruah. Buku yang berjudul “HU-
KUM ZAKAT: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan
Hukat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariali’ karya saudara
It Ahmad Dakhoir, S.H.I, M.H.I ini menawarkan alternatif solusi yang
Ml dengan perkembangan hukum dan sosial masyarakat saat ini, sc-
Mg pengelolaan zakat tidak bisa dikelola apa adanya. Sebagai contoh,
s dlahulu kit sering menyaksikan bahwa harta benda zakat fitrah di In-
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donesia selalu didorminasi oleh beras, maka tidak dengan saat ini dimana
harta benda zakat sudah mulai banyak dikonversi kepada jenis harta yang
lebih praktis seperti uang. Selain dalam bentuk nominal uang, persoalan
mendasar dalam pengelolaan harta benda zakat adalah berkaitan dengan
banyaknya kerawanan-kerawanan sosial yang terjadi akibat salah kelola
tersebut. Tragedi bagi-bagi zakat di Pasuruan yang terjadi pada tahun 2008,
yang menelan 21 korban jiwa harus menjadi pelajaran berharga bagi umat
islam dan pemenntah.

Kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia beragam modelnya.
Ada lembaga zakat masyarakat, lembaga zakat pemerintah dan lem-
baga zakat melalui perusahaan perbankan syariah. Kelembagaan zakat
masyarakat merupakan lembaga yang mengelola zakat secara langsung
(zakat individu) seperti melalui yayasan, pesantren, masjid dan LAZ se-
bagaimana di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya kelembagaan
yang dibentuk pemerintah yaitu BAZNAS scbagaimana di atur dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Sedangkan lembaga zakat perusahaan perbankan
seperti lembaga zakat yang dimiliki perbankan syariah scbagaimana di
atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang, Perbankan Syariah

Melalui berbagai model lembaga tersebut, seharusnya potensi zakat
di Indonesia yang sangat besar yaitu hingga menyentuh 300 triliun dapat
segera digali dan didavagunakan scbagaimana mestinya. Namun, yang
terjadi dalam sistem pengelolaan zakat justru masih banyak menghadapi
masalah disana sini. Guna menjaring dan mengoptimalkan pengelolaan
itulah, maka perbaikan sistem pengelolaan zakat dari sisi struktur hukum
perlu ditempuh melalui pengaturan kelembagaan yang terintegrasi, mod-
ern, rapi, dan akuntabel.

Menghadapi dinamika hukum dan perkembangan sosial dalam pen-
gelolaan zakat selama ini, maka model-model kelembagaan zakat sudah
saatnya harus merapatkan barisan dan bertransformasi menjaci kelem-
bagaan zakat terintegrasi. Terintegrasi sistem pengumpulannya, proses
pendayagunaannya, penyalurannya dan pengawasannya.

Semangat persatuan antar lembaga zakat dalam buku i1 selaras
dengan semangat tujuan hukum (magasid al-yyan'ab) zakat yaitu untuk
menghapus pemiskinan dalam struktur masyarakat. Melalui pendekatan-

Samibitan Retir Institnt Agawra Tkaw Negert (LAIN) Polangkaraya.....

pendekatan yang digunakan, substansi yang diusung dalam kajian ini
memiliki karakter studi hukum keitis (enifical legal studies), karena konsep
yang dicurahkan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan para mugakki
(waiib zakat) dan usaha maksimal dalam keberpihakan membela hak-hak
para mustahiq zakat (penerima zakat). Berorientasi pada kemaslahatan
para mugakki maksudnya adalah menyelamatkan para mwzakki dari sifat
bakbil dan tamak, sedangkan membela hak-hak para mustabig zakat mak-
sudnya adalah menyayangi dan menyejahterakan mustabig zakat.

Alhasil, ide dan semangat batinivab yang mengalir dalam karya ilmiah
ini sesuai dengan pandangan Donna Faisher dalam “The Power of Net-
working” yang menyatakan:

Bila anda ingin makmur setabun tanasdah gandsn,
Bela anda ingin makmnr 10 tabun tanamlab knrma, tapi

Bila anda fngin makaser sesopur bidup, seninblab dan kembangbaniah manusia.

Semoga buku ini bermanfaat bag insan cendikia, bagi pembaca, dan
khususnya bagi para mugakki yang cinta kepada mwstabig zakat. Amin. ..

W assalamualatkum Wr Wh

Jakarta, 03 Oktober 2015
Rektor,

e

Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, 5.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.L. Latar Belakang Masalah

Ronstruksi hukum  peraturan  perundang-undangan mengenai
kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia masih belum jelas per-
angkat hukumnya, Ketidakjelasan perangkat hukum tentang lembaga
pengelola zakar terdihat ketika hingga saat ini, Indonesia belum memi-
liki pengaturan hukum yang memadai untuk meregulasi banyaknya lem-
haga pengelola zakat,' dan melindungi kepentingan-kepentingan hukum
thalam sistem pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakar ditinjau dari pembentukannya, terbagi
menjadi 2 macam, yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh
Pemerintah, jika di Indonesia disebut Badan Amil Zakat Nasional dan
lembaga bact al-mal pada perbankan syariah, dan lembaga pengelola zakat
yung dibentuk oleh masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat.?

Forum Organisasi Zakat (FOZ) menyatakan bahwa organisasi pen-
uelola zakat di Indonesia hingga tahun 2014 terdiri dari 1 Badan Amil
Sukat secara nasional yaitu BAZNAS, Selin BAZNAS, Pemerintah
membentuk lembaga zakat di 34 Provinsi yaitu Badan Amil Zakat Dae-
tul vingkat Provinsi (BAZDA), 93 Badan Amil Zakat Daerah yang be-
i i Kota Madya, dan 398 Lembaga Amil Zakat ditingkat Kabupaten.

Musor Allab, Arsikewr Zakat Dndimeria, (Jakarm: Universitas Indbonesia: Press, 2000, him. iii.
N A Saddew, A Swrrey of e Tustitwtion of Zikah: Qowes, Thoories, and Adwinctrgtion, {(Jeddah:
Beligibie Meseaech and Training Institute, 2002), him. 83,
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sementara itu, jumlah lembaga zakar melalw lembaga keuangan
spariah berbadan hukum perusahaan tidak kalah banyaknya mengikuti
perkembangan industri perbankan syariah saat ini, Hingga tahun 2014,
perbankan syariah nasional memperlihatkan perkembangan yang cukup
pesat dengan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 11 unit,’ dan
jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 24 unit.* Selain BUS dan
UUS, Indonesia telah memiliki 160 BPRS dengan lebih dari 2900 kantor
di seluruh Indonesia, serta Layanan Syariah (office chawreding) sebanyak 31
unit.’ Perkembangan pesat perbankan syariah juga terlihat dengan men-
ingkatnya jumlah jaringan kantor perbankan syariah. Jika pada Bulan
April 2012 jumlah kantor mencapai 1.457 unit, pada bulan yang sama
tahun 2013 jumlah tersebut bertambah menjadi 1.858 unit.

Adapun lembaga zakat yang dibentuk masyarakat berjumlah 22
Lembaga Amil Zakat, dan 52 Lembaga Amil Zakat ditingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota,' Jumlah lembaga zakat yang dibentuk masyarakat,
tentu tidak terbatas jumlahnva bergantung banyaknya masijid dan mush-
alla dan partisipasi masyarakat mushm di Indonesia,

‘Bark Umum Syariah (BUS) di Indonesia adalah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia,
T Bank Maedis Syaciah, PT Bank Syarial BXL PT Bank Syarish. BRI, PT Bank Syariah Mega
Indonesia, PT Bark Jabar dun Banten, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Syarsh Bukopin, PT
Bank Victoria Syanah, PTBCA Svariab, PT Maybaok Indonesia Svanab. hipe/ fwwachigoid. Di
ikaes pada moggal 2 febooan 2014,

“Unit Usaha Syanah (UUS) di Indonesia adalah PT Bank Danamon, PT Bank Permats,
T Bank Internasional Indonesla (B11), PT. CIMB Niaga, HSBC, Lud,, PT Bank DKI, BPD
DY, BPD Jawa Tengah (Jateng), BPD Juwa Timur {Jatim), BPD Banda Acch, BPD Sumatera
Urara {Semut), BPD Sumatesa Baea (Sumlver), BPD Riau, BPD Sumaters Selatan (Sum sel), BPD)
Kalimantin Selatan (Kalsel), BPD Kalimantan Barat {Kaibar), BPD Kalimantan Tinur (Kaltim),
BPD Sulwwes: Selatin (Sulsel), BPD Nusa Tenggara Barat (NTB), PT BTN, PT Bank Tabungan
Mensiunan Nasional (BTPN), PT OCBC NISP, PT Bank Sinarmas, BPD Jumbi. hiipe/ fawn
brgoad, I abises pada aanpgal 2 februan 2014,

Havanan Svamah (OFFICE CHANNELING) di Indonesin adalah UUS Bank Dana-
mon, ULUS Bank Permam, UL'S BIL, ULS Bank Tabungan Negam, UUS CIMB Niaga, L'US
BTPN, ULTs HSBC, UL'S BPD DKL, UT'S BPD Banda Acch, UUS BPD Sumus, UUS BPD
Rizu, LTS BPD Sombar, UUS BPD Sumsel, LIUS BPD Jaeng, UL'S BPD DIY, UUS RPD Ja-
tim, UILIS BPD Kalsel, UUS BPD Kalbae, UUSBPD Kaltm, UIUS BPD Sulsel, UUS BPD Musa
Tenpgea Bart, TUS OCBC NISP UUS Bank Sinarmas, LS BNTL UUS BPD Jabar dun Ban-
ten, UUS BEL UUS Bukopin, UTS IF], ULS BRI, UUS Lippo, UUS BPD Jambi. b/ s
bi.gosd. i akses pada vanggal 2 februan 2014, Lihat Rifla Tsmal (Asisten direkiur Departemien
Perbankan Syanah-Bank Indonesia), Makalah Seminar nasional Perbankan Syariah: Piliban Tepar
Dan Selusi Bagi Masalah Ekonomi, STAIN Palangka Raya, Palingha Rava, 9 Despmber 2013,
bl 5-14

Noor Aflah, Op Cir,, hlm, il
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Salah satu bentuk pengaturan yang belum memadai dalam kelem-
bagaan pengelolaan zakat adalah belum terintegrasinya norma dan
kelembagaan dalam sistem pengelolaan zakat melalui perbankan syariah.
Pemikiran mengenai perlunya penyempurnaan konstruksi hukum peng-
aturan kelembagaan pengelolaan zakat, termasuk melalui fungsi sosial
perbankan syariah, berawal dari belum terintegrasinya landasan normatif
yang mengatur sistem pengelolaan zakat dan keberadaan fungsi sosial
perbankan syariah dalam melaksanakan pengelolaan dana sosial umat is-
lam seperti zakat,

Pada awalnya, fungsi utama suatu bank termasuk perbankan sya-
nah adalah scbagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan men-
yalurkan dana masyarakat (fungsi intermediasi). Fungsi bank sebagai
lembaga intermediasi sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Re-
publik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
dapat dikelompokkan menjadi tiga.” Pertama, bank scbagai lembaga yang
menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Kedua, bank
scbagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk
kredit lembaga atau sebagai lembaga pemberi kredit. Ketiga, bank seba-
gl lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran
uang Beranjak dari berbagai fungsi tersebut, yang dimaksud fungsi in-
termediasi oleh bank yaitu kegiatan bank untuk menghimpun dan men-
yalurkan dana kepada masyarakat lemah, pengusaha kecil dan menengah
guna meningkatkan taraf hidup mereka.

Fungsi intermediasi bank juga dapat diartikan scbagai kegiatan
mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (sarers/ de-
Jfutan) sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (borrawers)
swhagai peminjam.* Berrolak dari pengertian di atas, fungsi bank sebagai
lembaga intermediasi merupakan fungsi bank sebagai perantara untuk
menerima bahkan memiliki otoritas untuk menghimpun, memindahkan
it menyalurkan dana.?

| Goele Mavtrs, Porgatnran, Fungst Bawk Sebagai Lomiboga Tndermediari Dalosy Ransglas Meninglat.
M Kovpsubtercaiani Rkt Melslid Kreait Usaba Keit Dian Menengab, Disertas, {Malang: Universitas
Biwwijaya, 2012), him. 29,
”“"I::lnmi';ru Sigit dun Totok B, Bawd dan Lenbaga Kesangan Lainsya, (Jakaro: Salemba Empat,

) Wl T2

"Arthesas Ade dan Bedia Handiman, Pk day Lambuga Keniamyan Bukay Wk, {Jakarta: T
Bibileba, 20065, him. 11,
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Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana dijelaskan
di atas, juga menjadi kewajiban perbankan syariah. Ketentuan tersebut
diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No-
mor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan sya-
riah baik bank syariah maupun unit usaha syariah (disingkat UUS) dalam
perbankan konvensional wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat.”

Sebagal entitas bisnis, perbankan syariah tidak hanya melakukan keg-
iatan bisnis a7 sich sebagaimana fungsi intermediasi, perbankan syanah ru-
rut aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Peran dan fungsi sosial per-
bankan syariah yaitn menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat,"
infaq, sedekah, hibah dan wakaf,® dan menyalurkannya kepada organisasi/
lembaga amil zakat infak dan sedekah untuk kemaslahatan umum.

10 Pasal 4 ayat (1) Undang-ondang Nomar 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaridh
menyatakan: Bank Syarah dan UUS wajib menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
HZakat berart scjumlab harta tertentu yang divwajibkan Allah SWT discrabkan kepada
orang-orang vang berhak. Zakat sama halnya dengan shadagah, sakar merupakan kawa benda
berwuzan fi'als yang berare gands yaitu benda yang dizakatkan dan perbuatan mengehearkan za-
et 1tu sendin. Yosuf Qaradhowi, Huknm Zakat: Soidi Kemsparatil Mongenas Statws dan Frlrafit Zakf
Berdurarkau AL ot dan ARHadiss, (Bogor: Pustaka Liters AntarlNusa), hlm. 34.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, Paxal 1 angla 2 babwa zakar adalah harta vang wajib dikeloarkan oleh scorang muslim
atnu badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesual derigan syariat Islam.
Sedangkan menurut Peraturan’ Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tabun 2008
tentng Kompilasi Hukom Ekonomi Syarinh (disingkar KHES) Pasal 675 angka 1 bahwn zakat
arkilzh harta yang wajib disisibkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh nmushim
unruk diberikan kepada yang berhak menedmanya Pl:rlgtrr}.nn zakat memirot hihasa adalah sicl,
rumbish, berkab, dan pujian. Ketentuin zakat rerfiang dalom al-Qur'an padis Q8. Haa Mim Saj-
dah ayat 6-7, 08 Al Taubah wpar 60 dan 103, Q8 Al-An'sm sy 141, Q8 Al-Roum ayat 3%, 05
Al-Bayyinah ayat 5. Likar dalam Hudban Bik, Tamkd - Tangn Al werjemih Mohammad
Zahn, (Indonesias Darul Thya', tth), him. 115, Adapun infliq sesom Pasal 1 angka 3 Undang-
Unebung Momor 23 Tahun 2011 Tenang Pengelolsan Zakar adalah harea yang dikeltuarkan oleh
sescorang armu badan ussha di loae zakar snuk kemasiahatan umum,. Sedanghan sedekab menu-
rut Pasal 1 angka 4 Unding-Uadang Neomor 23 Tahun 2011 Tentang Penpelolaan Zakat adalah
harta st non hars yang dikelunrkan oleh sescorang atiu badan usabia di luar zakar untuk ke-
maslahatan omum. Sementars sedekah menurut KHES Pasal 675 angka 9 bahwa sedekah adalah
barung yang diberikan semats-mata karena mengharaphan pahals, Adapun hilsah menurar KHES
Pasal 675 angka 4 adalah penyerahan kepemilikan suar barang kepada orang lain tanpa inbalan
apapun. Adspun penpertan wakaf schigriimana Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik In.
denesia Mamor 41 Tahun 2004 rentng Wakaf (disinglar UUW) sdaleh perbastin huloum vabkif
urituk memisahkan dan/amu menyerubkan sehagion hars benda milikoya untuk dimanfaatkan
selimunyn aru unmk jangka wikra rerentu sesua dengan kepennngannya guna keperhuan iba-
dub dan/atau kesepahteraan umum menurut syatab. Sedangkan harta bends wakaf sesual Pasal
| angka 5 ULW adalah harm benda yang memilil daya tahan lama dan/atag mantaat jangka
panjang sera mempunyai nilai ekonomi menurat syaclab yang diwakafkan aleh sk

Pendabuwlsan

Peran dan fungsi sosial perbankan syariah dalam Pasal 4 avat (2)
dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan
Syariah menyatakan:

(2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam ben-
tuk lembaga bai? al-mal, vaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menvalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat. .

(3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang be-
rasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf
(mazhir} sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif].

Perluasan fungsi sosial perbankan syariah sebagai lembaga bait al-
mal merupakan amanah dan refleksi keberpihakan institusi keuangan
syariah dan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin terjadinya al-
iran kekayaan dari kelompok kaya (magakkd" kepada kt.-Inmpnkfumg
berhak menerima (mustabig)* dan untuk kemaslahatan umum 1:1inr;}ra.‘*

"Menurat bahiasa et atnal adalah rumah harts. Dalam konteks tata negara, bait al el iden-
r.d. dengan pengertion kas negars. Menurut perijelasan Pasal 15 ayar (1) Undang-Undang Nomor
45 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakar, bahwa bt al sl ﬁen:palmn penvebutan lain dan
itilahy BALNAS di Daceah Istimewn Aceh. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf e KHI, bt at
mad acdalah balai harta keagamaan,

"Menurut bahasa, suegnkds adalah orang-omng vang memiliki kemampuan untuk menun-
Alkinn zakar. Menurue Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengr-
Inl;m Lakat, muzakks adalah seorang muslim s badan usaha yang berkewajiban menunaikan
wabar '

"Sesuai Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolian Za-
Wi, musialiq acalah omog vang berhak menerima ki Kriterda mewrtabiy sebagaimana dijelas-
b dilam Q5. Al-Taubah syat 60 yang artinya: “Sesungguhnys zakat-zakat i, hanyalah unruk
Aty «trang fakir, onng-orang miskin, pengurus zakat, para mwailal yang dibujuk hatinys, snruk
tmemerdelakan) budak, orang-omng yang berhurang, untuk jalan Allah SWT dan mnhg-mmg
P sedang dalam perjalanan, sebagai sesuara ketetapan yang divajibkan Allsh SWT: dan Allah
M Mengerahui lagi Maha Bijaksana,” Yang dimaksud fakir adalah orang vang am.:u B
Biiipnya, vidak mempunysd harta dan enaga untuk meménuhi penghidupannya, Miskin m
sy yung nidak eukup penghidupannys dan dalam keadian h'rkumn;gm Amil adalab orang yang
ilsens tigas wnnsk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Mualisfadalah orang kafir yang
simpunys harapan memeluk agama lstim dan orang yang baru memeluk agama Ishum yang
fianny masth lemah, Memerdekakan budak adalah termasuk untuk melepaskan ciranys ouslim
Vi disowan oleh crang-orang kafir. Gharisr adalah omng-omng yang berhutang karena uniuk
hijruntingan vang bukan maksivat dan yung tidak sarggup membayarnya, F il adalal untuk
bepertuan pertahanan umar lslam, dan kepentingan umum sepert mendirikan sekolsh, rumah
SR el L Lwin. T sl addilahy orang yang sedang dalam petjalanan yang bukan u;uksip.t,
Py nengalani kesengsaeaan dadam perjalanannya. Al-Qur'sn al-Karim ws Tarjamary Matinthi
1wl Eagghahy al Lndunisiyyab, (Madinah ol Munawsrah, Saudi Arabia: Mujamma' al-Malik Fabel
WAl T hibsa'an al-Muashaf al-Syarif, 1422H), hlm. 288

"Perongan Q8. Al Hasyr ayat 7 menyamakan: “..osupaya et it jangan beredae di aots
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Fungsi sosial perbankan syariah dibarapkan dapat mewujudkan kes-
ejahteraan masyarakat dan menjadi instrumen penanggulangan kemiski-
nan melalui pengelolaan sumber dana seperd infaq, sedekah, hibah,
wakaf dan lain-lain, terutama pengelolaan dana zakat yang sangat poten-
sial dengan pengelolaan vang lebih terpercaya, modern, efektif, cfisien,
akuntabel, rapi, terawasi dan terarur,

Harapan besar terhadap peran dan fungsi sosial perbankan syar-
ah yang dicita-citakan tersebut menjadi sia-sia ketika perbankan syariah
hanya mempunyal fungsi tambahan dalam mengelola dana sosial umat.
Fungsi tambahan perbankan syariah terlihat jelas ketika Pasal 4 ayar (2)
dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah hanya menyebutkan frase “dapat” dalam menjalankan fungsi so-
sial yaitu sebagai lembaga bait al-mral yang bertugas menerima dan men-
yalurkan dana sosial umart seperti zakat dan lain-lain. Frase “dapar” dalam
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perban-
kan Syariah menychabkan perbankan syariah tdak memiliki kekuatan
untuk mengambil atau menghimpun dana sosial umat dan mengelolanya.
Penggunaan frase “dapat” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor
21 tahun 20008 tentang Perbankan Syariah memberi kesan bahwa tugas
perbankan svariah dalam mengelola zakat hanya bersifat pasif, fakultatf
dan sukarela. Yang dimaksud bersifat pasif, fakultatf dan sukarcla be-
rarti perbankan syariah tidak memiliki otontas untuk bergerak memun-
gut dana sosial. Perbankan syariah hanya menunggu dan menetima dana
sosial ketika nasabah ingin menunaikan zakar dan lain-lain. Hal ini jauh
berbeda jika dibandingkan dengan fungsi pokok perbankan syariah seba-
gaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2003 tentang
Perbankan Svariah yang menyatakan:
(1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat,

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomaor 21 tahun 2008 tentang Per-
bankan Syariah schagaimana tersebut, menggunakan frase “wajib” dalam
menjalankan fungsi intermediasi dana masyarakat. Implikasi frase “wa-

jib” menyebabkan perbankan syariah memiliki otoritas atau kewenan-
gan penuh untuk aktf bergerak, menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat. Pengaturan fungsi sosial perbankan syariah yang bersifat

omng-ormng kaya saja di anmar ki, ARQur'an al-Kinm, hlm. $16.

Prndiebiclsan

pasif, fakultatif dan sukarela dilatari oleh bentuk hukum dari perbankan
syariah adalah badan hukum Perseroan Terbatas. Menurut teori hukum
perusahaan, bentuk hukum perusahaan termasuk perbankan syariah
mensyaratkan pada basis orientasi keuntungan profit-bisnis. Ketika di-
kaitkan dengan pengelolaan zakat, maka perbankan syariah yang ber-
badan hukum perusahaan Perseroan Terbatas akan menyebabkan disori-
entasi. Oleh sebab itu, fungsi sosial perbankan syariah diletakkan sebagai
fungsi tambahan yang bersifat pasif, fakultatif dan sukarela schapaimana
penggunaan frase “dapat” dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No-
mor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syatiah.

Kedudukan dan otoritas perbankan syariah dalam mengelola zakat
ke depan tentu akan lebih baik jika diwacanakan memiliki fungsi pokok
vang khusus dalam mengelola dana sosial zakat, tanpa membebani fung-
s pokok intermediasi yang berorientasi profit-bisnis. Pertimbangan lain
perlunya pengkhususan fungsi perbankan syariah dalam mengelola zakat
larena potensi dana sosial umat islam di Indonesia sangat melipah ruah
dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan mustabig dan kemaslahatan
umum lainnya.

Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk agama Islam
terhesar di dunia. Menurut data pertumbuhan yang dikeluarkan oleh
Wank Dunia tabun 2012, bahwa total penduduk Indonesia berjumlah
SATTS.796 jiwa dan 88 % beragama Islam atau sekitar 182,570,000 ji-
Wi Jumlah penduduk muslim yang sangat besar merupakan aset yang
par dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan
din kesenjangan sosial yang saat ini sedang melanda bangsa Indone-
M, salah sarunya melalui cabang produksi berupa instrumen ekonomi
heagamaan yairu zakat,

Riser yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
ihan Pakultas Ekonomi Manajemen IPB tahun 201 1, menunjukkan bah-

W patensi zakar di Indonesia mencapai angka 34 % dari toral PDR.

Berdasarkan persentase tersebut, maka potensi zakat di Indonesia tidak
hutning dari 217 rriliun setiap tahun. Adapun khusus mengenai potensi

pibat dari jasa perbankan syariah melalui fasilitas Giro Wadiah dan De-

i Mudharabah menemukan bahwa potensi zakat masing-masing

e Torum on Religion & Public Life, “Mapping the Global Muslim Population,” dan
;}:;: Ih".mpar Pendudul Dueia Mushim,”* (Jakarta: Republika, No.268 / Tha, Ke-17, 9 O
] Bl 12
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sehesar 155 milyar dan 739 milyar setiap tabun. Sementara itu, potensi
zakat sedunia jauh lebih fantastis. World Zakat Forum dalam konferensi
zakat internasional yang dilaksanakan di IPB International Convention Center
menyatakan bahwa potensi zakat dunia mencapai 6000 triliun. Aset zakat
yang sangat besar terschut akan menjadi sumber ekonomi yang strategis
jika dapat dikelola secara profesional dan modern.” Potens: zakat yang
sangat besar akan sulit terealisasikan jika tidak disertai oleh semangat
dan komitmen kerjasama dari semua pihak baik dari kalangan pengambil
kebijakan, arah politik legislasi, peran dunia usaha dan masyarakat secara
umum khususnya masyarakat muslim di Indonesia,

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa potensi zakat di Indo-
nesia (belum termasuk infaq, sedekah, hibah dan wakaf uang) mencapai
217 triliun setiap tahun, Tetapi dari 217 triliun tersebut, BAZNAS hanya
sanggup menggali sekitar 1% dari potensi zakat di seluruh Indonesia
atau 2,1 triliun.® Tentu saja, sulitnya menjaring dana zakat ini masih men-
imbulkan keprihatinan terutama dikalangan umat Islam, ditengah masih
banyaknya lapisan masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan ban-
tuan dari instrumen sistem ckonomi Islam berupa zakat. Oleh sebab itu,
upaya merapikan barisan dari semua pihak baik dalam pengelolaan zakat
perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Zakat sebagai salah saru pilar agama Islam berperan besar dalam
pemberdayaan ekonomi umat. Namun, hingga saat ini zakat masih men-
jadi kerangka konsep normatf yang dicita-citakan. Secara realitas, berba-
gai fakta telah membuktikan bahwa ternyata negara-negara berpenduduk
mayoritas muslim termasuk Indonesia masih tergolong sebagai Negara
berkembang dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.”

Zakat sebagai pranata keagamaan dibidang perckonomian sudah
seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalan-
kan fungsi sosial zakat salah satunya yaitu melalui peran perbankan sya-
riah. Zakat harus memiliki peran penting dalam pengentasan kemiski-
nan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual.

uhammad Nizarul Alim, Mabomsib Kevagen Ssorah, (Solo: Aqwam, 2011}, him. 150
152,
" Eainasts : Potensi Zakat Dunia R 6000 Triliun,” dalim iy fwwwerepubliba.cnsd. Tdish Se-
Insa ranggeal 19 Juli 201 1. D akees anggal 4 Apal 2003,
*Running twext, Ty One moggal 30 Apnl 2013,

4 ALA. Miftaby, “Pembaharuan Zakar Unrak Pengentisan Keminkinan di Indoncsia,” furnal

Innoatio, Volume VI Nomor 14, Juli-Desember 2008, hlm. 423,
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Pendatbilian

Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan en-
titas pengamalan kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup
dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana
pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak.®

Sesuai konsep magasid al-syariah (tujuan hukum Islam), bahwa tu-
juan disyariatkannya suatu ibadah termasuk zakat, merupakan hal vang
sangat fundamental dalam memahami hakekat ibadah dengan benar. Tu-
juan (magasid) zakat terbagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi spiritualitas
individu, sosial, dan ekonomi.® Pertama, zakat sebagai kewajiban dalam
cimensi spiritual personal merupakan perwujudan keimanan kepada Allah
SWT sckaligus sebagai instrumen penyucian jiwa dari segala penyakit
ruhani, seperti bakhil (pelit) dan tidak peduli terhadap sesama, schingga
zakat akan menumbuhkembangkan erika bekerja dan berusaha yang be-
nar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal.* Kedua, zakat
schagai dimensi sosial, dimana zakat berorientasi pada upaya untuk men-
ciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persau-
daraan akan tumbuh dengan baik, melahirkan perasaan saling mencintai
dan senasib sepenanggungan. Zakat dapat mewujudkan keamanan dan
ketenteraman sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi
potensi konflik, Hal ini tertuang di dalam QS. Al-Taubah ayat 71.%

“Menurut Capra, zakat bukan merupakan pengganti ketentuan mengenai pembisyasn
sendic yang dibuar di masyarakat modern untuk memberikan pedindungan sosial untuk pen-
pngguen, kecelakaan, usia lanjut, dan kescharan melalui pemotongan gaji par pekerja dan
suisbatgan para pemben kerja. Lebib lanjut zakar juga bukan sebagi pengganti dari penyediaan
sl olel pernerintah unrek bantwan dan pembayaran kesejahteraan ketks ads bencana. Zakat
Jgh fdak membehaskan negara istam untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan skema untuk
sliribnist pendapatan dan ekspansi peluang pekerpian dan usaba. Sebab, aturan kemandidan
sunial yang dibenkan oleh zakar tidak sama dengan suam kewajiban membayar pajak bag warga
Wegara. Schingpn bewajiban pajak dan anggung jawab sosial yang telah ditunaikan oleh seorang
sl tiak akan owmatis menghilangkan kewafiban zakat. Lihat pandangan M, Umer Capra,
sllan Muhammad Nizaral Alim, Mabasabah kesngan garah, (Solo: Aqwam, 2011), him. 150-152,

Uy Mujahidah al-Ghifar, *“Tiga Dimensi Zaka” dalen bt/ abumiabidab,
v Lo/ 2012 iizg j- Kolom Teaqofi, Rubnk Igishodia Republika 29

A0,

"Rasulullab SAW meneguskan babram Allsh SWT tidak akan menerima zakar infuk dan
Sabilialy dan harea yang didapatkan dengan jalan tpu daya (HR. Muslim},

MO8 Al Taubeh ayst T1 yang artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perem-
Pih, selsagian mereka menjadi penolong bagi schagian pang lain, Mereka menyurub pang ma'ruf,
Miesiegah durd yang munkar, mendinkan sembabyang, menonaikan zakat, dan mercks taar ke-
rﬂl Adlaly SWT dan Ragal-Nya. Mereka itn akan dilieri tahmat oleh Allah SWOT sesunggnibnga
Al SWT Mabin Perkass lagl Maho Bijahaana
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Ketiga, zakat sebagai dimensi ekonomi yang tercermin pada dua
konsep utama, yaitu pertumbuhan ckonomi berkeadilan dan mekan-
isme sharng dalam perekonomian, Pentingnya zakat dalam peninghkatan
ckonomi yang berkeadilan termuany dalam QS. Al-Rum ayat 39 dan QS.
ALDzariyat ayat 19

Begitu besarnya fungsi zakat di dalam menopang roda ekonomi,
pemerintah Indonesia telah berupaya membangun sistem pengelolaan
zakat. Strategi pembangunan sistem pengelolaan zakat dilakukan mela-
lui pembangunan substansi hukum pengelolaan zakat dan membangun
institusi zakat.

Implementasi instrumen zakat di Indonesia terwujud melalui ke-
beradaan substansi peraturan perUndang-undangan tentang zakat vang
diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat, vang dirubah menjadi Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat”
Gagasan penataan pengelolaan zakat vang tertuang dalam Undang-un-
dang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan Pasalnya adalab
pengelolaan vang terintegrasi. Kara “rerintegrasi™ menjadi asas yang me-
landasi kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, baik dilakukan Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga
Amil Zakat (1LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perlUndang-
undangan.

Integrasi dalam pengertian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Zakar, bahwa zakat yang terkumpul disalurkan

Pendaliciundn

gelolaan zakat sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya
meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zaka.
Pengelolaan zakar dilaksanakan secara hierarkis yaitu memposisikan
BAZNAS scbagai satu-satunya pilot yang akan mengkoordinir seluruh
organisasi pengelola zakat/lembaga amil zakat lainaya. Melalui integrasi
pengelolaan zakat, potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh
dacrah serta manfaat zakat akan lebih terukur berdasarkan data dan ter-
pantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.™

Secara kescluruhan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Republik In-
donesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat - baik Per-
aturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 dan Rancangan Keputusan
Menteri Agama yang terbaru yang sedang disiapkan - memberi ruang
dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profe-
stonal, transparan, akuntabel, partisipatif dan modern. Peran koordina-
tor merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian
yang chlakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya
[roses integrasi pengelolaan zakat dari sisi manajemen maupun dari sisi
kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan 7 Und ang-
Uidang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai dasar
hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk men-
Julunkan fungsi koordinasi.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
M1 tentang Pengelolaan Zakat schenarnya bermjuan untuk menata

berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan melalui satu
koordinator. Integrasi dalam konteks sistem pengelolaan zakat di ru-
muskan dalam Pasal 2 huruf f Undang-undang Republik Indonesia No-

Pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak
tlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional

mor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa
pengelolaan zakar berasaskan rerintegrasi. Asas terintegrasi dalam pen:

*0)5. Al Ruum ayar 39 yang arunya: “Dan sesuatu riba yang lamu berikan agar dia bertams

bah pada harr manusia, maka fba it tidak menambah paca sid Allsh SWT Dan apa yang

berikan berupa sakat vang kamu maksudkan untok mencapai keddhaan Allab SWT, maka § ._ h
orang-orang yang melipatgandakan pahalanya”. Lihat I'ruh 5 Al-Dizarivat ayat 19 yang artin _.

“Dian pada harta-harta mereka scds hak untul orang miskin yang meminty dan drang miskin
tidak mendapat bahagian™

“Sepuni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tabun 2011 entang Pengelolann Zakag

yang dimaksud dengan pengelotaan wakst adalab kegratan perencanaan, pelalsinuan, dan p
koordinasian dalam pengumpulan, pendisuibusian, dan pendavagunaan gakoat.

Bl b P L adi

A modern, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sis-
I| W pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakar. Tugas dan

pung jawab schagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip sya-
Wh yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (w4 alamri)
ik mengangkar amil zakat ™

Shhiiblammad Fuad Nasar, “loregrasi Pengelolaan Zakat Pases Undang-Undang Nomir 24
B 5';::1 ':'ﬂl"llﬂﬂ Pengelolaan Zakat,” dalam sewwchop//baznascaid D skees pada tanggal
otimologiy amil aakat adalah pengelola zakar,
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Oleh sebab itu, pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tabhun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu
membawa perubahan besar dan positif terhadap sistem pengelolaan
zakat yang terintegrasi. Namun hingga 14 tahun diundangkan, Undang-
undang Pengelolaan Zakat yang lama maupun yang baru tampaknya
belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu
mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan
zakat. Konstruksi hukum pengelolaan zakat vang belum memadai serta
belum sesuai dengan tujuan zakat discbabkan lemahnya keterpaduan
regulasi pengelolaan zakat dengan peraturan perUndang-undangan yang
lain seperti, keterkaitan dengan norma pajak penghasilan,® otoritas jasa
keuangan,” PPATK, wakaf dan fungsi sosial perbankan syariah dalam
pengelolaan zakat.®

Persoalan pengelolaan zakat selanjutnya terlihat dengan belum
terintegrasinya lembaga-lembaga dan organisasi pengelola zakat, baik
ditingkat nasional maupun dacrah, baik yang dikelola negara maupun
swasta, Fenomena banyaknya lembaga dan organisasi pengelola zakat
seolah-olah membawa kesan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia ber-
jalan sendiri-sendiri, Hingga tahun 2013, terdapat lebih 22 organisasi
atau lembaga amil zakat vang menjalankan fungsi pengelolaan zakat.”

“Leterkaitan Undang-unding Nomor 23 Tahun 2011 rentang Pengelolaan ZLakar dan Un.
dung-undang Nomor 17 Tahun 2000 wntang Perubahun Ketiga Atas Undang-undang Nemor
7 tahun 1983 rentang Pajak Penghasilan, rerfibat dalam Pasal 22 dan Pssal 23 Lindang-undang
Nomar 23 Tahun 2011 weprang Pengelolian Zakat bahwa zokat digunakan sebagai pengureng
penghasilin kena pagk.

SOnotitas Jasa Kevangan saat ini sedang merancang pengarurin tentang hak pengavwasan
terhadap industrt kéuangan non-bank. Saat ini, QK jugs telah meminta agar pemindahan dana
haji dilakukan selambat-lambatnya bulan Mei tahun 20114, Running test, Tv One manggal 10 Mel
2013,

“indang-undang Wakaf juga mengamanahkan kepada lembaga penjamin syariah schagai
tempat menghimpun dan menyaluckan wakaf vang atas rekomendasi wikif

%23 Lembaga amil zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bait a
M/ Hidayarulluh, Basr ot Ala! Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMULS BNI), Bair o Maf
Muamalar (BMMY, Bart afgabal Pertaming, Bangun Sejahtera Mirra Umar (BSM Umir), Dompet
Phuafa’ Republika, Dompet Peduli Ummar Dar o Tankid (DPU 1), LAZ Yayvasan Ananah’
Takafil, | AZ, Yayasan Barf afMal Bank Rakyat Indonesia, LAZLS Dewan Dia'wah lslamiyah Tre
donesia, LAZIS leatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS TPHI), Lembaga Amil Zakar Infag
dan Shadaqoh Nahdfaral Ulima (LAZISNUY, Lembaga Amil Zakar Nasional Badf - Mal uw @
Tammif (LAZNAS BMT), Lembaga Zakar Infag dan Shadagah Mubsmmadiyab (LAZISML I
Pos Keadilan Peduli Umart (PKPL, Pusat Zakar Umat (1AZ, Persatuan Tslam), Rurnah Zalat In:

Pendabedan

Banyaknya organisasi pengelola zakar dan lembaga amil zakar seyog-
vanya dapat menjadi kekuatan untuk menjaring dana-dana sosial un:nar,-“
mana kala organanisasi-organisasi tersebut, BAZNAS serta pihak-pihak
lain dapat bersinergi membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih
akuntabel, profesional, efektif dan efisien.

Selanjutnya, lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan harta
4._I:1n dana zakat turut menambah kompleksitas masalah zakat, Fenomena-
fenomena tersebut telah membawa implikasi kronik diranah sosiologis,
vang berujung rentannya penyelewengan dana zakat serta memupuk rasa
ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana zakat
yang ada, Selain itu, menguatnya kultur masyarakar yang sudah terbiasa
melakukan pembayaran zakat secara langsung terutama zakat fitrah, -
rut menambah permasalahan zakat.

Melihat berbagai fenomena di atas, perluasan fungsi sosial perban-
lan syariah, memiliki peran yang strategis dan dapat menjadi alieenadif
model dalam membantu menjaring dan mengelola dana zakat yang tepat
puna, terpadu, modern dan lebib rapi. Akan tetapi, pcndng:;:.:a kiprah
petbankan syariah dalam membantu pengelolaan zakat justru tidak di-
ukui secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang Republik Indonesia No-
mor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tdak mengatur secara
logas dan konkrit tentang ototitas perbankan syariah dalam menjalankan
fingst sosial dibidang pengelolaan zakat. Kekaburan fungsi perbankan
syariah dalam menjalankan fungsi sosial tetlihat, ketika Undang-undang
Wepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
hanya menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama sr.-.bagaimar.m pada Pasal 7
iyt (2) yaito:

——

Mlumlah dana sosial vang berbasil dikumpulkan olch Yiyasan Dana Sosial Al-Balah (YID5F)
P eiember 2012 sebisar Rp. 6.653432.793,- uniuk bantuan pendidikan, Rp. 5.873.511.406,-
] bantuan kemanasiaan, Rp. 2.101.552.405, untuk bantuan pembangunan misiid, dan Rp.
AALE 6009, antuk bantuan dakvahb, schingga total sampal bulan desember 2012 YDSF hes-

e plkan dana eoslal umat termasuk zakat schesar Ry 1029 533203 v 19,08

W et b, Sedanghun LAZISNU hingga desember 2001 mampu mengumpulian dans
i wnat schesar Rp. 5.4 milyar, Rumah Zakat hingga desember 2011 murmpa mengampllian
W bl e mencapai Rp. 146 Milyar, sedangkan Damper Dho'afs Republika berhuni sien-
itk duna sosiul umat meneapai Rp. 15% Milyar hingga nopember 2013 inl. woveschip S

i il stansg miah i Dinkses tanggal 20 Nopember 201 ),
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2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja
sama dengan pihak terkait sesuai dengan kerentuan peraturan perun-
dang-undangan.

Pihak terkait yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indo-
nesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Kemen-
terian, BUMN dan Lembaga Luar Negeri. Perbankan syariah sebagai
bagian dari BUMN memang dimungkinkan dapat bekerja sama dengan
BAZNAS. Namun, ketika Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik In-
donesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menye-
butkan kerjasama BAZNAS secara konkrit ke dalam redaksi ketentuan
di atas, menimbulkan kekaburan norma yaitu ketidakjelasan pengaturan
bentuk kerjasama dalam pengelolaan zakat. Untuk mengatasi hal terse-
but, peraturan-peraturan pelaksanaan yang baru sebagai turunan dari
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat sudah scharusnya disampaikan kepada pihak terkait
dan masyarakat, namun hingga saat ini turunan Undang-undang Repub-
lik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masih
dalam tahap perancangan,” schingga teknis pelaksanaan kerjasama
BAZNAS dengan bank masih mengikuti Pasal 13 Keputusan DIRJEN
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) No-
mor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun
2(14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Ten-
tang Pengelolaan Zakar.*

WPeraruran Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomot
23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Rancangan Kepurusan Meniten Ajgama tentang
teknis pengelolain zakar schagai turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tc'm:ng Pe ;
pelolian Zakat yang baru tidak menganur beatuk kerasama BAZNAS dengan pihak-pihak terkai
termasuk dengan perbankan syariah

¥Piasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia Nomor 14 mhun 2014 Tentang Pelaks
sarman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat berbunyi: (1). BAs
ZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/amu secara langsung,
Pengumpulan zakat melabu UPZ sebagaimana dimaksud pada avar (1) diFaJmlr.an dengan
membentuk UPZ, pada; 0. Jembaga negar; b kementerian/lembaga pemenntah non kemenien:
an ¢ badin usaba milik negar; o, perusahasn swista nasional dan asing; ¢. peramkilan Republik
Indonesia di hisr negerd; £ kantor-kaneor perwakilan negars sing/lembaga asing dan g mas
fhegar,

Presedabieduan

Adapun Pasal 13 Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor D/291 Tahun 2000 Ten-
tang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, menyatakan :

(1) Badan Amil Zakar dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama
dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan
dana zakat dad harta mmgekls yang disimpan di bank atas persetujuan
wtti ke,

(2) Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank
pemerintah maupun bank swasta.
{(3) Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepa-

katan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas,
melalui media cetak dan pembuatan leafler yang disebarkan melalui
petugas bank,

Kenyataan bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakatr dan Pasal
I3 terutama avat (2) Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor D/291 Tahun 2000 Ten-
tang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat terjadi ketidaktegasan bentuk
herjasama BAZNAS rerhadap teknis penghimpunan zakat melalui per-
bankan syariah, bukanlah hal yang remeh, Sebab, di dalam Pasal 12 ayat
() Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 teatang
Pengelolaan Zakar secara konkrit dan tegas mengatur, bahwa BAZ dapat
hekerja sama dengan bank dan menjalankan fungsi pengumpulan zakar.
Ketentuan tersebut yaitu :

() Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pen-
pumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan
muzakki.

Meskipun Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No-
mior 38 Tahun 1999 rentang Pengelolaan Zakat, BAZ hanya dapat beker-
|8 sarma hanya dalam pengumpulan zakat harta, munculnya kata “bank™
erupakan awal ttik terang bagaimana arah politik dan pengakuan Un-
g undang Pengelolaan Zakat lama terhadap perwujudan sistem pen-
:umpul;m zakat yang terintegrasi (ome gate system) melalui lembaga per-

wikan.

Tabun 2008, campur tangan maupun otoritas perbankan syariah
shagal bagian dari lembaga pengelola zakar, diperkokoh dengan mun-

Ef L. "F_ L adE
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culnya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan baliwa bank syariah
dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial perbankan syariah
sehagai lembaga bait al-mal yaitu sehagai lembaga penerima dan penyalur
zakat melalul Organisasi Pengelola Zakat (disingkar OPZ)." Namun,
dengan adanya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No-
mot 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran dan fungsi sosial
perbankan syariah menjadi tidak jelas dan lemah. Selain tidak jelas, peng-
aturan pengelolaan zakat melalui perbankan syariah juga menimbulkan
problem politik hukum karena perbankan syariah sejak diundnagkannya
Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak
diskomodasi sccara tegas dan konkrit sebagai lembaga yang berwenang
sebagai pengelola zakar. Hal inilah yang menyebabkan rerjadinya keko-
songan norma di dalam fungsi perbankan syariah, sebab di dalam Pasal
12 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 rentang pengelolaan
zakat yang lama telah disebutkan secara konkrit bahwa bank dapat mel-
akukan pengelolaan zakat.

Ketidakjelasan peran perbankan syaniah dalam peraturan pengelo-
laan zakar merupakan bentuk kekaburan norma (vagw of nerm). Keka-
buran norma inilah yang menyebabkan perbankan syariah menjadi tidak
memiliki kewenangan yang jelas dalam membantu pengelolaan zakat,
Kekaburann norma dalam pengaturan fungsi sosial perbankan syariah se-
makin jelas ketika pemerintah tidak mengatur peraturan kerjasama BAZ-
NAS dengan perbankan syariah dalam peraturan pelaksanaan Nomor
14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indone-
sia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar, terutama tentang
bentuk kerjasama pengelolaan zakat dengan perbankan syariah. Sebab,
ketentuan Pasal 13 terutama ayat (2) Keputusan DIRJEN Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor D/291
Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang menya
kan, bahwa BAZNAS dapat bekerja sama dengan semua bank, atau dens
gan kata lain bukan hanya dengan perbankan syariah adalah ndak ses
dengan asas-asas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 T:

"Ada sesuaty yang menarik unmk dikaji lebih dalam terhadap terminologi bank sy
atau ULIS schagai lembaga haif almaf dalam menjalankan fungs sehagal “pencrima’ dan ©
valur zakat melalui OPZ.” Perenalannya adalah mengapa ddak tepas menggunakan ermino
-:ucbug'ui “penghimpun” dan “penyalur zakar masyarakie” schagaimana fungs) pecbanlan s 1
lermbaga intermedias pada umamnys.

- oa A

Perdalinan

hun 2008 tentang Perbankan Syariah dan asas-asas dalam pengelolaan
zakat scbagaimana Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat * Hal inilah yang memicu dan

menimbulkan berbagai masalah normatif dalam regulasi pengelolaan
zakat di Indonesia.

Padahal jika dikembalikan pada prinsip dan asas pengelolaan zakat
scbagaimana Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu asas syariat Islam, asas
amanah, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat, asas terinte-
grasi dan asas akuntabilitas, maka konsep perbankan syariah dalam men-
jalankan fungsi sosial merupakan konsep kelembagaan yang paling siap®
dalam penghimpunan dan penyaluran harta dan dana zakat yang saat ini
dapat dikonversi menjadi zakat uang,

Oleh sebab itu, Pasal 7 ayar (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 13 Keputusan DIRJEN Bimb-
ingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor
13/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, sudah
suatnya diperbaharui dan disesuaikan dengan peran fungsi sosial perban-
kan syariah sebagaimana Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, agar tidak terjadi kekosongan norma dalam
pengaturan fungsi sosial perbankan syariah.

Alhasil, kekosongan norma tentang fungsi perbankan syariah dalam
sistem pengelolaan zakat di dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan berbagai
i wlan. Secara filsafat, masalah kfchs:':-ngan norma tentang fungsi sosial
pwibiankan syariah yang belum terintegrasi dalam membantu pengelolaan
sulit, menyebabkan tujuan zakat sebagai pranata agama yang sakral dan
Mratepis dalam memberdayakan masvarakat, mewujudkan kemaslahatan

i, menanggulangi fakir miskin dan keadilan sosial belum terwujud.
Mal {ni belum mencerminkan peran dan fungsi sosial perbankan syariah
Wbigai salah sata institusi vang dapat menyejahterakan rakyat.

¥ Anas-asas pengelolaan zakat yaitu asas syariat Islam, asas amanah, asas kepas-

A Iikum, asas keadilan, asas manfaat, asas terintegrasi dan asas akuntabilitas.

FSlaps dalain arti ingtitusi perbankan syariab memilild sissem, sumber daya insani, infra souk-
dhilinny wplikasi yang akuntabel, dan terhubung dengan sistem pengavwasan dan permnggng:
i dhengan PPATE, OJK dan Pajak. Dengan kata lain, operasionalisasi perbandcan syariah
M it ok el baimmes.
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Z.akat merupakan pranata ckonomi di dalam agama Islam vang mn._'rni-
liki peran strategis dalam mewujudkan instrumen aturan guna mencapal tu-
juan zakat. Unruk melegitimasi pentingnya zakat, Hukam Islaim menctapkan
secara konksit kedudukan hukum zakat scbagai salah satu rukun keislaman
seseorang, Zakat sebagai rukun Islim menjadi ketentuan ritual-transenden
berbasis sosial yang waijib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu.

Secara hakikat, pentingnya kedudukan dan nilai-nilai zakat dalam
kehidupan manusia yaitu tujuan zakat sebagai kewajiban berdimensi spir-
itual (transendetal), mjuan zakat sebagai entitas kewajiban sosial dan tu-
juan zakat sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan e!mnur‘m
mustabig. Zakat sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam (spir-
itual) merupakan penegasan konsekwensi kredo dari umat Islam kep-flda
Tuhannya. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu sarana ibadah vertikal
yang mampu mengantarkan seseorang menjadi insan yang bertagwa dan
beriman. Zakat sebagai instrumen sosial, tercermin dalam nash hukum
Islam yang menyebutkan kewajiban zakat schanyak 27 kali, dan berada
setelah perintah shalat.® Sementara kata sedekah disebutkan sebanyak
82 kali dalam al-Qur’an. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat
maupun sedekah memiliki posisi sama penting sebagai ibadah lanjutan

setelah melaksanakan ibadah shalat. Oleh karena itu, jika shalat merupa-
kan bukti kesalehan individu maka pelaksanaan zakat merupakan bukt
kesalehan sosial seorang muslim, Pelaksanaan shalat sebagai bukti kess
alehan individu tampaknya masih harus diuji dengan pelaksanaan zakat
sehagai bentuk kesalehan sosial, dan sebaliknya.
Adapun zakat scbagai entitas ckonomi, tercermin dari niJm"—nj a
aksilogis kedudukan hukum dan fungsi sosial zakat. Nilai-nilai aksilogis
zakat seyogyanya disambut dengan sistem pengelolaan zakat yang '._.
menjamin kepastian hukum, memiliki manfaar dan mampu m_f:wu]ud can
keadilan ekonomi secara merata. Kchadiran perbankan syariah sebag |
institusi ekonomi islam, merupakan pintu gerbang transformasi nilal
nilai ekonomi dalam ajaran Islam seperti instrumen zakat. Transfor
nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi islam melalui pelaksanaan zak
sebagai rukun Islam, diharapkan mampu memperiuas skala penerap
sistem ekonomi islam secara nasional, tidak hanya dalam lingkup du
banking sister, tetapi mampu berperan sebagai lokomotf ekonomi i n
donesia dalam bentuk duel economic sisters. Oleh sebab itu, untuk mencap

“Didin Haficllwdin, Zadkat [l perekonanan Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), him. 1.

Pendalrluan

cita-cita tersebut, perbankan syariah melalui fungsi sosial atau fungsi in-
termediasi dalam pengelolaan zakat, sudah saatnya menciptakan sebuah
visi dan politik legislasi yang berorientasi pada mugasid zakat, yang saat
ini belum terkelola secara optimal, baik melalui BAZNAS, lembaga amil
vakat lainnya maupun melalui institusi perbankan syariah,

Tujuan dasar zakat sebagai wujud kesalehan sosial, rentu menjadi-
kan Islam scbagai agama yang seimbang dalam mengatur kepentingan-
kepentingan individu dan kepentingan-kepentingan sosial. Zakat sebagai
salah satu rukun Islam, tentu mencerminkan dan memerankan shirah
{wrah atau jalan) tersebut.

Kekosongan norma tentang fungsi sosial perbankan syariah dalam
pengelolaan zakat menyebabkan terjadinya problem normatif-yuridis.
Kekosongan norma bermula dari Pasal 4 ayar (2) Undang-undang No-
mor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang melegitimasi ck-
wstensi fungsi sosial perbankan syariah. Perluasan fungsi perbankan
syariah dari lembaga intermediasi ke fungsi sosial pengelola zakat, se-
lanjutnya menjadi terhapus ketika Undang-undang Republik Indonesia
MNomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan
ARtara regas tentang peran perbankan svariah dalam pengelolaan zakat.
Problem yuridis ini, terlihat ketika Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memasukkan Pasal
T yan (2). Secara konkrit, kekosongan norma terlihat jelas dalam 2 sub-

Mnal Substansi perrama bahwa fungsi sosial perbankan syariah seba-

lembaga bait almal dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor

A Tahun 2008 rentang Perbankan Syariah tidak diakui sebagai lembaga
Wnerima zakat scbagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik
Milinesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar, Padahal di
Al Pasal 12 ayar (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

pelolaan Zakatr mengakui eksistensi perbankan dalam membantu
Bipumpulan zakar (meskipun hanya dalam zakat harta dan bank umum
vensional). Substansi kedua, bahwa kekosongan norma terlibar den-
M bl diaturnya peraturan-peraturan pelaksana yang digunakan se-
Al pedoman teknis pengelolaan zakat melalui perbankan syariah,
Musalah kelembagaan pengelolaan zakat yang belum terintegrasi
i fungsi sosial perbankan syariah menyebabkan berbagai problem
Mis: Masalah-masalah teontis adalah pertama, adanya pertentangan
M lan konsep kelembagaan dalam lembaga perbankan syariah. Per-
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bankan syariah sebagai lembaga berbadan hukum perusahaan (Perseroan
terbatas) tentu sarat dengan persoalan-persoalan bisnis. Menurut teon
entity, perbankan syariah merupakan entitas bisnis berbasis profit, yang
menijadikan profiz schagai orientasi utama scbagaimana perusahaan pada
umumnya. Secara entitas, disatu sisi perbankan syariah menjalankan ope-
rasionalisasinya sebagai perusahaan berbasis profit, disisi lain perbankan
syariah menjalankan fungsi sosial yang wota bene bukan berorientasi pada
peran sosial yang berscherangan dengan konsep-konsep perusahaan
pada umumnya. Namun menurut teori sjarab enferprise, perbankan sya-
rinh dapat menjalankan fungsi sosial sclain fungsi bisnis (intermediasi)
meski berseberangan dengan teori enify. Fungsi sosial perbankan sya-
riah berkonsep “perusahaan” sosial justru menjadi keunikan tersendiri.
Keunikan yang mendasar bahwa perbankan syariah dalam menjalankan
operasionalisasi tentu berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah meru-
pakan karakteristik yang khas dalam memerankan fungsi social perban-
kan tidak sebagaimana perbankan umumnya.

Kedua, pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat yang belum ter-
integrasi melalui perbankan syariah menyebabkan adanya pertentangan
asas kesesuaian syariah dalam pengelolaan zakat, yaitu pertentangan asas
syariah yang tercermin antara Pasal 4 ayar (2) Undang-undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perbankan Syariah yang menganut prinsip syariah
dengan Pasal 13 ayat (2) Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat
Islam dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor D/291 Tahun 2000
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat yang masih memberi pelu-
ang kepada perbankan konvensional dalam pengelolaan zakat.

Selanjutnya, fenomena pengelolaan zakat yang belum terintegrasi,
secara sosial dapat memicu konflik horizontal. Beberapa fakta memperli-
hatkan, bahwa sistem pengelolaan zakat masih belum mampu menggeses
mustabig menjadi mugakki dari tahun ke tahun. Fenomena pengelolasn
zakat dan dana sosial umat yang memprihatinkan adalah ketika ter)
kasus tragedi zakat di Pasuruan pada tanggal 15 september tahun
vang menimbulkan tewasnya 21 korban jiwa. Tidak hanya itu, akurasi p
gelolaan zakat terutama dalam pendistribusian zakat masih terjadi ket
tepatan dalam penyaluran zakat baik konsumtif maupun produktif.*

“fnthan Tevwns Tragedi Zakat Akibar Kekurangan Oksigea,” dalam : hip/ /s
lika.cuid. Fdisi selasa 16 scptember 2008, I akses pada hari kamis pukul 1830 WIB taogeal
april 2013,

re @ Y a]
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Persoalan tragedi pengelolaan zakat seperti di atas, sebagaimana di
sampaikan oleh Muhammad Luthfillah Habibi merupakan pengelolaan
konservatif dan diluar cara-cara yang rasional. Beliau menyatakan:

Dunia kita sudab berubal. Kita sudab berida di era kemaguan daw modern. Ham-
fur semena sistem adweinisinas beripa paperfess. Tidak ada salabwiya fika pengeloluan
wekal Aedepan baries teradurinistras dan ferakantaisi desigan tertib, Tidak seperts
peugeivlaan sakal yang justen menimbulkan tewasnya mustabiq sokat. Pemaskan
bares ada aknntansinya, proses ada skuntansinya dan pendistribusian juga adu akai-
tunsinya. Akwntand gakat barus seswai pringipy daw kaidab-kaidab akuntansi tya-
viah. Nawmnn, kita harus betap swenghargal masyarukat yang menyalurkan akatiya
secara langsung kapada menitabig dan piwpinan-pimpinan masing-masing. Yng pent-
ing dalam pengelolaan swadaya seperti itu fetap barns amanab dan jangan korwpsi,

Masalah konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakat di In-
donesia juga terlihat dalam garis arah politik hukum nasional. Kehendak
dan arah kebijakan politik hukum pelembagaan pengelolaan zakat pada
Mmasa kesultanan menempatkan pengelolaan zakat sebagai norma yang
lidup dalam masyarakat. Keadaan ini mengalami pergeseran ketika arah
pohtik hukum pengelolaan zakat dikembangkan oleh penjajah. Pada
masa penjajahan, zakat menjadi salah satu isu politik kekuatan ekonomi
dan keberadaan agama tertentu, sehingga para penjajah membangun
dinding pembatas dalam pengelolaan zakat dalam masyarakat.

Wialaupun Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbe-
sir di dunia, sulitnya pengembangan zakat hingga ke ranah legislasi terus
berlangsung hingga Indonesia merdeka. Akhirnya, sistem pengelolaan
sukat berhasil masuk dalam ranah legislasi yaitu ketika pemerintah men-
pijikan RUL pengelolaan zakat dan menjadi Undang-undang Nomor
A tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Politik hukum dalam Undang-
undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dirasa belum
Wiaksimal dalam membela kepentingan mustabiq dan dalam mendayagu-
Nikan harta benda zakat.

Berkaitan dengan berbagai masalah tersebut, maka penulisan bulku
I memunculkan isu hukum sebagai berikut :

“Wawancars dengan Guy Mubammad Luthfillah Habibi, MSA (Putes 8H Mubanimad

Misehinr nalah satu pengasuls Pondok Pesantren Sicdoprl Kabupiaten Pasuruan) yang dilakaans-
h ol gurmar 3 gl 2004 pakoal 20,00 WIS di Malang,
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I. Terdapat kelemahan mengenai pengaturan fungsi sosial perbankan
syariah sebagai lembaga bait al-mal, yaitu berupa kekosongan norma
tentang asas terintegrasi dalam sistem pengelolaan zakat melalui fung-
si sosial perbankan syariah sebagal lembaga bait al-mal. Kristalisasi ke-
kosongan norma menyebabkan pengelolaan zakat belum terintegras,
baik dari sisi perencanaannya, pengumpulannya, pemanfaatannya,
pendistribusiannya, pendayagunaannya. Akhirnya, pengelolaan zakat
yang tidak terintegrasi menyebabkan pengelolaan zakat belum mam-
pu mewujudkan magasid zakat, Kekosongan norma tercermin dalam
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per-
bankan Syariah.

2. Dari kelemahan-kelemahan pengaturan tersebut maka berimplikasi
tidak berjalannya fungsi sosial perbankan syariah sebagai lembaga
bait al-mal secara optimal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-
undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan
demikian dukungan perbankan syariah, BAZ dan masyarakat terha-
dap sistem pengelolaan zakat melalui fungsi sosial perbankan syariah
menjadi sangat minim.

3. Dari kelemahan tersebut maka harus dicarikan solusi alternadf dan
formulasi norma sehingga pengaturan fungsi perbankan svariah se-
bagai lembaga baif a-mal dapat mengikat secara yuridis serta memiliki
kepastian hukum dalam membantu mewujudkan kesejahteraan musta-
big dan kemaslahatan umum, melalui penghimpunan dan penyaluran
dana zakat yang terintegrasi dan modern melalui perbankan syariah.

Berawal dari isu hukum di atas, permasalahan-permasalahan hukum
yang muncul adalah mengapa pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat
belum terintegrasi dengan perbankan syariah dalam mewujudkan keadilan
ckonomi umat?, Masalah selanjutnya adalah bagaimana konstruksi hukum
sistem pengelolaan zakat terintegrasi melalui fungsi sosial perbankan syas
riah dalam mewujudkan keadilan ekonomi umat?. Untuk memecahkan
masalah-masalah hukum di atas, peneliti menggunakan perspektif

teori yang akan diterapkan untuk menganalisis masalah hukum per
adalah teori perlUndang-undangan, teori politik hukum, teori magasid af
syariab, dan teori parah entreprise. Selanjutnya masalah kedua meng
teori hukum pembangunan dan konsep terintegrasi.

Fendabiiuan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, ada 3
(tga) hal yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini, pértama,
pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat tidak terintegrasi dalam fung-
si sosial perbankan syariah dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi
umat. Kedua, konstruksi hukum pengaturan kelembagaan pengelolaan
#akat terintegrasi melalui fungsi sosial perbankan syariah dalam rangka
mewujudkan keadilan ekonomi umat.

2. Metode Penulisan

Untuk melakukan suatu penulisan buku ilmiah khususnya di bidang
hukum keberadaan metode penulisan memegang peran sangat penting;
Johnny Ibrahim menyatakan bahwa salah satu cara kerja keilmuan adalah
ditandai dengan merode.” Menetapkan metode penelitian hukum hen-
daklah beranjak dari hakikat keilmuan hukum.® Tlmu hukum memiliki
Karaktenistk ilmu hukum sebagai s geweris yang memiliki arti ilmu hu-
kum merupakan ilmu jenis sendiri, karena ilmu hukum dengan kualitas
lrmiah sulit untuk dikelompokkan dalam salah satu cabang pbhon ilmu.

Philipus M. Hadjon dan Tatick Sri Djatmiati menyatakan bahwa ciri
khas tlmu hukum adalah sifatnya yang normatif* Imu hukum mem-
punyai karcktenstik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.®
Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum adalah metode
normatif, yakni metode doktrinal atau penelitian doktrinal,” dengan op-
Hk preskripeif.®

Berdasarkan  atas karakteristik ilmu hukum tersebut penelitian
padly penulisan buku ini merupakan penelitian hukum normatif. Den-
pan kurakteristik tersebut hukum ditempatkan tidak semata-mata sehagai
peila sosial, melainkan juga masuk ke hal yang esensial, vaitu instrinsik

Ulokinny Thrabim, Taw diw Metododost Pewelition Flakio Normatf, (Malang: Bavumedia Pub-
hlwbg. SN, o 25. i
"hilipus M. Hadjon, “Pengkajian Penelitian Hulwm Normant™, Majalah Yandika, Sura-

i, Universitas Alangga, hlm. 2,

“Whilipus M. Hadjon dan Tatiek S Djstmiati (1). Aqgumentasi Hukum (Legal Argumenta/

Ll Rianisningg) Langhkah-langkah Legal Problem Solving dan Pen ini
' ; i - yisunan Legal Chpinion),
b, Ciadjnh Mada University Press, 2005, him.1. R

o SPotier Misharad Murruki, Pasedition Hukin, (Jakarte: Kencana Prenada Media Giroup, 2007)
A .
“Wambang Sunggono, Metode Penciitian Hovksoor Swatw Pengantar, (Jakares: Kelapa Gadig,
s hili 43

Sk Hseabitm, Op Cit, him 161-162.



Dr. Abssad Dakebodr, S HI, MHI.

hukum. Penelitian hukum ini berangkat dari pemahaman bahwa p:m:'li-
tian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prin-
sip-prinsip hukum, maupun doktrin-dokuin hukum guna menjawab isu
hukum.”

J. Gijssels dan Mark van Hocke menggunakan dua suidut pan-
dang untuk membedakan ilmu hukum, yaitu (1) sudut pandang ilmu, dan
(2) sudut pandang lapisan ilmu hukum.* Berdasarkan sudut pnnc!a.ng
ilmu, ilmu hukum dibedakan ke dalam ilmu hukum dogmatik, dan ilmu
hukum empiris. Berdasarkan sudut pandang lapisan ilmu hukum, ilmu
hukum dibedakan ke dalam dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat
hukum.

Fokus kajian ilmu hukum dogmatik adalah eksplanasi (penjela-
san) teknis yuridis terhadap hukum positif. Fokus kajian teori hukum
lebih luas dari pada hal itu, yaitu eksplanasi analitis terhadap bahan hl.f-
kum yang meliputi konsep hukum, norma hukum (didalamnya terkait
prinsip hukum), sistem hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sum-
ber hukum. Fokus kajian filsafat hukum adalah asas hukum atau prinsip

hukum.

Berawal dari perspektif ilmu hukum di atas, jenis penelitian
dalam penulisan buku ini lebih memfokuskan pada studi politik hukum
kelembagaan pengelolaan zakat dalam perbankan syariah. Studi ini be-
rawal dari kegelisahan akademik mengapa pengaturan pengelolaan zakat
dalam Undang-undang pengelolaan zakat tidak mengakui keberadaan
perbankan syariah sebagai mitra dalam mengelola zakat. Oleh ﬁcb:lb‘ tm,
jenis penelitian dalam penulisan buku ini lebih tepat sebagai penclitian
dalam jenis studi politik hukum.

Beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum
normatif, yaitu pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis (bistorical approach), pendekatan
komperatif (comperative approach), pendekatan konseptual (conceptual ap-
proach) dan pendekatan perbandingan.”

“Tohnry Theahim, Teorf don Metodslogs Pemeditian Huvdeson Normatif, (Malang: Bayumedin Pubs
lishing, 2006}, hlm.35

*Philipus M. Hadjon. Op Cit,, him. 2-3.

W Peter Malmud Marzuki, Pemefitiar Huds, (Jakara: Kencana Prenada Media Group,
hilm, 3,

Pendabufwan

Pendekatan yang digunakan di dalam penulisan buku ini, yaitu pen-
dekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan sejarah (bistorica!
approach), pendekatan konseprual (comceptwal approach) dan pendekatan
perbandingan.® Pendekatan perUndang-undangan adalah mengkaji dan
meneliti peraturan perUndang-undangan terkait dengan konstitusi dasar
dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dan fungsi
sosial perbankan syariah.* Pendekatan Undang-undang atau staiuse ap-
proach dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum, dan  kesempatan bagi peneliti
untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-undang
dan Undang-undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-undang,

Pendekatan sejarah adalah mengkaji dan meneliti sistem pengelo-
laan zakar dalam perspektif sistem dan politik hukum. Pendekatan his-
toris atau bistorical approach dilakukan dengan menelaah latar belakang
apa vang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum,
untuk mengungkap filsafat dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang
sedang dipelajari memiliki relevanst dengan masa kini.

Pendekatan konsep adalah pendekatan studi hukum yang menga-
tuhkan dan menemukan konsep pengelolaan zakat yang terpadu dan
tenntegrasi dengan fungsi social perbankan syariah. Pendekatan konsep
berguna untuk menemukan konsep perbankan zakat nasional yang lebih
skuntabel, rerukur, rapi dan modern.

Pendekatan konseptual atau concgptual approach beranjak dari pan-
dangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep hu-
K, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum,* terkait dengan
pembangunan norma hukum fungsi sesial perbankan syariah dalam
Mewnjudkan sistem pengelolaan zakat terintegrasi.

Adapun pendekatan perbandingan berfungsi untuk membandingan
Rnsep, asas atau politik hukum produk peraturan kelembagaan pengelo-
Wi rakat antara sistem kelembagaan pengelolaan zakat Indonesia den-
i Negara-negara muslim seperti Saudi Arabia, Sudan, Kuwait, Malaysia,
Lo, Pakistan, Yordania, Mesir, Singapura, Yaman, libva dan lain-lain "

e —

Yl , ki, 96, Thid,, hlm. 17

Siwrjono Soekanto, Pragantar Penelitior FHukase, (Jakarea: 171-Press, 1998), blm, 18
TPoter Muhmod Mareoki, Op Cic, hlen 93295,

vl
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Selain pendekatan di atas, penulisan buku ini menggunakan pen-
dekatan profetik. Pendekatan profetik merupakan pendekatan d:lngan ba-
sis instrumen teks-teks yang bersumber dari Wahyu yang diterima oleh
nabi atau rasul. Pendekatan profetik akan mendukung pendekatan-pen-
dekatan di atas, terutama dalam membantu menganalisis teks-teks yang

bersumber dari agama.

BAB 11
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ZAKAT
DAN PERBANKAN SYARIAH

2.1. Hakikat Kelembagaan Pengelolaan Zakat
21.1.Zakat dan Amil Zakat
I, Definisi Zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang disebutkan petugasnya se-
cara cksplisit dalam syariat islam. Zakat bukanlah semata-mata urusan
yang bersifat karitadf (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada
kekuatan memaksa).® Kewajiban zakat memerlukan kekuatan memak-
W, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun kekuatan memak-
i dari luar berupa aturan formal. Hal ini karena zakat memiliki posisi
i kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan,
Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika
pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan
rofesional.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia be-
lum mampu mewujudkan peran strategis tersebut. Kondisi seperti ini
Wrutama terjadi sebelum tahun 1990-an, ketika belum ada kemauan
plitik dlari pemerintah untuk mengatur pengelolaan zakat secara lebih
Hptimal. Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah Surat Edaran Ke-
Wenierian Agama Nomor A/VI1/17367 Tahun 1951 yang melanjutkan
Metentuan ordonansi Belanda bahwa negara “ndak boleh™ mencampuri
MR pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pen-
Ewasan.

- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
[ wubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor

“Didin Hafidboddin, dajum butpe//pujohar wosdpress.com/ 2009/09/15 /sejarh-pengele:

alidsdonesia 18 Akses ranggal 7 Med 2013,

Tr ®



Dr. Abumad Dakboir, SHIEL MHL

23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pen-
gelolaan Zakar” adalah kegiatan yang melipun perencanaan, pengorgan-
isasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta
pendayagunaan zakat. '

Sebagaimana definisi pengelolaan zakat diatas, maka pengelolaan di-
awali dengan kegiatan perencanaan, yang meliputi perencanaan program
beserta budgeting-nya serta pengumpulan (rofkrfiné, data muzakki dan -
tabig, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan strukrur organisasi
(Dewan pertimbangan, Dewan Pengawas dan ]?:ﬂ;dan ?dnksmaj, pen-
empatan orang-orang (amil) yang tepat dan pcnrulllhan sistem pelayanan
yang memudahkan. Pengelolaan zakat juga ditunjang deng:m perangkat
yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro acite) mcla"!-mkan
sosialisasi serta pembinaan baik kepada mugakki maupun mr‘smb;q, dan
terakhir adalah pengawasan dari sisi kesesuaian syariah, manajemen dan
keuangan operasional pengelolaan zakat.”

Qardhawi berpendapat bahwa pengelolaan zakat mutlalf .:l].lalmlun
oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus_ yang memiliki sistem
manajemen yang fungsional dan profesional. Hﬂ ini fllmaksudkan untuk
mencapai hasil yang optimal dan efektif. Lebih jauh ia Imengamkm bah-
wa zakat merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan
Islam dalam mengentaskan umat dari kemiskinan,

Tujuan pokok disyariatkannya zakat adalah l:.'lﬂt_l.lk menghapus
kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu untuk men-
imbulkan rasa persaudaraan dan terjalinnya kasih sayang antar Sﬂsmm.,
manusia, meski diantara masyarakat yang berbeda agama. M-Qﬂdhawi

ckonomi umat dapat dilakukan dengan sistem investasi yaitu dana zakay
dapat dipergunakan untuk mendirikan unit-unit usaha, UKM unmL m
nyediakan pekerjaan bagi masyarakat dbuafa’ agar dafpa:s pekerjaan tetapy
sehingga mempunyai sumber penghidupan yang wajar. |

A i insi Zalar" dsniamanah.oeid hep:/f

Much. Arief, “Prinsip Pengelolsan Zakar dalam herpewww/ [/ . i
amnizsi;;kulﬂugspotumfmﬂlz.fpn'nﬁp-pmgchh.nn-ukur.hnnl. Senin, ZII Drs:l:n;h:r INE,

W Achmad Subkhan, Komsp Pengelobaan Zuthast sebragai Saran Pemberdayasn | banani I'.IM';:T b
anenfires atas pomikran Vil Qunidan das Rederansimpa dalame Kontoks Ke-Indonesia-an), Thesis, (Yogy
harta: UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. 93,
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Adapun mengenai jenis zakat, schagaimana Pasal 4 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
di bagi menjadi dua jenis yaitu zakat ma/ dan zakat fitrab. Zakat mal meli-
puti emas, perak, dan logam mulia lainnya; vang dan surat berharga lain-
nya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan
perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz,

2. Ketetlibatan Ami/ Zakar dalam pengelolaan zakat

Sesuai Pasal | angka 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 ten-
tang Pengelolaan Zakar, bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selan-
jutnya discbut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan
sakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Keputu-
san Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan
Amil Zakat Nasional. Menurut Pasal 4 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional,
bahwa tugas BAZNAS yaitu melaksanakan pengelolaan zakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap tahun kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun menurut Pasal 6 Un-
dang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ-
NAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan mugas pengelolaan
sakat secara nasional,

Amil adalah berasal dari kata Bahasa Arab ‘amila ya'malu yang berarti
hekerja, sedangkan Amil adalah orang yang bekerja. Menurut Qardhawi
yany dimaksudkan amil dalam konteks zakat, dipahami sebagai pihak
ying bekerja dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam
il pengelolaan zakat. Jika yang mengelola adalah lembaga, maka se-
i pihak yang terkait dengannya adalah amil, baik itu direkturnya, para
wpawal di bidang manajemen, keuangan, pendistribisian, pengumpu-

| Ln. keamanan dan lain-lain."” Mercka mendapatkan gaji dari bagian amil
wikiat tersebut.

Pengertian amil menurut pendapat empat mazhab memiliki bebera-

- P perbedaan namun tidak signifikan. Imam Syafi'i mendefinisikan amil

bagat orang vang bekerja mengurusi zakat, dan tidak mendapat upah
#tluin dari zakat tersebut (bagian amil). Mazhab ini merumuskan amil
biaga berikut:

“Yuwul Qardhaw, Figh ot Zadar, (Bajrut: Muasgsaly al-Risalah, 20001, hlen, 121,
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Amil adalah orang yang diperkegiakan olch Imam (pewerintab) w.u‘mt‘m,gwbif
qukat kemudian membagikannya kepada para mustabiq gakal, sebagaimana yang
dijelaskan oleh Allab SWT dalum Al-Quran*

Masuknya amil scbagai asmaf menunjukkan bahwa zakat dalam Islam
bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individu-
al), tapi merupakan tugas kelompok atau institusi yang bersifat kolekif
(bahkan menjadi tugas negara). Zakat mempunyai anggaran khusus yang
dikeluarkan untuk gaji para pelaksananya. Imam Abu Hanifah memberi-
kan pengertian yang lebih umum tentang amil yaitu orang yang diangkat
untuk mengambil dan mengurus zakat. Adapun pendapat Imam Hanbal,
amil zakat adalah pengurus zakat, yang diberi zakat sckedar upah peker-
jaannya (sesuai dengan upah pekerjaanya).

Badan pengelola zakat yang didukung kekuatan hukum formal akan
memiliki beberapa keuntungan antara lain:

a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.

b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para musfabig zakat apabila ber-
hadapan langsung untuk menerima zakat dari pada mugakki.

¢ Untuk mencapai efisien dan efektivitas.

d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintahan yang Islami.”!

Hukum Islam menekankan tanggungjawab pemerintah dalam
mengumpulkan zakat dengan cara yang hak.”* Oleh sebab itu, pemerin-
tah membentuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pen-
gelolaan Zakat menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia

T cea et oM A U s ) Gl 11 e Ay o854 04D i sarikan
dalam LTN NU, Abkawal Fugobe ' Solusi Problematiba Akmal Hudws Lo, Lipmm-Mﬂm,-
Mumas, dan Konbes Nabdlaml Ulama® (19261999 M.) (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan

Diantama, 2004), him. 294-295.

“Didin Hafidhuddin, Zakat delow Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Ingani, 2002), hlm,

56.
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat al-Hajj ayat 41 : “(yaitu) omng-orang

jika kami tegubkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mercka mendirikan sembalyang,
menunaikan zakar, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan

kepada Allah-lah kembali segala urusan.” Hal ini juga sesuai perinmb Allah babwasannya
dengan adanya swara lembaga yang mengelola dana zakar, dalam surne al-Taubah ayar 103
artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mercka, dengan zakat it kamu membersibkan {

kekikiran dan cinta berlebihan kepada harta) dan menyucikan (menyuburkan Ill‘nl-l'.'lr.ﬂ.l kchdkun
dalam hati) mercka dan berdoalah untuk mercka. Sesungguhnya doa kimu it (menjadi) ketens

mlimwmhmmmmmmmwmw
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terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai koordi-
nator, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pembantu. Badan Amil
Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didi-
rikan olch masyarakat.

2.1.2.Magqasid al-syariah dalam Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan
bagi setiap umat Islam yang mampu. Islam menempatkan zakat sebagai
tukun Islam, memiliki rujuan yang sangat fundamental dalam kehidupan
ckonomi masyarakat yaitu sebagai instrumen kepastian hukum untuk
menjamin aliran kekayaan kepada kelompok-kelompok yang membu-
tuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (bifdgw al-nafi).

Penjelasan di atas, menempatkan keselamatan jiwa sebagai basis uta-
i tujuan disyariatkannya zakat. Inilah tujuan (magasid) zakat yang suci dan
sesungguhnya, vang berbeda dengan rukun Islam lainnya. Namun untuk
melaksanakan zakat sebagai instrumen ckonomi di Indonesia, telah terjadi
multi paradigma. Salah satunya bahwa zakat merupakan kewajiban yang
telih direpresentasikan oleh pajak, sehingga zakat tidak diperlukan lagi.

Padahal konsep zakat dan pajak dalam berbagai dimensi sangat jauh
herbeda. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, teori magasid al-syariah
tukup relevan guna membedah urgensi zakat sebagai perwujudan keadi-
I secara holistik dalam berbagai dimensi sosial, terutama dalam menja-
min kelangsungan hidup atau jiwa manusia.

Secara etimologs, wagasid al-syari'ab adalah tujuan hukum. Hukum
Wlam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus Mampu mewu-

lkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu mewujudkan ke-

Maslshatan, kebaikan, ketentraman dan kescjahteraan, Adapun maslabab

dilalah kemanfaatan atau kebaikan, Menurut Asmawi® teori maslahat
invar melalui reformulasi oleh para ulama ahli ushw/ sepanjang sejarah
ki Islam. Tentu saja dalam perjalanan se¢jarah tersebut terdapat dina-

pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan
hebetapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan susbstansi yang
wila namun dalam tataran urgensi maslabah mercka bersepakat sepe-
linys bahwa teori maslabab merupakan teori melti-fungst dalam berbagai
ah dalam dimensi hukum.

Shwinel, Feon Maslabah din Redevansips dengon Perl lndong-sondangen Pidang Khwawy o Indonesia,
| addan Lavbang dan Diklar Kemenag, RI, 2010, him, 35.
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Tokoh-tokoh pencetus teori masiubah diantaranya adalah lman
al-Ghazali (w. 505 H). Secara eumologis, makna genmine tcon maslabab
diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa marishah adalah mewujudkan ke-
manfaatan dan menyingkirkan kemudharatan.* Al-Ghazali mengkata-
gori maslabah dalam 3 tingkat yaitu darmiyyal (kebutuhan primer), hafiyyat
(kebutuhan skunder) dan fabsimiyyar (kebutuhan tersier). Masing-masing
tigkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek
atau sasaran 3 tingkat masfabah yang dikenal dengan sshul al-kbamsah (5
prinsip dasar jaminan) yaitu bifdew al-din, bifdon al-nafs, bifdgu al-‘aql, bifdzu
al- nasl dan bifelsn af-mal. Lima prinsip im kemudian disempurnakan lagi
oleh Shihab al-Din dengan menambahkan bifdyw a/-%rd (kehormatan).”

Teori mashlabah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa
teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk mencip-
takan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah
tujuan dari aturan-aturan Islam; Imam al-Ghazali menyebutnya dengan
istilah magasid syariyyal (tujuan hukum Islam).”

Maglabah menurut Izz al-Din Abd al-Salam (w. 660 H), adalah ke-
baikan, kemanfaatan dan kebajikan. Najm al-Din al-Thufy sebagaimana
dikutip oleh Asmawi,” dalam hal ini berpendapat lebih ekstrim lagi. Ia
lebih mengedepankan teon maslahat dani pada nash (teks al-Qur’an ataw
Hadis) dalam hal mu'amalal (hubungan antara manusia dengan manusia
yang lainnya). Hanya saja pendapat Najm al-Din al-Thufy ini kemudi
an dikomentari oleh sebagian pakar hukum, bahwa vang dimaksudkan
mengedepankan teori maslahat dari pada nash (teks al-Qur’an atau Had:
is), adalah manakala maslahat terscbut dihadapkan dengan nash vang
ghanny. Adapun nash yang goth’ menurutnya harus tetap didahulukany
dalam arti maslahat tidak boleh bestentangan dengan nash.

Selanjutnya, masabah menurut al-Buti adalah manfaat yang dituju
Syari’ (pemegang otoritas Syari’ah) untuk hamba-Nya, yaitu mencakup
lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan

“Abu Hamid Mubammad bin Muhammad al-Ghazali, .-'iﬁ;ﬂmfm_ﬂrr wir Ny ad- Ui, Tk
i Tabilig Mubanmnid Nilasman alAmgar, (Beirot: Mu'assasar al-Risalah, 1997), Jue ke-1, him. 4
417,

#*Shihab al-Din al-Qarafy, Syaral Tawged al-Fushu! i Dtisar abMahsud ff Ui, (Mesir: Malktabal
al-Khiiciyah, tth), him. 89.

“Abu Hamid Muhsmmad bin Mubhammad al-Ghazali, ASMustaryfie mie T alUiskud, T

{Jakarta: Badan Lithang dan Diklat Kemenag, R1, 20101, hlm. 36,
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Sementara manfaar adalah kenikmatan.® Menurur al-Bud, sebuah me-
flabal dapat dinilai sebagai maslabah hakiki adalah jika memenuhi lima
dlowabith, yang pertama berkaitan dengan penyingkapan makna univer-
il maslahah tersebut, sementara empat yang lain membarasinya dengan
cara dihubungkan dengan dalil-dalil syar’i yang spesifik. Lima dlowabith
terscbut adalah:

I. Maslabah haruslah berkisar dalam lingkup tjuan syari’.

2. Tidak bertentangan dengan al-Quran.

\. Tidak bertentangan dengan as-Sunnah,

4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.

%, Tidak mengabaikan maslahah yang lebih urgen.”

Pandangan tentang maslabab sclanjutnya, sebagaimana dicetuskan
oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah,” bahwa hukum islam sangat menjun-
jung tinggl prinsip-prinsip keadilan, kasth sayang dan kemaslahatan. Jika
tidak sesuai dengan prinsip tersebut, berarti itu bukan hukum islam. Pe-
nelitian yang mencengangkan atas nash al-Quran dan Hadis diuraikan
nleh Thohir ibn al-‘Asyur. Dalam penulisan tersebut bahwa substansi
nila-nilai kemaslahatan memang menghasilkan kesimpulan yang mey-
akinkan bahwa doktrin hukum islam atau syariah senantiasa dilipun oleh
Mkmah dan illat yang bermuara pada maslabab. Sehingga maslahab dapat
menjacdi sumber hukum dalam menyelesaikan masalab hukum.

Pandangan maslabal juga dicetuskan oleh Yusuf al-Qardhawi,” bahwa
Milabab juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, baik mua-
Winlah maupun ibadah mabdbab. Urgensi maslabab juga di rumuskan oleh
Allal al-Fasy,” bahwa titik beranjak bagi perumusan hukum syariah dan
hwiddal-kasdah syariah disebabkan olch adanya #llat dan bikmah hukum. Pa-

#Said Ramadan al-Buti, Dawwhith atMarishab ff al-Spariah of-Tikaswipsah, (Beirat: Mu'sssasat
al Whyilaly, i al-Diar al-Muattahidab, 2000, him. 69,
Fhluhamimad Mahrus All, "Studi M.:shl'mh dalam F\:r!.P:ltuf Dr Muhammad Sa'id Rarmad-
Bl B, dalam: btgped farmia - wali - dalam -peripelk-
Mhalihunl D akses pada rmmﬂ Ial marer Eﬂll-l
e al-Qayyim al-Jawziyyah, [l o/ Mawagi'in an Rabb of-ldowin, (Kairo: Dar al-Hadis,
nm Juz. 11, hlm. 5,
M hashiir lhn al-Asyur, Magasd ai-Sparr'alr al-Lolemigiah, (Tunis; Dar Subnun, Kairo: Dar al-
T, 20063, him. 12,
Wosl wl-Qardhawi, Madbbal § Dinssat ai-Syariab ab-lslamipsah, (Kairo: Makeabah Wihibah,
MY, W, 58,
CAlAL al-Fasy, Magasid al-Syarialy al-Tsdamivyah wa Makarimuha, (Rabar: Maktabah al-Wih-
WAl i1 Arabsiyabs, th), bl 136,
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dahal untuk menggali #ff dan hikmab hukum tdak ada instrumen lain yang
paling tepat selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam maslabab.

Teori maskbab selanjutnya diramuskan dalam buku berjudul a/-Mana-
Jagat karya al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, maskahab merupakan teon universal
yang tak terbatas. Teori masksbab dapat menycbar pada semua prinsip-prinsip
dasar dan satuan-satuan kasus dalam hukum islam, sehingga relevansi masla-
hab cukup diperhitangkan dalam sumber hukum islam.™ Selain tokoh-tokoh
pencetus teorl masabab di atas, adalah Mustafa Ahmad al-Zarga’.”

la menyebutkan bahwa sesungguhnya esensi maslahab adalah segala
sesuatu yang berkontribusi bagi perwujudan dan pemeliharaan 5 prinsip
dasar (5 maslahah sebagai pelengkap sebagaimana pendapat al-Ghazali)
yang diukur bertingkat-tingkat sesuai bobot kebutuhan manusia (kata-
gori maslabah daruriyyat, maslabah bajiyvat dan masiahab tabiniyyaf).

Inti teori maskbab untuk menganalisis dan memaknai masalah hu-
kum, bahwa maslabah merupakan unsur utama bangunan hukum Islam’
yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah inti sub-
tansi dari hukum Islam., Kehidupan manusia di dunia yang scharusny
tercipta menurut ajaran dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat.

Pada dasarnya premis hukum dalam teori maslabab dapat ditegakkan
dalam aplikasi syariah dengan metode induksi, baik secara tema umum
dalam syariat maupun dalam paparan tentang iflat hukum dari berbas
gai perintah secara terinci, contoh Al-Qur’an menjelaskan bahwa alasas
diperintahkannya, mandi wajib, puasa, dan jihad masing-masing adalak
demi kebersihan, keshalehan dan lenyapnya kedzaliman,

Berdasarkan Uraian teori magasid syariah dan maslabab maka teo
terscbut untuk menganalisis dan menjelaskan magasid dan kemaslahats '
nilai-nilai zakat melalui fungsi sosial perbankan syariah scbagai wuju
perdindungan terhadap jiwa para mustabig, jaminan tethadap kescjahte
aan hak-hak mustabig melalui jaminan perlindungan terhadap harta, se

untuk menganalisis tujuan norma dalam pembangunan asas yang infegrn ‘
dalam pengelolaan zakat melalui fungsi sosial perbankan syariah.

*Abu Ishaq al-Svatibi, Af-Memafogat 7 Usiwd ol Syariah, (Beirut: Dar al-Kamb al-11
wh), Jilid 1, Juz 11, him. 42 [

“Mustafa Ahmad al- Zarge', ATtib wo abMasaith al- Marialah fi Syartud wo Ulbufi Figh
(Dramaskus: Dar nl-l}tlnm_ 1988), hlm. 41-43.
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2.1.3.Hubungan Muzakki dan Mustahiq dalam Zakat

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, mugakds adalah seorang muslim atau badan
usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Adapun sesuai Pasal 1 an-
pka 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
mustabiq adalah orang yang berhak menerima zakat.

Golongan yang berhak menerima zakar (Mustabig) adalah orang-
orang atau golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana telah dia-
tur dalam syariat Islam, yakni ada delapan golongan (amaf). Ketentuan ini
diatur dalam QS. Al-Taubah ayat 60.™ Golongan yang berhak menerima
sakat yaitu faqir, miskin, amil zakat, mwallsf, memerdekakan budak belian,
Wharivn, mugabidin fi sabilillah, dan Ibnu Sabil. Zakar merupakan kegiatan
menyisihkan sebagian harta (sesuai ketentuan syara”) untuk dibagikan ke-
pada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun
Islam yang kelima. Hukumnya wajib bagi orang-orang Islam yang telah
memenuhi syarat-syaramya.

1.2. Lembaga Perbankan di Indonesia
1.2.1.Bank dan Perbankan Syariah
|, Pengertian Bank dan Perbankan Syariah

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peru-
hahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, men-
definisikan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang
hunk, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

tlilam melaksanakan kegiatan usahanya. Sehingga lembaga perbankan
herupakan intisari dari sistem keuangan dari setiap negara.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang
Piscorangan, badan—badan usaha swasta, badan-badan usaha milik ne-
 buhkan lembaga—lembaga pemerintah menyimpan dana—dana yang
likinya. Melalui kegiatan perkrediran dan berbagai jasa yang diberi-

PAitinya : Sesungguhnya zakat-zakat it hanyalah uniuk orang-orang fakir, orang-orang

| peiguris-pengurug zakat, pars macl’ yang dibujuk hatinga, unuk (memerdekakan)

g -orang vang berhutang, untak jalin Allsh SW'T dan orang-orang yang sedang dalim

_ an, schaga sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah Maha Mengetahui
Mukia Bhijukesana. A¢Churun diam Terfeatoys, (Savcli Arabia, Medinah Al-Munawarah: Mujam-
Al Atk Fahd §i Thiba’ar Al-Mushaf AL-Syarif, 1422.H), him. 288,
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kan.”” Bank melayani kebutuhan pembiayaan, melancarkan sistem pem-
bayaran bagi semua sektor perekonomian,
Dalam Black s Law Dictonary bank dirumuskan:™

An institution, wswally incopared, whage business fo receive money on deposif, iash,
checks or drifts, disconnt commercial paper, nrake lpans, and issue promissory noles pay-
able fo bearer kuow as bank motes,

Selanjutnya Pierson memberikan definisi bank adalah “bank is a com-
pary which accepot credit, but didn't grive eredit.™ Teor Pierson ini menyatakan
bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya
menerima titipan uang saja.”

Berbeda dengan pendapat di atas, G.M. Berryn Stuart memiliki pen-
dapat sendiri tentang bank. Menurutnya, “bank i « company who satisfied;
atber peaple by giving a evedit with the money they accept as a gamble to the other ]
eventhough they should supply the new money.” Selanjutnya BN, Ajuha menge.
mukakan bank adalah bank provided means by which capital is transferred from
those who cannot use itu profitable to those who can wse it prodwctively for the soctely af

whole Bank provided which channel to invest any risk and at a good rate of inferestS
Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman
dan dengan tngkat bunga yang menarik."

Selanjutnya H. Malayu S.P. Hasibuan memberikan pengertian bah
wa bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha ya
kekayaannya terutama dalam bentuk asset kevangan (finandial assets) s

"Dari aspek bahasa Bank berasal dad kata ralia * e " yang berarn oo, ynitu suatu b
ku tempat duduk, Bangku inilah yang dipergunakan oleh banker untuk melayani kegratan gf
crasionalnya kepada para nazabah. Istilah bangku secar resmi dan popalar menjadi Bank
termasuk perusahaan dwdu pse katena produknya hanya memberian pelayanan jasa kepy
masyarakat, Lihat Murir Fusdy, Hukum Perbawban Aodern Buks Kecat, (Bandunyg: Citra
Bakn, 2007), him. 13

" lermansvah, Hikwm Perivnkoe Nasons! Indovesia, (Jakara: Kencana, 2006), him. 7

"Terjemah bebas: bank adalsh badan usaba yung mencnma kredit tetapl odak memben
kredit,

“Malayu 5P Hasibuan, Dusardasar Perbamkan, (Jakarm: Bomi Alksara, 2005), him, 1,

Heriemah bebas: Bank adalah badan usiha yang wojudnya memuaskan keperduan o
lnin, dengan membernikan kredit beripa uang yang diterimanya dar orang lain, sckalipun deng
jalan mengeluarkan vang baru kertas atan logam.

“Terjernah bebas: bank menyalurkan medal dan mereka yang tdak dapar menggunakan
cara menguntungkan kepada mercks yang dupat membustaya lebih produktl untak keuntang
roasyarnkat.

"Mulayu 5P Hagsbuan, Op,, Cie, him 2.
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bc.rmutifkan profit dan juga sosial, bukan hanya mencari keuntungan
saja. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bank adalah badan
yang mempunyai rugas utama melakukan penghimpunan dana dari
pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Ada pula pen-
dapat yang menyatakan bahwa bank memiliki tugas menyalurkan dana
dari pihak yang kelebihan dana (surpius) ke pihak vang kekurangan dana
(defisif) * Dari sudut legal, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 ten-
tang Pokok-Pokok Perbankan Pasal 1 huruf (a), menyatakan:* "Bank
adalah lembaga keuangan vang usaha pokoknya memberikan kredit dan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sementara
itu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1
ayat (1), menyebutkan,” bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke-
padda masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Selanjutaya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Per-
bankan Pasal 1 ayat (2), mengatakan: "Bank adalah badan usaha yang
fenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan men-
yulurkannya kepada masvarakar dalam bentuk kredit dan/atau benruk-
hentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.®

Adapun bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 21
Al 2011 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang meng-
limpun dana dari masyarakar dalam bentuk Simpanan dan menyalus-

Buninya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan /atau bentuk lainnya

lim rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Pasal 1 angka
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syariah,
Wik syariah adalab bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar-
prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah
Wi bank pembiayaan rakyat syariah. Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-

g Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah segala sesuatu

| MAnhess Ade din Edia Handiman, Besk dew I cowbpn Kewangan Bakaw Bank, (Jakarta: PT.
v HNIG), Blm, 5,
"lE Iy undang Neamor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Bab 1, Pasal 1
]
*lbangg undang Nomaor 10 Tahun 1998 rentang Perubahan Ams Undang-undang Nomaor
1992 tenang Perbankan, Bab 1, Pasal 1 ayar (1),
¥V oubang: undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Aras Undang-undang Nomor
102 rentang Perbankan, Pasal 1 ayar (2).
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yang menyangkut tentang Bank Syaniah dan Unit Usaha Svariah, men-
cakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melak-
sanakan kegiatan usahanya.

2. Bentuk-Bentuk Perbankan Syariah (Jenis Perbankan Syariah)

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang peruba-
han Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat
dua jenis bank di Indonesia yairu bank umum dan bank perkreditan rakyat
(BPR). Bank umum adalah bank vang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum merupakan
lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa
kepada masyarakat dan merupakan bagian dan perbankan nasional yang
memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penvalur dana masyarakat
serta pemberi jasa dalam lala lintas pembayaran. Dengan fungsi utama
yang demikian, Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam me-
nyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangu-
nan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
nasional puna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Bank p
kreditan rakyat yang didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan Pasal 5, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secar
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syanah yang dalam kegiatans
nya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran,

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapar dilakukan oleh bank perkreditag
rakyat adalah menghimpun dana dani masyarakat dalam bentuk simpanaj
berupa deposito berjangka, tabungan, dan produk lain yang scjenis; menyalu
kan dana dalam benmuk kredit ke masyarakat; menyediakan pembiayaan d
penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan van
ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan menempatkan dananya dalam bent
Sertifikar Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, o
babungan pada bank lin.

Selain kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atd
terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR ad
lah : menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam valuta asing;
akukan kegiatan usaha dalam valuta asing; melakukan penyertaan modi

L
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melakukan usaha perasuransian; melakukan usaha lain di luar kegiatan
usaha sebagaimana dimaksudkan di atas,

Berdasarkan kegiatan usaha dan larangan-larangan di atas, maka se-
cara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas diband-
ingkan Bank Umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam ben-
tuk simpanan dari masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito,
sedangkan BPR tidak boleh menghimpun dana dalam bentuk giro dan
Juga usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diprbolehkan. Bank
umum dapatr melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dan
untuk mengarasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh
melakukan penvertaan modal. Dalam hal melakukan usaha perasuran-
sian, BPR dan Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

Sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 ten-
ting Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan keg-
lutan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdini
atus bank umum syariah dan bank pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut
Iisal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perban-
kan Syariah, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegia-
tnnya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun sesuai
Masal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perban-
han Syariah, bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang
hilam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya terkait dengan bentuk kegiatan usaha, sesuai Pasal 19
wpat (1) huruf q Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perban-

b Syariah, bahwa kegiatan usaha bank umum syariah yaitu melakukan
Aegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang
Wil sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai
Wengan ketentuan peraturan perlndang-undangan,

Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah
Secara umum Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 ten-
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perban-
, mengemukakan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan
unya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip
uth-hatian™. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 10 Tahun
WO tentang Perbankan yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi
alih demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-un-
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dang Dasar 1945. Sedangkan menurut Mubyarto,” demokrasi ckonomi
Indonesia adalah Demokrasi Ekonomi Pancasila yang mempunyal cin-
ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ckonomi Pancasila koperasi
ialah soko gnrw perekonomian; kedua, perckonomian Pancasila digerakkan
oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan vang paling penting
adalah moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan
Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas so-
sial; Keempat, perckonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan In-
donesia, yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi,
Sedangkan sistem perckonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitan-
isme, sehingga dalam mengejar keuntungan tdak mengenal batas-batas
negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya ke-
seimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada
desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomu,

Adapun prinsip kehati-hatian (prudent principle) menurut ketentuan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undangs
undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 2 dikemukakan, bahwa Perbankan
Indonesia dalam melakukan; usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan ketentuan ini, menuns
jukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting vang
waijib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegias
tan usahanya,*

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk
lalu berhati-hat dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti hary
selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perUndang-undangan ¢
bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.”

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksug
dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapar menemukan Pasal lain ¢
dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Us
dang-undang Nomor 7 tahun 1992 Pasal 2 yang mempertegaskan ken
bali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian iru diterapkan dalaf
setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 Ayat (2)." Selanjutng

“Mubyarto dalam Munir Fuady, Haksm Perfonkan Modern: Berdasnmkes Udogg- undang T .
1998, Edisi Kewatu, (Bandung: Cites Aditya Bake, 1999), hlm. 1 6.

“Hermansyah, Huknme Perbemiean Nagomal Indowesia, (Jakara: Kencana, 20063, him, 134,

Ik, him. 135,

“Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayar (2) i atas, maka tiedak ada alasan apa pun juga 1o
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dalam ketentuan Pasal 29 Ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan
prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan
berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitor” Terkait dengan
asas perbankan syariah, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun
208 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam operasionalisasinya, per-
hankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip
syanah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian,

2.2.3.Fungsi dan Tujuan Perbankan Syariah

Secara umum, bank merupakan lembaga keuangan yang sangat
penting dalam perckonomian. Secara umum, bank didefinisikan seba-
jyai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana
tan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta mem-
herikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran vang, Menurut
Indang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-un-
ting Nomar 7 Tahun 1992 Petbankan, bank merupakan lembaga keuan-
pan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau
:w_muk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang
vanyak.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Indonesia fungsi bank adalah menghimpun dana dan kemudian men-
yilurkan dana itu ke masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai inter-
Wedliasi keuangan (fimancial intermediary). Maksud dari fungsi bank scbagai
lembaga intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberikan
homudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebi-
b dana (sarers) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang
emerlukan dana (borrowers) untuk berbagai kepentingan.™

e

hisk |n.1||1; u:t!uk tidak menerapkan prinsip kehat-hatian dalam menjalankan kegistan usahanya
I Wil menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, Ini mengandung art, habava segala perbuatan
Kebipk-sanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanys harus senantasa

lwsatkan kepada pemmumn perlndang-undangan yvang berlaku schinggn dapat diperfung.

waubhan secara hukum.

Weventuan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3) di atas tentu, berhubungin erat dengan keten.
Pansl 29 Ayat {4), karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan
slianny.

Phrthess Ade dan Edia Handiman, Bk die Tombaga Kewanpan Rukan Bank, (Jakarea: 7T
b, 2006), hin, 11,
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Adapun fungsi sosial perbankan syariah sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya-
riah adalah :

(13. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat.

(2). Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam ben-
tuk lembaga bait al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat.

(3), Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang be-
rasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf
(mazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (maki).

(4). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) da
ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
Pada umumnya tujuan perbankan tercantum dalam Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah dirubah menjadi

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu pada Pasal 3 yang menes

gaskan: “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpus

dan penyalur dana masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 4 mencgaskan

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pemban

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekong
mi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat bag
vak”.
Pada hakikatnya perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yag
strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga bl
orientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah stabilig
politik dan stabilitas sosial.* Dapat disimpulkan bahwa tujuan bank ad
lah merupakan turunan prinsip dari tujuan negara dalam rangka mew
judkan kescjahteraan rakyat melalui fungsi bank sebagai lembaga inte
mediasi.

Adapun tujuan perbankan syariah sesuai Pasal 3 Undang-unda
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bald
perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan f
sional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan peni
ataan kesejahteraan rakyat.

“Hermarisyah, Mok Pefanban Naoosal Indiiein, (Jakare Foencana, 2006, him. 2,
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2.3. Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Zakat
2.3.1.Fungsi Perbankan Syariah sebagai Lembaga Bait AL-Mal

Sejak tahun 2008, konstruksi hukum fungsi perbankan syariah men-
palami perluasan yaitu tidak hanya berfungsi menghimpun dan men-
yalurkan dana masyarakat tetapi dapat menjalankan fungsi sosial schagai
lembaga bait al-mal dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial
umat seperti zakat. Perluasan fungsi sosial perbankan syariah rertuang
dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah.

Perluasan fungsi perbankan syariah dalam menghimpun dan men-
yilurkan dana zakar, dilatari oleh menguatnya respon masyarakat terha-
dap perbankan syariah dan tumbuhnya market share ckonomi islam di
sektor lembaga keuangan berbasis syariah, Perkembangan fungsi sosial
perbankan syariah dalam mengelola zakat merupakan implementasi in-
situsi ckonomi islam untuk mempermudah terutama nasabah perban-
kan syariah dalam menunaikan ibadah zakat, Komitmen tersebut menja-
il akses terbukanya secara lebar dan bagian dari strategl untuk menjaring
huna zakat di indonesia,

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008
Wntang Perbankan Syariah, maka konstruksi hukum kelembagaaan pen-
pelolaan zakat di Indonesia bertambah satu lagi yaitu melalui péngclniaan
sulkat berkonsep perusahaan. Selanjutnya pada rahun 2011, kelembagaan
ihpelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-undang

8
1 vmor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang

Munor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di kembalikan kepada
Wui negara sebagai pemegang mandat dan pemikul tanggung jawab

Ml mewujudkan keadilan sosial di bidang pengelolaan zakar.

Akan tetapi, konstruksi hukum pengelolaan zakat di Indonesia
i Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
aliat belum mampu memperlihatkan hasil yang positif. Hal tersebut
Wimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama ketika dihadap-
M ilengan eksistensi dan peran lembaga zakat dalam memenuhi aspirasi
Wyarakar mushim di Indonesia,

Guna menyelesaiakan masalah di atas, konstruksi hukum kelemba-
pengelolaan zakat dapat di analisis melalui teori hukum responsif.
i responsif, sebagaimana dikutip oleh Rachmad Safa’ar merupa-
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kan teor tentang profil hukum yang diburuhkan dalam masa transisi”
Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya, maka hukum
responsif tidak saja dituntut menjadi sistem vang terbuka, tetapi juga
harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaiw keadilan sosial yang ingin
dicapai serta akibat-akibat yang timbul dalam bekerjanya hukum itu.

Konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakar BAZNAS/
BAZDA sebenarnya menunjukkan perkembangan hukum yang semak-
in baik dalam pengelolaan zakat. Namun kehadiran BAZNAS sebagai
pengawal lembaga pengelola zakar lainnya odak dapat semena-mena
dan mengabaikan begitu saja peran lembaga pengelola zakar yang hidup
dan membudaya di masyarakar seperti lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat, tokoh agama, Kyai. Kenka dikaitkan dengan tujuan hukum
kelembagaan pengelolaan zakat, maka lembaga pengelola zakat baik
kelompok maupun perseorangan yang sudah berjalan dimasyarakar s
cara luas, maka negara melalui BAZNAS seyogyanya merespons peran
tersehut secara bersama-sama mewujudkan tujuan hukum pengelolaan
zakat. Keberadaan lembaga amil zakar yang dikelola masyarakat baik
kelompok maupun perscorangan tetap berkedudukan ko-cksistens
ibarat kesebelasan sepak bola, BAZNAS dan lembaga zakat lainnya bee
peran dalam posisi masing-masing yang mempunyal tugas pada leve
vang berbeda namun tujuan utama tetap sama yaitu mewujudkan keadi
lan sosial bagi sustabig. Oleh karena itu, penguatan kerjasama oleh semu
pihak dalam sistem pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Hal inila
yvang disebut dalam hukum responsif bahwa pemahaman mengenal
kum telah melampaui peraturan atau teks-teks dokumen perundang-us
dangan yang berorientasi pada hasil akhir, memperkirakan akibat da
manfaat dan hukum it

Hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama. Pertama, I
kum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedwa, kon
petensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan huk
Karena kompetensi sebagai tujuan berfungsi sebagai norma kritik, muh
tatanan hukum responsif, menekankan pada:

a. Keadilan substantif sebagai dasar legiumasi hukum,
b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan,

“Dialam Rachmad Safa'st, Rekowstrukss Pobsik Hokam Pongan: dori Ketahavar Pangon o |
danlatan Pamgan, (Malang: Universitas Brawdaya Pross, 2003), hime 31,
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€. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi
kemaslahatan masyarakat,

d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputu-
san hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan,

¢. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,

. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum,

i Kekuasaan didayagunakan unruk mendukung vitalitas hukum dalam
melayani masyarakat,

h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legiti-
masi hukum,

I Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi
hukum dan sosial.*® :

Berdasarkan unsur-unsur hukum responsif di atas, kelembagaan
pengelolaan zakat di Indonesia seharusnya mampu mengakomodasi ele-
men-elemen di atas. Salah satunya adalah menerapkan pengelolaan zakat
yang bersifat partisipasif dan berorientasi pada keadilan substantif.

4.).2.Fungsi Sosial Perbankan Syariah

Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank
Umum Konvensional termasuk Unit Usaha Svariah dari kantor
ubang dar suatu bank yang berkedudukan di luar negeri. Istilah Bank
talam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun
uma dan masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam

Weratur Islam dikenal dengan istilah bait al-mal atau bait al-tamwil, Tstilah

| yang, digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah.
ira akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis

Witk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyal pengertian
Fiijg sama.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 rentang

Ithankan Syariah bahwa fungsi bank syariah sebagai berikut:

1 Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat.

s

- Muslan HLR., “Teori Hukum Memecahkan Berbagai Persoalan Hukum,® dalam

L 11 Ll Ll ~[Eaag- 13- 11

I3 akses tanggal 25 maret 2014,
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{2). Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam ben-
tuk lembaga bait al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat,
infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya dan menyalurkannya
kepada organisasi pengelola zakat.

Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal
dan dana wakaf vang dan menyalurkanya kepada pengelola wakaf
(nadzirj sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) sesuat dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
Lebih rinci Hermansyah,” membagi fungsi bank syariah ke dalam
cmpat fungsi utama yaitu, pertama, sebagai fungsi manajer investasi.
Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahib ak
mal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip swdbarabab, karena besar-
kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat ter-
gantung pada hasil usaha vang diperoleh (dihasilkan) oleh bank svariah
dalam mengelola dana.

Kedua, fungsi investor. Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip
bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investof
(sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam
menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetap
kan dan tdak melanggar syariah, ditanamkan pada sckror-sektor produk
tif dan memiliki resiko yang minim.

Ketiga, yaitu fungsi jasa perbankan. Dalam operasionalnya,
syanah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring,
fer, inkaso, pembayaran gaji dan lanya yang tidak melanggar prinsip
riah,

(3)-

(4.

Keempat, yaitu berfungsi secara sosial. Dalam konsep perbankal
syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melal
dana gand, zakat, dan dana sumbangan lainya yang sesuai dengan pring
syarish. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank sy
riah untk memainkan dan memberikan kontnbusi bagi perlindungs
dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang
bedakan bank syariah dengan bank konvensional. Fungsi sosial b
syariah tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainya dan merupald

"Hermansyah, Hudow Periowban Nagona! Indoesa, (Jakartr Kencans Prenada
Grroup, 2011), hlm. 81.

rr w Mmoo e
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identitas khas bank syariah, Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Kenangan Syariah (disingkat KDPPLKS) yang
dikeluarkan lkatan Akuntan Indonesia (disingkat TAI), bahwa salah satu
unsur laporan kevangan bank syariah adalah komponen laporan kevan-
gan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan
Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
Kebajikan,™

Bank dalam suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam
mewujudkan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Fungsi bank adalah
sebagai pihak yang menjembatani (lembaga intermediasi) antara pihak
yang memiliki kelebihan dana dan pihak ;.'-ﬂ.ng kekurangan/membutuh-
kan dana baik untuk modal kerja ataupun konsumsi, Schingga dapat

diharapkan akan terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan sektor
™

Tctapi yang terjadi dalam perbankan konvensional fungsi interme-
diast ini sering kali tidak berjalan. Hal ini dapat dilihat dari Laan to Depasit
Ratio (LDR) bank konvensional vang hanya sckitar 50%-60 %. Artin-
i hanya sekitar 50%-60% dana yang terkumpul diperoleh dari Dana
Pihak Ketiga (DPK) disalurkan dalam bentuk kredit ke masyarakat un-
:;:tl l;nr:::nggeral-ran sektor 124/, Selebihnya dana ditempatkan dalam bentuk

Para deposan menempatkan dana dalam bentuk SBI, merupakan

:hnp,kuh yang jauh lebih aman jika menyalurkannya dalam bentuk kredit
Mepada masyarakat, karena jika mereka menyalurkannya melalui kredit

ko kredit akan besar. Oleh karena ity, deposan juga mendapatkan ke-

!' tingan dari bunga yang diberikan SBI tersebut tanpa harus bersusah
Pyl untuk mencari nasabah yang mengajukan kredit.

Berbeda halnya dengan perbankan konven sional, perbankan syariah
WigAn Finaneing to Deposit Ratio (FDR) lebih dari 100%, yang artinya
plliruh dana yang terkumpul yang didapat dari Dana Pihak Ketiga dis-
Mitkan melalui produk-produk pembiayaan bank syariah bahkan maodal

Ik syariah 1upun ikut tersalurkan, Melalui berbagai produk-produk

ﬂll{'lil’l"ﬂﬂd Nizarul Alim, Msharabah demangan partah, (Solix. Aqwam, 201 1), blo, 76

;‘I Crike Mastea, Peagjuitioran Fmger Buwk Sebapd |emeboags ctermeeebinsi Dhalon Raanppn Misningbass-
nigpdierastn Rakeyiat Medulie Kot U Kecif D Mese [hsertar, (Malangy Universi

e i, 20129, him. 58, s % P
Had




D At Didobvey, STHI, MHL

pembiavaan seperti murababab, musyarakab, mudbarabab, istishna dan ijaral
maka perbankan svariah dapar menjalankan fungsinya sebagai lembaga
intermediasi dengan baik.

Perilaku perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan kon-
vensional ini disebabkan juga oleh perbedaan sistem nilai yang dianut
oleh keduanya. Perbankan konvensional hanya mementingkan bagaima-
na caranya mereka dapat membayar bunga vang dijanjikan kepada nasa-
bah penabung plus keuntungan yang mereka inginkan, entah uang vang
dihimpun disalurkan ke scktor il atau mercka putar kembali ke pasar
uang atau pasar modal (moneter) sehingga sektor #// kurang berkem-
bang.

Perbankan syariah memiliki dua prinsip yang harus dipegang yaitu
prinsip kehati-hatian dan juga prinsip syariah, Prinsip syarah ini yang
juga membedakan bank syariah dengan bank konvensional karena bank
konvensional hanya menganut prinsip kehati-hatian. Prinsip inilah yang
mengharuskan perbankan syariah harus menyalurkan dana yang mereka
himpun dalam bentuk pembiayaan ke sekror mill Bank syariah dibarasi
untuk “bermain-main” dalam pasar uang atau pasar modal kecuali yang
telah ada fatwa diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional sepertd
pembelian sukuk.

Sistem bagi hasil vang dianut oleh perbankan syartah juga memakss
para bankir syariah untuk lebih bekerja dengan cara akif memberikag
pembiayaan. Mereka tidak bisa seperti bankir konvensional yang hang;
mengendaphkan dana vang berhasil dihimpun dalam SBIL Jika hal itu yany
dilakukan maka refurn yang didapat akan jauh lebih kecil dibandingk:
jika mereka menyalurkannya melalui pembiavaan,

Padahal dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dituntut untuk
unjukan kinerja yang baik, hal ita dapat dilihat dari keuntungan yang di
pat bank syariah, karena jika bank syariah memperoleh keuntungan
kecil maka bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penabung akan
pula, Hal itu akan mengakibatkan larinya nasabah penabung bank syari
ke bank konvensional karena nasabah penabung yang menabung di bai
syariah tidak hanya mempertimbangkan prinsip syariah (halal dan haran
dalam menabung, tetapi juga refwrn vang ditawarkan bank syariah. Nasalg
penabung pun akan membandingkaan bagi hasil yang diberikan bank s
riah dengan bunga bank yang diberikan bank konvensional.

Kelembagiaan Pemgelolaan Zakat den Perbankan Syearial

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per-
bankan Syariah, bank syariah selain menjadi lembaga/perusahaan yang
bersifat komersial yang dalam hal ini menghimpun dan menyalu.:k-.m
dana dengan tujuan memperoleh laba, bank syariah juga bertindak se-
bagai lembaga sosial/bait al-mal atau lembaga yang menghimpun dana
berupa zakat, infak dan sedekah untuk kemudian menyalurkannya ke-
pflcla vang berhak, Dengan ketentuan penyaluran dananya vang sudah
tllFunrukan vaitu delapan asmaf (golongan), Jika kita melihat del apan asmaf
Ini maka penyaluran dana sosial yang dilakukan bank syariah akan men-
|:Imgi;ﬂu orang-orang vang sclama ini tdak terjangkau oleh bank konven-
stonal dengan alasan tidak bawk-abie.

Fenomena di atas, merupakan bukt berjalannya fungsi intermediasi
pada perbankan syariah yang dalam perbankan konvensional fungsi ini
tHidak berjalan secara baik. "™ Bank Syariah dan perbankan Islam umumnya
diharuskan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, baik beru-
P4 pencrimaan dana zakat, infak, dan sadagah (Z18) sckalipus penyaluran
tlana ZIS rersebut kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya
dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab. Sclain schagai pc;:t—
piima dan penyalur dana Z18, bank syariah juga memberikan pelayanan
Msial melalui dana gand (pinjaman kebajikan), Pinjaman kebajikan dana

i i1 murni berdasarkan tujuan sosial atau tolong menolong, mekanis-

Ahenya adalah bank syariah meminjamkan uang tanpa meminta imbalan
Al benruk apapun,

Selain transaksi gard (pinjaman kebajikan) tersebur, bank syariah

Mg memiliki transaksi sakow yang digunakan untuk transaksi dengan me-

me penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari tetapi pem-
Miyarannya dilakukan dimuka pada saat akad. Kedua transaksi tersebut
Wil ddan salam) bagi bank konvensional tentulah sulic dilakukan, karena
| bank konvensional yang menggunakan prinsip memperdagangkan
WL fentunya sangat rugi jika memberikan uang tanpa imbalan apapun
memberikan vang yang belum ada barangnya,
Ik melihat beberapa realitas yang dihadapi bank syari'ah baik
sinyn yang sangat strategis dalam mewujudkan kcscjaht.eman sosial
imi dan masih banyaknya praktek yang tidak sesuai syariah di per-
Whan syariah, maka setidaknya terdapat sejumlah agenda fungsi sosial

S Mutuummad Syaft'y Antcaks, Dink Syerah D Tror ke Prikaed, (Jakarta: Gem:
A, hlm, 65, 3 LS
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yang mest dilakukan oleh perbankan syari’ah," yaitu pertama, merubah
paracdigma bisnis, dimana tujuan bisnis perbankan syar'ah tidak semata-
mata untuk mengejar profit semata, tetapi juga tetap memperhatikan le-
galitas (dalam perspekaf Islam) terhadap produk-produknya. Namun yang
tidak kalah pentingnya adalah merubah citra cksklusif bahwa perbankan
syari‘ah hanyalah diperunmukkan bagi konsumen muslim. Karena itu, term-
term yang kearaban hendaknya diterjemahkan ke dalam istilah vang lebih
familier dalam dunia bisnis, tanpa menghilangkan substansinya.

Kedua, melakukan social education dalam bentuk penyadaran kepada
masyarakat bahwa kelebihan perbankan syan'ah tidak hanya diwujudkan
dalam minimnya resiko /e yang ditanggung (karcna tidak terikat lang-
sung dengan fluktuasi tingkat suku bunga}, tetapi juga diwujudkan dalam
bentuk pencapaian keuntungan sosial (karena dilandaskan pada standar-
standar moral semisal kepercayaan, keadilan, kejujuran dan sebagainya).

Kenga, mempersiapkan SDM yang menguasat hukum Islam. Sebah,
bagaimanapun konsep-konsep produk yvang ditawarkan perbankan
syari'ah merupakan turunan dan bentuk-bentuk tansaksi dalam hukum
Islam. Di samping itu, yang lebih penting adalah dengan dipersiapkannya
SDM yang menguasai hukum [slam juga untuk kepentingan menggeser
paradigma konvensional. Keempat, menjalin kerja sama dengan dunia
pendidikan, mengingat sampai dengan saat ini perbankan syari'ah masih
membutubkan formulasi baku, terutama bentuk-bentuk produknya. Dan
hal tersebut salah satunya menjadi tanggungjawab dunia pendidikan yang
bertugas merumuskannya. '

Selaras dengan keempat agenda aksi terschut, paling tidak sasarag
vang dapar dicapai adalah merubah wajah perbankan syari'ah dari sekeda
perbankan konvensional yang berbaju syari’ah, namun benar-benar mes

jach perbankan syariah yang berperan dalam bisnis dan sosial.

ML ihar b il
syasiah il 4 Akses vanggal 9
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BAB III
PENGATURAN KELEMBAGAAN
PENGELOLAAN ZAKAT
MELALUI PERBANKAN SYARIAH

Hukum dalam perspektif filsafat memiliki dua tujuan dasar, Per-
tama, hukum bertujuan mewujudkan rasa keadilan (tahgiq al-‘adalah)
hepada seluruh manusia. Kedua, hukum bertujuan mewujudkan kema-
slahatan dan kemanfaatan (al-maslahakh) kepada seluruh manusia. Nilai-
i twjuan hukum dalam perspektif religiusitas tidak lain merupakan
Wirunan dari nilai maqasid al-syariah (tujuan hukum islam) berdasarkan
prinsip rahmat li al-‘alamin. Sebagai upaya mewujudkan keadilan dan ke-
manfaatan, hukum berperan menciptakan keseimbangan diseluruh alam
lan diberbagai bidang baik poliak, sosial, budaya dan ekonomi.

Salah satu tujuan hukum dibidang perckonomian yaitu mewujudkan
hendilan ekonomi terhad ap kelompok masyarakat berekonomi lemah. 1n-
onesia sebagai Negara Hukum yang menjunjung tinggi hak azasi manu-

Wi ibidang perekonomian berkewajiban mendorong dan memberdaya-
i masyarakat berckonomi lemah terutama dalam memenuhi hak~};ak
hebutuhan hidup. Tugas dan peran negara Indonesia melalui pemerintah
“lilin rangka mewujudkan keadilan ckonomi kaum fakir miskin tertuang
Alilam Pasal 34 UUD 1945 vang menyatakan “Fakir miskin dan anak-

b terlantar dipelihara oleh Negara.”

Thigas dan peran negara untuk mencapai tjuan mewnjudkan keadi-
umat hanya sckedar cita-cita hukum ketka tidak didukung oleh
dngan negara dan sumber-sumber daya ckonomi lainnya.  Menu-

it Muhammad Djafar Saidi, jenis pendapatan negara sehagai sumber

Wlinngan negara dan sumber daya ckonomi, adalah;

L Njak negara yang terdin dari pajak penghasilan, pajak pertambahan
Nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi
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dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan bea

materai,

Bea dan cukai yang terdiri dari bea masuk, cukai gula, cukai temnbakau.

3. Penerimaan negara bukan pajak yang terdin dari pﬂl:wﬂmaan yang
bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, penerimaan dan pe-
manfaaran sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil kegiatan
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, F‘EI‘Jtl‘it&.‘laﬂlli dari keg-
iatan pelayanan yang dilaksanakan olch ptmcrinm}lx, penetimaan ber-
dasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda
admnistrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemer-
intah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang

)

tersendin.
Jelaslah bahwa pembangunan ckonomi sudtu. negara _tida}a da
dipisahkan dari peran Negara. Negara dalam hal ini pﬂnenrlulal'.i mierus
pakan pengemban kedaulatan rakyat. Pemerintah harus mcmihh.kvrmt
men yang kuat dalam upaya memberdayakan masyarakat ckur_u:—m: lemah
dan mendayagunakan sumber daya ckonomi umat, l‘f_tmcmw:tah perl
memprioritaskan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknyd
keadilan ekonomi.
Salah satu pilar penting pengembangan insuun'ti:n ckc__:t}mui Is :'
adalah konsep kepemilikan. Menurut Muhammad, Kepemilikan d
ekonomi Tslam tidak bersifat mutlak sebagaimana dalam anggapan sistef
kapitalis, melainkan berupa amanah Allah vang diberikan ch:ula man
untuk didayagunakan untuk mencapai kemaslahatan manusia baik mfi
maupun sosial sesuai dengan perintah Allah sebagai p:mfll_k:l'iya. lt.
itu kepemilikan dalam ekonomi Islam dipandang E:f:h:lga% izin dan Alk
untuk memanfaatkan sesuatu yang ada dipermukaan bumi ini. .-
Pemahaman terhadap nilai amanah dalam memanfaatkan s B
dava ekonomi yang ada membawa implikasi pada petilaku ckonomi §
cara riil di mana sebagian dari amanah yang dipercayakan UlCI'.l ﬁ}!s}h d
erahkan kepada orang lain, Zakat dalam ekunnmi_ 1slam manjadi ins T
men vang tepat untuk menyerahkan hak orang lain yang r_m:'lclkm daly
sumber dayn ekonomi yang kita miliki dikenal dengan msttusi zakat,
faq dan shadagah. -
Sumber daya ekonomi yang menjadi milik publik scperti air,
dang rumput (hutan) dan bahan bakar minyak dan barang tambang ya
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jumlahnya sangat banyak. Sumber daya publik tersebut dikelola oleh ne-
para untuk mensejahterakan ekonomi rakyat bukan untuk kesejahteraan
orang perorang sebagaimana dalam sistem kapitalisme,

Ketiga sumber daya ekonomi tersebut merupakan milik rakyar dan
karena itu rakyat sangat berhak untuk menikmati manfaatnya untuk me-
menuhi kebutuhannya. Sebagai amanar Allah dan rakyat yang dipercaya-
kan kepada Negara untuk mengelolanya karena scbagian dari sumber
daya tersebut memerlukan eksplorasi, dan pengolahan serta distribusi
vang tidak sederhana. Dalam konteks inilah peran negara untuk men-
pelola sumber daya tersebut untuk didistribusikan kembali kepada raky-
atnya. Oleh karena ity jelas bahwa tindakan anomali dalam menyerahkan
hasil pengelolaan sumber daya ekonomi kepada selain rakyat merupakan
hentuk pelanggaran dan penghianatan terhadap amanah.

Selain kepemilikan individu, dalam sistem ekonomi Islam dikenal
wlanya kepemilikan kelompok/umum (collective ownership) dan kepe-
milikan negara. Kepemilikan umum berkaitan dengan; 1) segala sesuatu
yung menjadi kebutuhan vital rakyat, ketiadaan kebutuhan vital ini akan
menyebabkan kehidupan masyarakat tidak berjalan secara baik seperti air
hin sumber energi (gas, listrik, minyak bumi, tambang dan batu bara, dan
Win-liin); 2) berbagai komoditas yang secara alamiah tidak bisa dimiliki
Miam pribadi seperti lautan, sungai, taman umum, jalan umum maupun
alur transportasi linaya; 3) barang tambang yang depositnya melimpah

lalam jumlah besar, seperti sumber daya mineral (garam, besi, emas, per-
b, timah dan lain-lain),

Negara bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum
fik kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pen-
Wpatan negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang
Widusif seperti keleluasan kerja dan peningkatan profesionalitas yang
I Menurut Islam, Negara bertugas melakukan pengurusan seluruh
pn rakyat, Segala kewenangan yang diberikan kepadanya, Negara
% berusaha sckuat tenaga untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.
Rewenangan ini merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan

Wk saja di hadapan rakyar tetapi juga di hadapan Allah SWT kelak.
wtintah adalah pelayan rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat
i ilayaninya.

Menurut pandangan ekonomi Islam, pemerintah sebagai wakil raky-
Mibert amanah untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya
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ekonomi kepada yang memberinya mandat {tp.ll-;}'at} secara adil. Negara
memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan sangat, Pal?:
gan dan perumahan tiap individu rakyatnya termasuk pt:inygn:em [.:ubh
seperti pendidikan, keschatan, dan jaminan keamanan. Peran ini merupa-
kan kebijakan mendasar dalam ekonomi Islam. i
Selain peran tersebut, Negara harus bFrPcmn _unmk menjamin
pendistribusian kekayaan berdasarkan nilai-nilai kc_:a.dl];;{l, keted:rukam-!
(transparan) dan kejujuran. Schsliknynl memerangi Iperﬂaku ckunt.,::u
yang bertentangan dengan nilai-nilai umvc::?al seperti pemungutan riba,
;nclar:mg penimbunan harta kekayaan, penimbunan barang yang 1:1;11}
gancam kewajaran harga pasar, pemilikan harta umum oleh individu
swasta. |
Menyadar pentingnya nilai keadilan dalam upa;ya pemben'ia} \
usaha ekonomi rakyat, Islam meletakkan keadﬂ@ (al- adl}'seb_agm l:‘la '.
muamalah Iqthisadiyah (perekonomian). ‘I{cn(h_lan berarti setiap Pl.h 3
kelompok atau individu mem peroleh porsi sesuai kcmauan dan_ keing
mercka untuk berkembang sckaligus mcn.cn::ga].'l perilaku zhalim I-:cpl ds
pihak yang lemah. Al-Qur'an secara eksplisit dnc_n"!ukan bahwa kead a
merupakan nilai prinsipil yang melekat dsldam diri manusia, L:_ar::n? '.'
keadilan merupakan nilai universal. Keadilan adalah kualitas instrins
yang melekar dalam diri manusia. ‘ .
Berdasarkan nilai dasar keadilan, kegiatan perekonomian d
Islam bisa membatasi kekuatan perckonomian seseorang _}fanglbt d
kasi melakukan ketidakadilan kepada orang lain. Echdakndﬂan tidak bi
dibiarkan karena menyebabkan ketimpangan-ketimpangan dalam se:
sendi kehidupan manusia, seperti membuka peluang kegiatan monopg
Mengingat begitu esensialnya keadilan pemerintah r{alam p "
dayaan ¢konomi rakyat, schingga Nabi Muhammad S:’L":"C d::nga::; <}
melarang para petani di desa-desa melakuk?n transaksi hts‘nml ey
orang-orang kota yang diyakini melakukan undn_ukm cksploitasi. '
Ahmad, melukiskan dengan baik rekaman hismqs tentang .]s‘iam o)
cla ekonomi rakyat. Ia mengatakan bahwa Nabi setnasa l:rmggal di
dinah membela para petani di desa-desa, melat?.ng jual l:ei: antara o
kota dengan petani di desa-desa di mana saat itu petani yang tnggdl
desa sedikit memiliki informasi tentang harga,
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Scharusnya mercka mempunyai informasi cukup supaya orang kota
ticak membeli barang di desa dengan harga semurah-murahnya dengan
maksud meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, Nabi juga
melarang menumpuk harta (ihtikar) dengan maksud menjualnya, di saat
tertentu nanti, dengan harga mahal. Islam juga melarang eksplotasi oleh
pemilik modal terhadap buruh serta melarang penumpukkan kekayaan.

Kelompok ekonomi lemal, di dalam Islam tidak dipandang schagai
nosok manusia pemalas, tidak suka menabung atau berinvestasi, tetapi
Islim memberikan perhatian dan berpihak kepada mereka vang lemah
secara ckonomis. Dengan demikian anggapan bahwa kondisi keterbela-
kangan dan kelemahan yang dialami oleh usaha ckonomi rakyat tidak
lebih disebabkan oleh tantangan internal termasuk lemahnya etos kerja
pengelolanya adak dapat diterima,

Nampaknya memang sangat tidak logis jika keterbelakangan usa-
It ckonomi rakyat hanya dikaitkan dengan satu fakror saja. Sementara
wjumlah fakror lain yang menjadi variabel utama tidak disentuh sama
skali. Faktor ketidakadilan dan model pembangunan misalnya, meru-
pukan dua fakror penghambat bagi rumbuh dan berkembangnya usaha
shonomi rakyat.

Ketidakadilan sebagai salah satu faktor keterbelakangan usaha
Mhonami rakyat berhasil dianalisis dengan sistematis oleh pata sosiolog,
Murcks memandang ketidakadilan scbagai penyebab keterbelakangan
Mihkan kemiskinan dalam suatu masyarakar baik ketidakadilan dalam
milikan alat produksi maupun pemerataan hasil produksi. Model
Mhangunan juga dipandang sebagai faktor yang tidak menempatkan
W ekonomi rakyat lemah sebagai usaha yang laik dipertimbangkan,
Model pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan ekono-
i wkan melahirkan kemiskinan dan keterbelakangan suatu kelompok
iVarakat. Selain itu, Islam menjaga setiap pihak vang bertransaksi agar
ah kecewa, terjaga kepuasan dan keridhaannya. Islam menilai kema-
I thunomi bukan dengan indikator pertumbuhan GNP (gross na-
product), tetapi sejauh mana memberikan peluang-peluang ekono-
Wiy semakin besar kepada rakyat.

1 Ullels sebab itu, sektor il lebih dintamakan darnipada sektor moneter
lunya menciptakan perputaran uang di antara kelompok tertentu
Al ini sekaligus membuktikan, sasaran ekonomi dalam Islam ada-
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lah manusia schagai prioritas utama bukan ekonomi itu sendiri. Islam me-
mandang bahwa betapapun berkembangnya ekonomi kalau tidak menda-
tangkan kesejahteraan kepada ummat manusia sama saja tidak ada artinya.

Melalui landasan seperti diuraikan di atas, jelas bahwa pember-
dayaan ckonomi rakyar dalam perspekuf Islam dapat dikatakan schaga
usaha pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat untuk mewujud-
kan manusia seutuhnya, yaitu mencapai kemakmuran material secara se-
laras dengan peningkaran stamina spiritual. Perpaduan dari kedua aspek
inilah yang menjadi substansi konsep kesejahteraan yang membawa ke-
pada kebahagiaan dalam Islam.

Salah satu sumber daya ekonomi vang tidak boleh dipandang seb-
elah mata yang berpotensi membantu pemerintah menanggulangi dan)
mengentaskan masalah ekonomi terutama kefakiran dan kemiskinan
adalah bersumber dari dana-dana sosial berbasis keagamaan. Sumber
dana sosial keagamaan seperti shadagah, infak, hibah, wakaf, dan hadis
Selain sumber dana sosial keagamaan yang bersifat anjuran, Negara jugs
dapat mengelola sumber dana ckonomi keagamaan yang bersifat wajib
seperti zakat fitrah dan zakat harta,

Zakat sebagai salah satu sumber dava ekonomi dan instrumen pen
anggulangan masalah perckonomian berbasis prinsip syariah, memef
lukan dukungan pemerintah dan pelembagaan pengelolaan yang baik
Indonesia sebagai Negara hukum, menempatkan zakat sebagai instrd
men norma hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Legislasi k
wajiban zakat bagi umat islam yang mampu di Indonesia tercermin dag
perwujudan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 2
UUD 1945 yang menyatakan :

(1}. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2). Negara menjamin kemerdekaan tap-tiap penduduk untuk me
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut aga
dan kepercayaannya itu.
Selanjutnya, untuk mencapai tujuan zakat secara berhasil guna

berdayaguna, maka suatu organisasi perlu menerapkan asas-asas terten

dalam operasional kelembagaan. Beberapa prinsip yang menjadi a8
kelembagaan organisasi pengelolaan zakat, adalah asas kemaslaha

umum, asas pembagian tugas, asas fungsionalisasi, asas koordinasi d

asas kesinambungan. Asas kemaslahatan umum zakat yang dikelola m
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alui urganisasi dan manajemen secara baik diharapkan membawa damp-
ik bag lahirnya kesadaran bagi para muzakki, munfik, dan mushaddiq
dalam menunaikan kewajiban dan anjuran agama.

Manfaat pengorganisasian dana zakat secara terarah dimaksudkan
AAr tujuan pensyari‘atan zakat untuk kemaslahatan umat manusia dapat
terwujud. Kemaslahatan dapat terwujud jika prinsip produktif rasional
diorientasikan dalam manajemen organisasi zakat. Zakat yang didis-
tribusikan harus memihak pada upaya pengembangan usaha ekonomi
|mlu.i;ku'f schingga rasionalitas pemberdayaan ekonomi umat dapat rer-
wujud.

Asas pembagian tugas bahwa setiap tugas dalam organisasi zakat
periu dibagi habis ke dalam sub-sub atau seksi-seksi schingga memung-
kinkan setiap orang dalam suatu seksi memiliki tugas tanggung jawab.
Pembagian tugas (job description) sangat mendukung terlaksananya
tWjzas-tugas organisasi pengelolaan secara baik. Prinsip “berat sama dipi-
kol dan ringan sama dijinjing” mendasari azas pembagian tugas dalam
Drganisasi zakat, |

Hal ini tidak berarti bahwa unit-unit dalam organisiasi zakat melak-
Minakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tanpa adanya kerja sama
ilengan unit lain yang terkait. Sesuai dengan asas ini maka perlu adanya
erumusan tugas yang jelas sehingga dapat dicegah duplikasi, benturan
din kekaburan serta ketumpang tindihan (over lapping) antara saru pen-

Jelola dengan pengelola lain.

Asas fungsionalisasi pada intinya bahwa pelaksanaan tugas organ-
8l pengelola zakat yang secara fungsional paling bertanggung jawab.

Asis ini menentukan organisasi yang secara fungsional paling bertang-

oy jawab atas suatu tugas umum kelembagaan dalam pembangunan.
lapun asas koordinasi organisasi yaitu sebagai sebuah grand unit yang
Wibicda namun saling terkait. Keterkaitan antara satu unit dengan unit
mensyaratkan komunikasi dalam koordinasi. Asas ini menekankan
Wiitingnya koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi or-
lisisi sehingga tidak terjadi ketumpangtindihan sata sama lain. Ketika
Wineul permasalahan internal organisasi, koordinasi menjadi penting se-
il alternanf solusi pemecahan masalah yang dihadapi.
HMal ini juga dimaksudkan untuk menghilangkan terjadinya kom-
Wil yang dapat membuat organisasi menjadi terkotak-kotak. Prinsip
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koordinasi mengajarkan agar semua warga organisasi, terutama organ-
isasi zakat mengedapankan azas kolaborasi dalam membawa organisasi
zakat menuju pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja, Semua unit
dalam organisasi adalah bagian yang saling menguatkan satu sama lain,
seperti halnya bangunan yang kokoh.

Selanjutniva asas kelembagaan pengelolaan zakat adalah asas kes-
inambungan yang mengharuskan adanya institusionalisasi dalam pelak-
sanaan tugas organisasi. Tugas-tugas organisasi pengelola zakat harus
berjalan secara terus menerus sesuai dengan kebijaksanaan dan program
yang telah ditetapkan tanpa tergantung harus bergantung pada figur tert-
entu. Asas ini juga menuntut perlunya sikap fleksibelitas organisasi zakat
dalam mengikuti dan menyesuaikan diri dengan ritme perkembangan da
perubahan manajemen modern sehingga kesan rigiditas dan kekak
dalam pelaksanaan tugas dapat dihindari.

Selain prinsip-prinsip terscbut, M. A. Mannan mengungkapkan
beberapa prinsip pengelolaan zakat, yaitu prinsip keyakinan, prinsip
pemerataan dan keadilan, prinsip produktivitas dan kematangan, prinsip
nalar, prinsip kebebasan, dan prinsip etik dan kewajaran." Prinsip-p in
sip tersebut sebagaimana penjelasan Abdul Ghafur Anshori,™ bahu
prinsip keyakinan keagamaan (faith) menyatakan orang yang membaya
zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu mani
estasi keyakinan agama, schingga orang yang belum menunaikan zak
merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan Bahwa tujuan zakat yaifi
membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umy
manusia. Serta untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial yas
dapat menyebabkan malapetaka di muka bumi. Prinsip produktivitas ol
kematangan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena terten
(berpotensial untuk dikembangkan sebagai harta kekayaan) juga tek
menghasilkan produk tertentu. Kematangan itu dapat dilihat ketika ma
haul tersebut dapat diperhitungkan seberapa besar harta yang meny
modal awal, dan seberapa besar pula potensi harta untuk dikembangh
guna melihat keuntungan dari usaha tersebut.

AL A, Mannsn, Islimie Economics: Theory and Pracdee, Lahore: 1970,p.30
wAbdul Ghofur Anshori, Hukum dan Pembangsman Zakat, Yogyakarta: P
Media, 2006.h.12
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Prinsip nalar (reason) bahwa menurut nalar manusia harta yang di-
simpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang mekinkan
akan berrambah banyak. Orang vang pada tahun ini berzakat sapi satu
ckor, maka orang itu tidak berharap tahun depan bebas dari kewajiban
mengeluarkan zakat akan tetapi semakin berharap agar dapat berzakat
dua ckor sapt di mahun yang akan datang Karena semakin besar orang
tersebut mengeluarkan zakat, artinya semakin besal pula harta yang ia
miliki. Allah semakin melipatgandakan hartanya bagi orang van;-q men-
jalankan amanahnya. .

Prinsip kebebasan (freedom) bahwa zakat diwajibkan kepada orang
vang memiliki kebebasan, baik jasmani dan rohani, maupun secara hu-
kum hak-haknya juga merdeka. Bebas dalam kepemilikan harta terse-
but, schingga apabila pemilik harta tidak mempunyai hak yang bebas
dulam kepemilikannya terhadap harta tersebut, maka ia tidak diwajibkan
menpgeluarkan zakat,

Prinsip etik (ethic) dan kewajaran bahwa zakat merupakan ibadah
spert halnya ibadah shalat. Schingga dalam pemungutannya harus
Wrdapar etika-etika tertentu secara wajar. Zakat tidak djpung;.at secara
Siena-mena tanpa memperhatikan akibar yang akan ditimbulkannya
Mogga membuat muzakki merasa tidak nyaman atau justru menderita
alim menunaikan zakat.

I Asas, Fungsi dan Tujuan Hukum Kelembagaan Pen-
pelolaan Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Umat

|1 Pengelolaan zakat Oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ)
becara ontologis, tujuan utama hakikat penunaian zakar vaitu

fhapus kefakiran dan kemiskinan, serta mewujudkan kcsciahtémm

WSyarakat. Pentingnya fungsi zakat dalam sistem perekonomian islam
Wijiak dari makna zakat yang secara etimologis berarti barakab yang

W keberkahan, nama’ yang artinya kesuburan, thabarah yang berarti

lun, dan fagkiyah yang berarti mensucikan. ™ :

Aukat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan

Ml bapi sebuah negara termasuk Indonesia dengan memperhatikan

alitialy A Zubaili, Zikat Kaion Berbogai Miazbib, (Ter). Agus Ffendi dan Baharudidin
), (Banehung : T Renvaja Rowda Karya, 2000), him. 3. '
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fakir miskin, dan kesejahteraan sosial." Hal ini senada disampaikan pula
oleh Saichul Hadi Permana, bahwa tujuan zakat yaitu sebagai sumber
dana untuk mewujudkan suatu negara adil dan makmur yang merata dan
berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.*”

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di
dunia. Jika melihat dari jumlah penduduk muslim yang mampu di ]nc_lo-
nesia maka potensi zakat masyarakat muslim mencapai 217 triliun setap
tahun. Besarnya angka potensi zakat di Indonesia tentu saja sangat ber-
manfaat bagi muitabiq zakat terutama kaum fakir dan miskin.

Islam sebagai rabmat /i al-‘alanrin memandang kefakiran dan kemiski-
nan sebagai bahaya yang sangat luar biasa. Kefakiran dan kemiskinan s
pat mengancam kehidupan umat manusia, yang ditandai dengan ketidaks
mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, panga N
dan papan. Pada tahap tertentu, kefakiran dan kemiskinan bahkan dapat
merusak agidah seseorang yaitu dapat mendekatkan pada kekafiran.

Oleh sebab itu, islam mengatur sirkulasi pendapatan harta scbagal
amanah, bukan milik dari individu manusia. Ketika harta yang dihasilkat
dari sebuah usaha merupakan amanah maka dengan perwujudan sikag
amanah tersebut yaitu dengan cara memberikan sebagian pendapatal
kepada yang berhak menerima dengan ukuran (wishab) yang telah di -f
tukan oleh syariat. Oleh karena itu, untuk menjaring dana zakat yang saf
gat bermanfaat tersebut, pemerintah beserta masyarakat membs
sistem organisasi pengelolaan zakat.

Berbagai upaya untuk menjaring harta benda zakat dilakukan s emaf
mata bertujuan agar harta benda zakat yang merupakan amanah umat isl
yang mampu dapat disalurkan secara tepat sasaran serta membawa ma
faat yang besar bagi mustahig. Pentingnya organisasi pengelola ;zak:llt seld
jutnya berfungsi menata kembali sistem pengelolaan zakat agar lebih ten
ganisit dan terintegrasi. Pandangan ini tentu saja sclaras dcnganmm v
disampikan olch Al nu Abi Thalib balwa; (ke Joui 48l 36 J57 o
artinya: “kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahh
oleh kebathilan yang terorganisir dengan baik.”

"Thid., him. 197.
i Saichul Hadi Peemana, Pendiyagumaan Zakat dalam Pebangnin Nadonal, (Jabarea; |
Firdaus, 1997), him. 77-76.
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Berdasarkan mette tersebut, saat ini pentingnya fungsi zakat baik
secara material maupun spiritual telah menjadi perhatian pemerintah,
schingga pada masa pemerintahan Presiden B] Habibie, 1ndonesia
memiliki Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan
zakat. Masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim patat bersy-
ukur dengan lahirnya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, sebab
Undang-undang tersebut telah mengakomodasi peran dan kedudukan
pemerintah dalam menata sistem kelembagaan dan organisasi zakar. Hal
i terlihat dengan diaturnya tentang kelembagaan pengelola zakat yang
disebut dengan Badan Amil Zakat dan pengelola zakat yang dikelola oleh
mpsyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat.'™

Selain melalui BAZ dan LAZ, pemerintah juga memberi peluang
sistem pengelolaan zakat melalui kelembagaan perbankan umum.™ Hal
il tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-undang Nomor 38
tuliun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah memicu semangat pemer-
intah dan terutama masyarakat dalam mengumpulkan zakat. Akan tetapi
engan dilegalkannya dua lembaga pengelola zakat baik yang dibentuk
wleh pemerintah (BAZ) maupun yang dibentuk oleh masyarakat (LAZ)
trnyata hal tersebut menyebabkan pengelolaan menjadi tumpang tindih.
Secara epistemologis, pengelolaan zakat melalui lembaga pemerin-
i dan masyarakat masih dirasa belum efekuf. Pengelolaan zakat mel-

dirasa optimal dalam menjaring dana zakat yang begitu besar. Atas
i tersebut, pengelolaan zakat setelah dibentuknya Undang-undang
elolaan zakat masih belum mampu mewujudkan tujuan disyariat-
s zakat yakni sebagai instrumen ekonomi syariah terutama dalam
pentaskan masyarakat fakir dan miskin di Indonesia.

Pembelaan terhadap fakir dan miskin melalui pendayagunaan zakat
W bertolak dari sebuah prinsip dan konstruksi hukum yang jelas
\hela kepentingan-kepentingan swstabiq. Perumusan prinsip dan kon-
ol huikum yang jelas dalam membangun perangkat hukum ekonomi

Pl 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 38 mhin 199 tenting Pengelolun Zakat,

Shial 12 ayar (2) Undang-undang Nomor 38 hun 1999 entang Penpelolaan Zakat tidak
bl kerjasama dengan perbankan berbasii syariah, padahal pada wality (tahun 1999
berheinbang pesat Bank Muamalat Tndonesia vang berdin sejak mbhun 1992,
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melalui organisasi pengelola zakat merupakan sebuah keniscay o !—I1|
ini sesual dmgan kaidah ssbal figh vang berbunyi: EENPIS 2 (RCRR L

vang artinya: “suatu kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan deng:m
sempurna kecuali dengan sarana (wasilah), maka sarana (wasilah) it
hukumnya wajib pula untuk dilaksanakan "

Sarana (masilah) merupakan cara atau jalan yang menuju kepada pen-
capaian tujuan hukum, Wasilh menurut al-Qurafy sebagaimana dikutip:
oleh H. A. Djazuli adalah: Cara atau alat yang menyampaikan kepada
tujuan yang paling utama adalah alat yang paling utama, dan yang meny-
ampaikan kepada tujuan yang paling buruk adalah alat yang paling buruk,
dan yang menyampaikan kepada tujuan yang rengah-tengah adalah alat
yang tengah-tengah juga.™

Berdasarkan kaidah tersebut, pentingnya zakat yang begitu besag
sebagai salah satu kewajiban umat islam tidak dapat dilaksanakan melas
lui pengelolaan seadanya. Zakat menuntut pengelolaan yang terogs
sir, akuntabel, modern, rapi dan terpercaya. Oleh sebab itu, pengelolaag
zakat harus ditempatkan sebagai amanah mulya yang menuntut adanyi
sarana atau infra struktur atau institusi yang terpercaya, Perwujudan i
stitusi atau lembaga pengelolaan zakat tentu sama wajibnya sebagaiman
kewajiban zakat itu sendiri.

Beranjak dari pentingnya sebuah lembaga zakat, pada tahun 2000
Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden RI tentang Badan Am
Zakat Nasional, Keppres ini bertujuan unmuk mewujudkan sistem pet
gelolaan zakar yang lebih efektif melalui satu operator yaitu BAZNAI
Ketentuan tentang BAZ scbagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undan
undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diperkokg
dengan Keputusan Presiden Tahun 2001 tentang Badan Amil Zak
Nasional (BAZNAS). Pentingnya peran BAZNAS sebagai operator jt
diperkuat lagi dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Republik I
donesia Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-undag
Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Meskipun pengelolaan zakat mulai sedikit demi sedikit di arahl
pada satu operator yaitu BAZNAS, substansi peraturan kelembaga
pengelola zakat dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentd

I, AL Djaaall, Usbad Figh: Metododeni Hukam Difam, Edied 1, Cet. 1, (Jakara: PT. RajaGraf

I‘crn:,th_ H0m, him. 217,
ki, bl 218,
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Pengelolaan Zakat, Keppres RI Nomor Tahun 2001 tentang BAZNAS
dan KMA RI Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-un-
dang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara materiil
masih banyak terdapat persoalan normatii berupa substansi pertentan-
pan peran dan tugas antarlembaga pengelola zakat,

Persoalan selanjutnya adalah efektivitas pelayanan pengelolaan
zukat terutama dalam menjaring dana zakat harta kembali mencuar ke-
tika dorongan legeslasi sistem ekonomi syariah dalam bentuk lembaga
kevangan syariah semakin berkembang pesat sejak tahun 2005, Pada
akhirnya tahun 2008, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor
2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem pengelolaan zakar dapat
dikelola melalui kelembagaan perbankan syariah melalui fungsi sosialnya
yuitu sebagai lembaga bait al-mal yang dapat menerima dana zakart dan
tana sosial umat lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pen-
pelola zakat.

Semangat untuk mengelola zakat masih terus bergulir. Seiring waktu
lerus berjalan, pada tahun 2011 pemerintah mengamandemen Undang-
uidang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Un-
tang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Melalui
Uindang-undang tersebut, persoalan dualisme kelembagaan pengelola
Wikt rerjawab sudah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 23 tahun
A tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS adalah lembaga yang
rtugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional sedangkan LAZ
Hinya bertugas membantu (BAZNAS) dalam pengumpulan, pendistri-

Wian dan pendayagunaan zakat. Namun, meskipun masalah kelemba-

s sucdah selesai dengan menepatkan tugas pengelolaan zakat nasional
I punclak BAZNAS, bukan berarti masalah kelembagaan pengelolaan
hat usai, sebab hingga saat ini masih banyak lembaga amil zakat yang
Iula.numlr.:m pengelolaan zakat dan secara realitas BAZNAS hanya
ip menggali dana zakat hanya Rp. 2,1 triliun.
Hingga tahun 2014, Indonesia memiliki banyak kelembagaan pen-
4 il zakar. Menurut Forum Organisasi Zakat (FOZ) sebagaimana di-
i oleh Noor Aflah bahwa organisasi pengelola zakat terdisi dari 1
lin Amil Zakat secara nasional yaitu BAZNAS, 22 Lembaga Amil
{, M Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), 93 Badan Amil Zakat
I yang berada di Kota Madya, 398 Lembaga Amil Zakat ditingkat
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Kabupaten, 52 Lembaga Amil Zakar ditingkat Provinsi dan Kabupaten/
Kot

Eksistensi beragamnya kelembagaan pengelola zakar, setelah ber-
lakunya Undang-undang Nomor 23 whun 2011 tentang Pengelolaan
Zakar sebenarnya menganut asas terintegrasi. Asas terintegrasi menga-
wal pengelolaan zakat secara rerpusat melalui hierarki BAZNAS sebagai
pengelola zakar dalam skala nasional, BAZDA sebagai pengelola zakat
dalam lingkup wilayah provinsi, kota, kabupaten hingga kecamaran.

Asas terintegrasi juga mengawal pengelolaan zakat vang dikelola
oleh masyarakat berdasarkan hierarki letak dan kewilayahan, yang ke-
mudian diserahkan secara hierarki pula kepada BAZNAS hingga BAZ
kecamatan. Berdasarkan asas terintegrasi ini pula, dana dan harta zaka
dikelola, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan oleh satu op-
erator yaitu BAZNAS. BAZNAS merupakan satu-satunya pilot lembaga
pengelola zakar yang berwenang mengelola seluruh zakar baik inp
proses hingga output dana dan harta zakat. Namun, berdasarkan seluruh
landasan baik filsafati, teoretis, yuridis dan sosiologis yang telah menjiwa
sistem pengelolaan zakat di Indonesia, hingga tahun 2014 sistem
gelolaan zakat masih belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi zakat,

(ragasan penguatan substansi normatif melalui landasan filsafatt
teoritis, yuridis dan sosiologis terhadap sistem kelembagaan pengelolaal
zakat berujung belum efekufnya sistem pengelolaan zakat. Alhasil, zaka
yang diprediksi dapat mewujudkan dan meningkatkan efektivitas dal
efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan nilai-nils
aksiologi zakat melalui manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahtera;
masyarakat dan instrumen jitu dalam menanggulangi kemiskinan belug
terpenuhi. Epistemologi pengelolaan zakar melalui satu komando yaig
BAZNAS juga belum sepenuhnya efektif dalam menjaring dana da
hm zahtll.\

3.1.2.8istem pengelolaan zakat konservatif versus sistem pengel
laan zakat inovatif kekinian
Patut diakui bahwa belum efektifnya sistem pelaksanaan pengel
laan zakat di Indonesia disebabkan adanya berbagai hambartan. Hag
"Naor Aflah, Arotektr Zokat Indosesia, (Jakarta: Uiniversitas [nconesis-Press, 2009),

"Sehagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 rhun 2011 tentang Penggelalann Zab
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batan tersebut muncul di ranah kesejarahan, teori dan aksi. Secara teoritis
hambatan pengelolaan zakat di Indonesia disebabkan masih belum beru-
It:l:n}-'a paradigma dan kerangka konseptual tentang pemahaman fikih
LHEAL,

Adapun secara aksi, hambatan pengelolaan zakat disebabkan oleh
persoalan Sumber Daya Insani, persoalan kepercayaan masyarakat terha-
dap pengelola zakat, kurangnva kesadaran berzakat, minimnya sosialisasi
peraturan perundang-undangan tentang regulasi pengelolaan zakat, be-
lum optimalnya kinerja lembaga pengelola zakat dan pengelolaan zakat
yang masih tradisional.

Secara teoretikal persoalin paradigmatik dan konsep fikih zakat
singatlah kompleks. Menurut peneliti problem paradigmatik tentang
substansi dan implementasi zakat terfokus pada 4 unsur zakat, yaitu kon-
vep kelompok atau orang yang memberi zakai (muzakki), kulmﬁpok atau
fring yang menerima zakat (mustahiq), kelompok atau orang yang men-
pelola zakar (amil) dan harta-benda zakat. .

Persoalan konsep kelompok atau orang vang memberi zakat (mu-
#ukki) dalam perspektif konservatisme memahami muzakki adalah sub-
yek hukum'sebagai orang perorang, Konsep muzakki belum menyentuh
padda konsep korporasi dan badan hukum lainnya yang saat ini semakin
I'urrlu-mbarfg pesat. Perubahan paradigma terminologi muzakki yang se-
fkin luas menemukan sebuah konsep baru bahwa muzakki dap.at diter-
Apkan pada korporasi atau badan-badan hukum yang senantiasa produk-

Ml dalam menghasilkan profit.

Problem selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan produktivitas mu-

Sakki. Perkembangan mendasar didunia pekerjaan melahirkan pekerja-
Jkerya vang professional di berbagai bidang, Kerangka dasar pemikiran
Wisebur melahirkan perubahan paradigma muzakki dari sekedar orang

it mampu menunaikan zakat kepada kualifikasi pada profesi. Hal ini

Mlsant oleh perkembangan tafsir tentang jenis-jenis pekerjaan dalam

Whateks agama yang memang secara bisnis jauh lebih banyak meng-
Wutllian harta yang pada akhirnya harta tersebut memenuhi syarat untuk

: keluarkan zakatnya, Perubahan paradigma ini melahirkan yang disebut

an konsep zakat profesi.

Problem selanjutnya adalah berkaitan dengan terminologl harea
bt Pengelolaan harta zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal me-
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narik perhatian peneliti, Harta zakat yang dapat dikonversi menjadi nang
dalam pendayagunaan zakat membutuhkan pengelolaan yang teradmin-
istrasi secara akuntabel. Hal ini menuntut amil zakat yang profesional
dibidang akuntansi dan administrasi pencatatan zakat.

Problem mendasar yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini|
adalah persoalan amil zakat. Amil zakat adalah crusial point dalam ope-
rasionaliasasi zakat. Amil zakat adalah orang atau panitia atau organisasi
vang mengelola zakat. Sebagai pengelola, amil zakat harus memenuhi
persyaratan, Amil zakar dalam perspekaf fikih adalah beragama islam;
jujur, amanah, adil, dan kompeten di bidang zakat, :

Jika merujuk pada asas pengelolaan zakat dan persyaratan menjadi
anggota pengelola zakat dalam hal ini menjadi anggota BAZNAS, Un-
dang-undang Nomor 23 tahun 2011 renrang Pengelolaan Zakat menya
takan Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan; a) syariat Islam,b) amana
¢) kemanfaatan, d) keadilan, ¢) kepastian hukum, f) terintegrasi dan g
akuntabilitas. Pasal 11 Persyaratan untuk dapat diangkar sebagai anggots
BAZNAS sebagimana dimaksud Pasal 10 paling sedikit harus; a) wargs
negara Indonesia, b) beragama islam, c) bertagwa kepada Allah SW” 2
d) berakhlak mulia, ¢) berusia minimal 40 mhun, f) sehat jasmani da
rohani, g) tidak menjadi anggota parrai politik, h} memiliki kompeten
dibdang pengelolaan zakar, dan i) ddak pernah dihukum karena melaku
kan tindak pidana kejahatan yang diancam denagn pidana paling sing
5 tahun.

Berdasarkan asas-asas pengelolaan zakat dan persyaratan sebag
amil zakat, maka menjadi amil zakat bukanklah sesuamu yang mudal
Amil zakat scbapai salah satu sistem dalam pengelolaan zakar ditung
berkemampuan melaksanakan operasionalisasi zakat sesuai dengan sy
riah, berlaku amanah atas harta benda zakar yang diterima dan dala
mendistribusikan, mampu menempatkan sasaran zakat sehingga hag
benda zakat dapat bermanfaat, berlaku adil dalam mendistribusikan hs
ta benda zakat, piawai dalam berkoordinasi secara terintegrasi, dan ya
paling penting adalah amil zakat dituntut akuntabel dalam melaksanalg
setiap administrasi harta zakat.

Persoalan amil zakat yang tidak boleh diremehkan adalah pengel
Jaan zakat melalui hicrarki amil zakat berasaskan terintegrasi. Asas i
integrasi scbenarnya merupakan sistem pengelolaan zakat terpadu y
dijadikan prinsip dalam pengelolaan zakat. Asas ini menjadi ketenty
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normatif masalah pengelolaan zakat yang masih belum efeksif, sebab
banyaknya lembaga amil zakar baik nasional maupun yang dikelola oleh
masyarakat menyebabkan sulitnya pengelolaan zakat. Oleh karena itu,
untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang terintegrasi, akuntabel, leb-
th rapi dan lebih modern diperlukan perubahan paradigma terintegrasi
dalam konsep amil zakat.

| Paradigma terintegrasi dalam konsep amil zakat bukan seperti asas
tenntegrasi scbagaimana asas pengelolaan zakat dalam Pasal 2 huruf
Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Par-
adigma terintegrasi amil zakat merupakan paradigma terintegrasi amil
sikat yang bersinergi dengan sistem data base muzakki (wajib zakat) dan
mustahiq (fakir miskin) dalam statistik kependudukan, dengan sistem
pengawasan keuangan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), BPK, PPATK,
than terthubung dengan sistem zakar sebagai pengurang pajak bukan se-
hagai pengurang kena pajak.

Paradigma terintegrasi dalam  kelembagaan pengelolaan  zakat
ienurut peneliti sclaras dengan tujuan hukum pengelolaan zakat yaitu
mewujudkan keadilan ekonomi zakat., Teknik perwujudan tujuan hu-
Kim berupa keadilan dapat terukur melalui 5 (limaj kepastian hukum
tilam kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi yaitu kepastian atu-
tin, kepastian kelembagaan, kepastian mekanisme, kepastian waktu dan

Mepastian prediksi. Melalui 5 (lima) kepastian tersebut, kelembagaan pen-

Welola zakat dapat terawasi, dan terukur dalam pengelolaan zakat,
Berpedoman pada 5 (lima) prinsip kepastian tersebut, maka Pen-
tilaan Zakat yang dilakukan Secara tradisional dalam gagasan cita hu-
iin dan tatanan yuridis belum mampu mendayagunakan harta zakat se-
W clektif. Pelaksanaan zakat dilakukan secara tradisional yaitu dengan
Bemberikan zakat kepada lembaga amil zakar dan para pemimpin agama
Biompat seperti yayasan, kyai, ustadz, dan lain-lain akan menimbulkan
Bliwanan sosial.
 Aakat yang terkumpul dikhawatitkan tidak teradministrasi dengan
Wil dan pendayagunaannya hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk
\stahiq lainnya yang membutuhkan. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat
tmasth konservatif belum dapat mengoptimalkan pendayagunaan
t sebagaimana makna genuine zakat yaita membebaskan masyarakat
kemiskinan, menumbuhkembangkan dan mengkayakan secara mate-
yang dibarapkan dapat merubah posisi mustahiq menjadi muzakki,
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3.1.3.Pengelolaan zakat melalui perbankan syariah

Kelembagaan pengelolaan zakar melalui amil zakat yang terintegra-
si menarik untuk dikaji dari perspektif teor tujuan hukum. Adapun tu-
juan hukum dapat dimaknai dari beberapa reori sebagai berikut: pertama
adalah teori etis, kedua adalah teori manfaat, ketiga adalah teort kombi-
nasi atau teori campuran yang menghendaki ist hukum harus ditentukan
menurut dua asas yaitu asas keadian dan faedah.

Berkaitan dengan keadilan, Sunario Waluyo menegaskan bahwa ida-
man masyarakat adil-makmur dalam kehidupan bangsa Indonesia meru-
pakan masalah pokok sepanjang sejarah. Adil makmur adalah rnerupa-
kan dua pasangan yang tidak dapat dipisahkan, yang merupakan falsafah’
hidup dan merupakan rujuan hidup, Adil merupakan tekanan utama yang;
setara disebutkan di depan kata makmur, sedangkan makmur merupakan
suaty penegasan dan prioritas yang harus kita dahulukan '

Bagir Manan menegaskan bahwa untwk mewujudkan keadilan
hanya akan dapat dicapai dengan cara-cara yang adil. Cara-cara terscbu
dijadikan schagai parameter yang meliputi unsur-unsur kepastian atus
ran, kepastian kelembagaan, kepastnan mekanisme, kepastian waktu dag
predikef. ™

Kepastian memang tidak setara dan identik dengan keadilan, bahkag
mungkin saja kepastian bertolak belakang dengan keadilan. Tetapi tanp
kepastian, pasti tidak akan ada keadilan. Keadilan dalam ketidakpasta
akan menjadi sangat subjeknf karena sepenuhnya tergantung pada yan|
menentukan atau mengendalikan kepastian. Keadilan semacam ini mes
punyai potensi melahirkan ketidakadilan.

Kepastian aturan merupakan dasar keabsahan hukum moderen di
hubungkan dengan adanya kekosongan hukum kelembagaan pengele
laan zakat melalui fungsi sosial perbankan syariah vang ditemukan dala
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbal
kan Syariah dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahg
2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kekosongan norma kelembagaan pe
gelolaan zakat menyebabkan keadilan tidak diperoleh dalam kepastil

MSunaryati Hartono, Pafitik Hukane Menate Satu Sivies Hubum Nagonal, (Bandung
1991, cet 1., him. 2,

W Bugir Manan, Sésfenr Perwdifoe Berusbawe: Snatw Pencarian, (Yogyakart: FH-UIL 200515
ke I, him. 12.
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hukum, sebab sccara rasionalitas kepastian merupakan karakter utama
dalam hukum modern berparadigma positivisme.

Pengaruh rasionalitas ditandai dengan adanya sifat peraturan hukum
vang prosedural, schingga dalam konsep hukum modern aspek prose-
dural menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan.
Bahkan tidak jarang dalam membicarakan keadilan procedural menjadi
lebih penting dari pada membicarakan keadilan substantif atau sbgantive
Justice it sendin.'”

Keadilan dan kepastian aturan kelembagaan pengelolaan zakat
melalui berbagai amil zakat secara rasional merupakan wujud nyata akan
adanya ketidakpastian aturan. Secara normatif, hal ini menyebabkan
tumpang tindihnya peran dan tugas antarlembaga amil zakat, Kedudu-
kan perbankan syariah sebagai lembaga bait al-mal dalam Pasal 4 ayat (2)
l'ndang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Zakat juga merupakan
wujud ketidakpastian aturan, sebab peran perbankan dengan hadirnya
Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah
kabur bahkan terhapus sama sekali.

Oleh sebab it, untuk mewujudkan keadilan melalui kepastian atu-
tun perlu pembentukan hukum dalam menjadikan perbankan syariah se-

bagai lembaga pengelola zakat yang jauh lebih akuntabel dan terintegrasi
ilengan sistem pengelolaan harta zakat yang saat ini dapat dikonversi
menjadi vang,

Selanjutnya salah satu cara sebagai parameter keadilan adalah mewu-

Juilkan kepastian kelembagaan yang menjalankan hukum demi keadilan.

Analisis pengelolaan zakat melalui kepastian kelembagaan menjadi san-

Jil relevan, karena objek yang menjadi kewenangan pengelolaan zakat

Alulah harta zakat yang mota bene berupa uang atau harta yang memerlu-

i perlakuan dan pertanggungjawaban administrasi secara khusus,
BAZNAS schagai amil zakat, sccara kelembagaan merupakan or-

wasi nasional yang mengelola zakat secara nasional. Ketika BAZNAS

ehikukan pengelolaan zakat yang nota bene merupakan uang tentu saja

enimbulkan ketidakpastian kelembagaan. Oleh sebab itu, BAZNAS me-
Winpan dana zakat bekerjasama melalui sistem perbankan, terkecuali dalam

Hllow Elmi AS. Pelu, “Titk Taut Kewenangan Peradilan Agama due Peradilan Urnum
Perundang-undangan di Indonesia® [Disertar, Program Dolkeor Omu Hokum 2010, Blm,

llid., him, 89,
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pengelolaan harta zakat vang dapat diditribusikan secara langsung kepada
mustubiq zakat. Demikian halnya dengan lembaga amil zakat lannya, yang
memanfaatkan jasa perbankan sebagai tempat penyimpanan harta zakat.

Berdasarkan analisis tersebut, maka kelembagaan pengelolaan zakat
dalam perspektif kepastian kelembagaan menyebabkan ketdakeepatan
peran dan tugas BAZNAS dan LAZ-LAZ hinnya dalam mengelola
keuangan zakat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bah-
wa kelemabagaan pengelolaan zakat yang ada hingga saat ini belum men-
galami sentuhan dari agenda pembaharuan yang mendasar sebagaimana
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam menata kelembagaan zakat
di indonesia. Selanjutnva, Bagir Manan menegaskan bahwa keadilan da-
pat dicapai salah satunya melalui unsur yaitu kepastian mekanisme."* Tata
cara {(mekanisme) melaksanakan pengelolaan zakat merupakan salah satu
subsistem penting, kalau tidak dapat dikatakan yang terpenting dalam
keseluruhan sistem pengelolaan zakat.

Schubungan dengan belum terintegrasinya pengaturan pengelolaan
zakat melalui perbankan syariah sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang:
undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, jika dikai
dengan kepastian mekanisme yang dilandasi oleh prinsip terintegrasi dan
akuntabilitas dalam Undang-undang pengelolaan zakat dan prinsip sya
riah dalam fungsi sosial perbankan syariah dalam Undang-udang perban
kan syariah, maka mekanisme pengelolaan zakat melalui Perbankan Sya
riah tidak mencerminkan nilai kepastian hukum yang berkeadilan bag
terwujudnya tujuan dan hakikat zakat.

Adapun dalam upaya mewujudkan keadilan, unsur yang perlu dipé
timbangkan dalam mewujudkan keadilan yaitu unsur kepastian wakt
dan prediksi. Hal ini terkair erar dengan manajemen kelembagaan pes
gelolaan zakat, sebab manajemen dimanapun diperlukan sebagai sisten
pengelolaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara-cara
efisien, efektif, dan produksf.

Kepastian waktu dan prediksi sebagai salah satu unsur mewujut
kan keadilan, jika dihubungkan dengan belum terintegrasinya pengaty
ran pengelolaan zakat melalui perbankan syariah dan kekosongan noril
fungsi sosial perbankan syariah dalam mengelola dana zakat sebagaima
Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbanks

"Bagir Manan, Op.Crthim.5
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Syariah serta kekosongan norma kerjasama BAZNAS dengan perbankan
svariah dalam Undang-undang Nomor 23 rahun 2011 tentang Pengelo-
laan Zakat, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat yang
ada hingga saat ini belum mengalami sentuhan dari agenda pembaha-
ruan yang mendasar dalam perspekuf asas efisien dan efektif,

3.2, Konsep Kelembagaan Pengelolaan Zakat Melalui Per-
bankan Syariah
3.2.1.Lembaga Bait Al-Mal
Konsep kelembagaan pengelolaan zakat dalam perspektif sejarah
menarik untuk dikaji. Secara historis, konsep awal kelembagaan pengelo-
lian zakat dalam perspekuf islam disebut dengan bait al-mal. Tentu saja
konsep bait al-mal dalam perjalanan sejarah mengalami banyak perkem-
bungan, baik secara istlah, fungsi dan sistem operasionalnya.

I Konsep bait al-mal masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, konsep bait al-mal muncul pertama kali
sebagai respons kaum muslimin ketika mendapatkan ghanimah (harta
fimpasan perang) pada perang Badar. Respons kaum muslimin yang di-
ilominasi oleh para sahabat memicu perselisihan paham mengenai cara
pembagian ghanimah.

Atas perselisihan tersebut, muncul sebuah pemikiran tentang per-
inva sebuah wadah guna menyimpan dan menyalurkan ghanimah yang

Iihih adminstratif. Pemikiran itu selanjutnya melahirkan sebuah konsep

lah ghanimah yang disebut dengan bait al-mial. Melalui wadah terse-

Wi, maka ghanimah perang Badar menjadi hak bagi bait al-mal, di mana
Pngeloliannya dilakukan oleh Waliy al- Amri kaum muslimin, yang pada
it it adalal Rasulullah SAW sendiri, Pada masa ini, bait al-mal belum

miliki tempat khusus yang memadai dan belum mempunyai petugas
ny profesional. Pengelolaan harta yang nota bene berasal dari ghani-
il masih dikelola secara sederhana.

Konsep bait al-mal masa Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq

Sistem operasional bait al-mal pada masa Abu Bakar sudah memiliki

it yang khusus yaitu di masjid Nabawi dengan seorang perugas khu-

Uk pula yaire Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Perintisan embrio bait al-mal
lain arti yang lebih luas pada masa Abu Bakar dimulai pada tahun ke 2
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H. Pada masa ini Abu Bakar telah menyiapkan tempat berupa lumbung-
lumbung sebagai penyimpanan dana sosial umat,

Harta benda yang dapat disimpan di bait al-mal tidak hanya be-
rasal dan ghanimah, melainkan dan zakat, infag dan sedekah. Pada masa
Abu Bakar, penggalangan terhadap zakat jauh lebih serius dard instrumen
ekonomi lainnya. Keseriusan Abu Bakar dalam mengelola harta benda
zakat, tampak ketika Khalifah pertama penggann Rasulullah SAW it
menggunakan otoritasnya dalam memberlakukan kewajiban zakat untuk
diberikan kepada kaum fakir miskin dan penguaran sistem angkatan ber-
senjata umat islam, Keseriusan Abu Bakar juga terlihat ketika Abu Bakar
mengagendakan perang terhadap umat islam yang membangkang dan
tidak mau mengeluarkan zakat,

3. Konsep bait al-mal masa Khalifah Umar bin Khathab

Pada masa Umar bin Khattab, wilayah kekhalifahan semakin luas)
Wilayah kekuasaan islam semakin luas dengan adanya penaklukan penal
lukan negara lain seperti Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi). Penaklus
kan tersebut berpengaruh terhadap pertumbuban ekonomi dengan bans
yaknya pendapatan harta yang mengalir ke kota Madinah,

Melihat banyaknya harta benda vang diperoleh, Umar membangumn
sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta baik ghanimah, zakat, in
faq, sedekah, kharaj, rikaz, khumus, membentuk al-diwan (kantor), }
gangkat para penulisnya, menetapkan gaji, serta membangun angkata
perang vang lebih modern.

Luasnya wilayah dan banyaknya harta benda dalam bait al-mg
Umar membenruk staf ahli dalam diwan-diwan bait al-mal dikhusu
kan mbﬂgm tempat untul menyimpan data base. Untuk mewujud
sistem pengelolaan vang baik, Umar telah mengangkat Muaiqgib bin Al
Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harra ghanimah, Al-Zubair bin A
Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al-Yaman sebag
penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwahah s
bagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar, Al-Mughirah &
Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan mua’'malat yang dilakuk
negara, serta Abdullah bin Argam sebagai penulis urusan masyaral
vang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan kond
sumber-sumber air mereka.

EF b FLE a®th
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4. Konsep bait al-mal masa Khalifah Utsman bin Affan

Kelembagaan pengelolaan zakat melalui bait al-mal pada masa
Utsman tidak jauh berbeda dengan kondisi pada masa Umar. Namun,
karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan KKN Utsman
vang mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan
penting tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya,
banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan bait al-mal.
Namun, secara konseptual sistem operasional bait al-mal jauh lebih rapi
thari konsep bait al-mal pada masa Umar.

5, Konsep bait al-mal Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi bait al-mal
ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Sistem pengelolaan
buit al-mal pada masa Ali jauh lebih akuntabel dan menjadikan harta
benda dalam bait al-mal sebagai anggaran pendapatan negara yang san-
pat bermanfaat membantu kaum fakir miskin dan kemaslahatan negara.

Ciri politik kelembagaan bait al-mal pada masa Ali yaitu terkenal
tlengan sikap profesionalitas, sistem akuntabilitas dalam operasionalisasi
pengelolaan harta benda di dalamnya. Hal ini ditandai dengan sikap Ali
ying tdak bergeming ketika harta benda dalam bait al-mal akan di ang-
yarkan untuk kepentingan politik perang antara Ali dan Mu'awiyah. Keti-
kit dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khilafah Bani Umayyah,
kisnclisi bait al-mal berubah.

Al-Maududi menyebutkan: “Jika pada masa sebelumnya bair al-mal

Wikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan am-
Ahat rakyat, maka pada masa pemerintahan Bani Umayyah bait al-mal

tuila sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertan-
han atau dikritik oleh rakyat.”

Namun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, bait al-
harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lem-
gt negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam
penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin, Keberadaannya telah
Mnghiasi lembaran scjarah Islam dan terus berlangsung hingga run-
Mhiiya Khilafah yang terakhir, yaitu Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun
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3.2.2.Disinkronisasi Konsep Fungsi Dana Zakat dan Dana Profit-

Bisnis

Perjalanan pelaksanaan zakat di tanah air terus berkembang, Diawali
dari kegiatan penghimpunan konvensional di masjid-masjid berkembang
menjadi penghimpunan inovauf melalui OPZ dengan cakupan nasional.
Namun, perkembangan itu tidak berarti bersih dari aral dan rintangan, Salah
satu rintangan adalah munculnya perbedaan pendapat seputar masalah tran-
saksi dan pendayagunaan dana zakat. Secara teorerik, pemanfaatan harta
zakat dibagi menjadi dua konsep. Pertama pemanfaatan harta secara kon-
sumtif dan kedua yaitu pemanfaatan harta zakat secara produkaif.

Perbedaan pendapat itu muncul seiring terus berkembangnya ino-
vasi pengelolaan zakar. Tidak hanya dari segi penghimpunan, tapi juga
penyaluran. Saat ini, pro kontra pengelolaan zakat terjadi pada langkah
sejumlah lembaga amil zakat yang membeli atau mengadakan berbagall
aset, fasilitas, dan layanan bagi mustahiq. Banyak dari mereka mendirikan
sekolah dan klinik keschatan gratis. Mereka juga mendirikan berbagail
balai latihan kerja (BLK) dengan dana zakat. Pro kontra semakin meng
hangat ketika tidak semua ulama dan cendekiawan muslim memiliki pen
dapat sama mengenai hal itu. Perbedaan pendapat mereka dilandasi pad:
kepedulian agar dana zakat dapat dimanfaatkan secara tepat dan bermans
faat besar bagi penerima zakat (mustahiq).

Menurut cendekiawan muslim Adiwarman Azwar Karim, zakal
bermanfaat untuk pembangunan berbagai fasilitas dan mengembangkan
layanan. Oleh karena iru, lembaga amil perlu kembali kepada QS.
Taubah ayat 60, yaita Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalal
untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakal
para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang
orang yvang berhutang untuk investasi di jalan Allah dan orang-oran
yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajily
kan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Delapan golongan penerima zakat dalam ayat di atas terbagi dala
dua golongan besar. Pertama, empat penerima zakat yang harus me
erima dana zakat langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, |
antaranya seperti fakir dan miskin, Kedua, empat penerima zakat ya
alokasi dana zakat mereka bisa digunakan untuk kepentingan pembi
gunan fasilitas. QS. Al-Taubah ayat 60 menjelaskan empat golongan p
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tama dengan menggunakan kata li al-fuqara’, vang dimaksudkan untk
pemanfatan zakar secara langsung,

_ Sedangkan, empat golongan lainnya menggunakan kata fii yang
dimaksudkan untuk pemanfaatan secara ridak langsung. Berdasarkan
pendapat tersehut maka penyaluran zakac bagi empat golongan pertama
harus dilakukan secara langsung vang dapat dimanfaatkan secara cepat
terutama untuk konsumsi. Zakat tidak boleh disalurkan bagi mercka
dalam bentuk pinjaman bergulir, gedung, atau berbagai fasilitas lainnya.
Bentuk langsungnya dapat berupa keburuhan pokok seperti zakat fitrah
atau uang yang dibedakan sebagai zakat bagi mercka untuk memenuhi
kebutuhan hidup.

Tanggapan lain tentang pemanfaatan zakat disampaikan oleh Didin
Hafidhuddin. Menurat Didin, penggunaan kata i al-fugara’ dalam peman-
faatan zakat sebagaimana QS. al-Taubah ayar 60 berarti untuk kepemilikan
saja, tetapi li al-fugara’ di sini mempunyai arti li al-manfaag (untuk men-
dapatkan manfaat). Jika li al-fuqara’ hanya dimaknai sebagai kepemilikan,
maka zakat yang diberikan kepada fakir miskin akan digunakan semau
mereka, schingga terkesan kurang mendidik, Didin menvatakan bahwa
tana zakat yang sudah diberikan kepada fakir miskin mcma;lg menjadi hak
mereka secara mutlak. Karenanya mau diapakan terserah mereka, Akan
tetapi, pada prinsipnya pemanfatan harta zakat harus selaras dengan tujuan
untuk kemaslahatan dan kepentingan mustahiq zakat,

Selanjutnya, pendayagunaan zakat menurut Didin perlu inovasi
lebih modern. Didin kurang setuju dengan pendapat yang mengatakan

dana zakat tidak boleh digunakan untuk pembelian aset. Sebab hal i
Akan menghambat inovasi pengelolaan zakat di Indonesia. Pemanfaatan
lana zakat di era perkembangan bisnis justery berperan sangat penting
lilam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Berbagai kegiatan usaha
yuitu melalui konsep pemanfaatan zakat ridak langsung atau melalui skim
takar produktf yang bermanfaat untuk kesejahteraan mustahiq.

Prinsip dasar pemanfaatan zakat yang terpenting adalah terwujudnya

Wi fungsi zakat, yaitu pertama untuk membersihkan harta benda dan fiwa
(itrah) manusia. Kedua, zakat it berfungsi sosial sebagai sarana saling

werthubungan sesama manusia terutama sebagai jembatan antara si kaya

hn st miskin, Dana zakat mempunya dimensi vertikal berupa hubungan
|' pada Allah SWT dan hubungan horizontal berupa hubungan dengan

nusin,
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Berdasarkan kerangka konsep fungsi dan pemanfaatan dana zakat,
maka disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat dapat digolongkan
dalam empat bentuk, yaitu:

a. Bentuk pertama bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan
kepada mustahiq untuk dibagikan langsung, seperti zakat fitrah yang
diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehani-hari
atau zakar mal (harta) dibagikan langsung kepada para mustabiq.

b. Bentuk kedua yaitu konsumtif kreatif, vairu zakar yang diwujudkan
dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam
bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.

c. Bentuk ketiga yaitu bersifat produkiif tradisional, yaitu dimana zakat
diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kamb--
ing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian:
dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberi=
kan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Bentuk keempat adalah produkiif kreatif, yaitu zakat diwujudkan
dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek
sosial atau untuk membantu arau menambah modal pedagang/p
gusaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat
itu adalah vang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kit
kembangkan, schingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi iba
dah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang dibarapkan.

3.3. Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat Melalui Per
bankan Syariah
Schagaimana penjclasan  sebelumnya  bahwa  pembanguna
ckonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari peran Negara it
sendiri. Negara dalam hal ini pemerintah merupakan pengemban ke
daulatan rakyat. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuar dalag
upaya memberdayakan masyarakatr ekonomi lemah dan mendayaguni
kan sumber daya ekonomi umat. Pemerintah perlu memprioritaskan cil
menciptakan suasana vang kondusif bagi tegaknya keadilan ekonomi.
Schagaimana menurut Muhammad, dalam ckonomi Islam ads il
konsep kepemilikan. Kepemilikan dalam ekonomi Islam tidak bersif
mutlak sehagaimana dalam anggapan sistem kapitalis, melainkan berup
amanah Allah yang diberikan kepada manusia untuk didayagunakan uf
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tuk mencapai kemaslahatan manusia baik individu maupun sosial sesuai
dengan perintah Allah sebaga pemiliknya,'"*

Oleh karena itu kepemilikan dalam ekonomi Islam dipandang seba-
g izin dani Allah untuk memanfaatkan sesuatu yang ada dipermukaan bumi
ini. Pola pemanfatan seperti itu di sebut Muhammad sebagai konsep amanah
dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Konsep amanah menitikber-
atkan pada kewajiban mengeluarkan hak orang-orang yang membutuhkan
harta yang dimiliki dengan mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain
yang berhak berdasarkan ukuran tertentu. Instrumen tersebur dalam ekono-
it Islam dikenal dengan institusi zakat, infaq dan shodagah.

Secara intitusional, kelembagaan zakat di Indonesia mendapat-
kan legalitas perundang-undangan dengan diberlakukannya Undang-un-
dang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang
pengelolaan zakat merupakan bagian dan sistem perundang-undangan
di Indonesia yang terkait dengan hierarki perundang-undangan.'™ Sebe-
lum pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pen-
pelolaan Zakat, Indonesia memiliki undang-undang pengelolaan zakat
yung lama yaitu Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelo-
huun Zakat. Atas berbagai alasan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999
tentang Pengelolaan Zakat akhirnya tidak diberlakukan dengan lahirnya
uidang-undang pengelolaan zakat yang baru yaitu Undang-undang No-

mor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pembentukan Undang-undang baru mengenai pengelolaan zakat

1 ritul kita apresiasi. Langkah ini merupakan bukti peran dan keberpiha-

an Negara dalam upaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui instru-

nen keagamaan seperti zakat.

1.1, 1.8istem Penormaan Pengelolaan Zakat
| Penormaan Badan Amil Zakat dan bank dalam Undang-undang No-
mor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Berbicara Undang-undang zakat tidak terlepas dengan Undang-un-
y Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan di

"Mubammad, Prusp-Prnsgp dalam Sistew EKonmo' Ifam, [Yogyakarsa: Graha Timu, 2007),
i1

Lubur Prasedyo, Subrow dan Munawir, Undang-undang  Perbankan Syariah: Membaca
ki an Posisings bagi Peckembangan Pecbankan Syariah di Indonesia, (Ponorogo: STAIN
g Press, 20000, him, 12
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Jakarta pada tanggal 23 September 1999 pada masa pemerintahan Pres-
iden Bacharuddin Jusuf Habibie, Undang-undang ini terdin dari 10 Bab
dan 25 Pasal yang disertai dengan penjelasan, Adapun sistematika dari
Unduang-undang pengelolaan zakat adalah scbagai berikut:

Bab | tentang ketentuan umum terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 1 sam-
pai Pasal 3. Bab 11 terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 4 dan 5 yang mengatur
tentang asas dan tujuan pengelolaan zakat. Bab 111 mengatur tentang
Organisasi Pengelolaan Zakat. Bab ini terdiri dari 5 Pasal yaitu Pasal 6
sampai Pasal 10, Bab IV mengatur rentang pengumpulan zakat. Bab V'
terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 16 dan 17 yang mengatur tentang pen-
dayagunaan zakat. Sclanjutnya Bab V1 adalah bab yang mengatur tentang,
pengawasan. Bab ini terdiri dari 3 Pasal (Pasal 18, 19 dan 20). Bab VIE
mengatur tentang-Sanksi yang terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 21. Bab VIIE
mengatur tentang ketentuan-ketentuan dan rerdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal
22 dan 23. Bab IX mengatur tentang ketentuan yang terdiri 1 Pasal yaitu
Pasal 24, Bab X adalah bab terakhir dalam Undang-undang pengelolaan
zakat yang mengatur tentang ketentuan penutup dan terdiri 1 Pasal yaitd
Pasal 25,

Beranjak dari sistematika Undang-undang pengelolaan zakat, pe
soalan-persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat nampaknys
diakomodasi dalam Undang-undang tersebut. Namun begitu, bukas
berarti Undang-undang ini telah sempurna. Ada beberapa kelemahag
norma dalam masalah zakat yang tidak ditegaskan dalam pengelolaat
zakat. Masalah tersebut adalah asas-asas dalam pengelolaan zakat, pe
aruran zakat sebagai pengurang laba kena pajak, sanksi kepada muzakl
yang tidak menunaikan zakat, dan masalah kelembagaan zakat baik BAZ
Orpanisasi Pengelola Zakat, dan peran lembaga perbankan dalam pes
gelolaan zakar.

Pada sub ini kajian diarahkan pada analisis yuridis asas pengelolid
zakat dan kelembagaan pengelolaan zakat melalui peran lembaga pé
bankan dalam Undnag-undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat

Berkaitan dengan asas, . H.P. Bellefroid menyatakan balwa perag
ran-peraturan hukum yang berlaku umum dapat diuji oleh aturan-atu
pokok. Atauran-aturan pokok inilah yang disebut dengan asas hukuny
Asas hukum memiliki arti penting bagi pembentukan hukum, penerap

2Py Muduernacd Marzubd, Pewsdivan Hakses, (Jakarta: Rencana, 200083, cot ke B, hlo, 78,
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hukum dan pengembangan ilmu hukum. Bagi pembentukan hukun, asas
hukum memberikan landasan secara garis besar mengenai ketentuan-ke-
tentuan yang perlu dituangkan di dalam aturan hukum. Bagi penerapan
hukum, asas hukum sangat membantu bagi digunakannya penafsisan dan
penemuan hukum maupun analogi. Adapun bagi pengembangan ilmu
hukum, asas hukum mempunyai kegunaan unruk melihat universalitas
peratutan pada level gagasan dan nilai yang memiliki satu kesatuan.'=

Asas hukum bertugas menggali dan membaca makna dari sudut ba-
hasa, menggali dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau ber-
pendapat, dasar cita-cita, dan hukum dasar dan perundang-undangan. '
Selain asas hukum, unsur filsafat hukum lainnya adalah aspek tujuan hu-
kum. Tujuan merupakan visi atau cita utama dalam pembentukan sebuah
peraturan. Asas-asas pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor
' tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tertuang dalam Pasal 4 yaitu:
Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepas-
tian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

Jika dikaitkan dengan asas-asas hukum dalam pengelolaan zakat sc-
ligaimana Pasal 4 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pen-
jelolaan zakat, maka kelembagaan pengelolaan zakat pada masa Undang-
undang ini berlaku harus berdasarkan iman dan tagwa, keterbukaan dan
hepastian hukum. Pembentukan BAZ dan LAZ atau lembaga-lembaga

pengelola zakar dari masyarakat tidak menjadi masalah asalkan pengelo-
Mian zakat dilaksanakan sesuai dengan asas keimanan, ketagwaan dan
heterbukaan. Tetapi, dalam perspektif asas kepastian hukum, pengelo-

an zakat melalui mult lembaga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Retidakpastian hukum dalam asas pengelolaan zakar dapat menyebah-

il ketidakpastian aturan dalam norma dan kaidah hukum pengelolaan

Wabar

Persoalan sclanjutnya, bahwa sepanjang perjalanan pengelolaan
bkat di Indonesia, inilah kali pertama dalam sejarah, pemerintah menga-
hubungan kelembagaan pengelolaan zakat antara Badan Amil Zakat
pin lembaga perbankan. Jika merujuk pada teori tujuan hukum, bah-
visl atau cita sebuah peraturan pengelolaan zakat akan mewujudkan
cita yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang, Pengelo-

kel Wben. 74,

m Redalsi Kamus Besar Babasa Indonesia, Kamus Berar Baboia Indonesia, (Jikarta: Bala
aiaka, 2001), him. 70,
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laan zakat bertujuan agar terciptanya pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi
dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan keadilan sosial. Sclain itu tujuan pengelolaan zakat dalam
Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yairu
meningkatmya hasil guna dan daya guna zakar.

Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana uraian tersebut, menuntut
meningkatnya sasaran-sasaran tujuan pengelolaan zakat sebagaimana
Pasal 5 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat. Guna meningkatkan sasaran-sasaran tersebut, pembentuk Un-
dang-undang mengembangkan pola kerjasama kelembagaan pengelolaan
zakat melalui berbagai lembaga. Salah saru pengembangan kerjasama
tersebut yaitu melalui kelembagaan perbankan. Hal ini dinyatakan secara
tegas dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ten-
tang Pengelolaan Zakar, yaitu: (2). Badan Amil Zakat dapat bekerjasama
dengan dengan bank dalam pengumpulan zakat harta mugakls yang be-
rada di bank atas permintaan mugakks

Menurur penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun
1999 tentnag Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan bekerjasam
dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberi kewenangan bank
berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut harts
simpanan muzakki vang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Jika merujuk pada rujuan hukum diaturnya pengelolaan zakat mela
lui lembaga perbankan, tentu saja hal ini dilandasi oleh ptnungn}a
penghimpunan zakat dalam sekvor zakat mal (zakat harta) yang tidal
tersentuh pada nasabah perbankan. Beranjak dari penjelasan tersebuf
pada intinya tujuan hukum pengembangan kerjasama antara BAZ d
perbankan tidak lain adalah merupakan strategi pemerintah dalam me
maksimalkan pengumpulan zakat melalui berbagai cara berdasarkan asi
pengumpulan zakat seperti melalui perbankan.

Tujuan pengelolaan zakat secara umun mengoptimalkan pengeld
laan dan pemanfaatannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan mmstal
dan dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang produktf, Guna mewy
judkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa ditunts
amanah, profesional, transparan, akuntabel serta memiliki kemandi
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sebagal sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahrera ber-
daya dan bertagwa.'®

2. Penormaan Funsi Sosial Bank Syariah dalam Undang-undang No-
mor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ten-
tang Perbankan, keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan
di Indonesia telah diakui dan dikenal. Patut diakui bahwa Undang-undang
Nomer 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya sistem
ckonomi keuangan berbasis syariah di Indonesia. Namun demikian, Un-
dang-undang tersebut belum memberikan landasan yang cukup kuat ter-
hadap pengembangan bank syariah, karena belum secara tegas mengenai
keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.
Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam
I'ndang-undang tersebut belum mencakup juga secara tepat penger-
tian bank syariah yang ternyata cakupannya lebih luas dar bagi hasil ita
sendir.'® Ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan
usaha bank syariah yaitu dimulai pada tahun 1998, Pada tahun 1998 den-
yan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
yang diikuti dengan dikeluarkannya ketentuan pelaksanaan dalam benwk
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia baru dianggap telah memben
landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan mendapatkan peranan
yang lebih luas bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan vang lebih

uns untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui
lin pembukaan kantor cabang syariah oleh bank umum konvensional.
Selain itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indo-

mu juga mcnugmkan BI untuk mempersiapkan peraturan dan fasilitas-

S —
MDirektorat Pemberdayaan Zakat, Op, Ci, him, 55.

" Armur Machouod dan H. Rukonana, Bank Spenishe Teon, Kebijakan, dow studi Fmparis of Dndooe

ﬁ. (Wandung: Pererbir Exlangga, 20000), him, 52,
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pada tanggal 16 Juli 2008 yang terdiri dari 13 Bab dan 70 Pasal. Secara
ringkas, isi dalam UU tersebut adalah sebagai berikut:

Undang-undang ini diawali dengan bab 1 tentang ketentuan umum
vang terdin dari 1 Pasal vaitu Pasal 1. Bab II yaitu membahas tentang
asas, tujuan dan fungsi yang terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 2 sampai Pasal
4. Bab III tentang penizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan
kepemilikan yang terdiri dari 13 Pasal yaitu Pasal 5 sampai Pasal 17. Bab
IV tentang jenis dan kegiatan usaha, kelayakan penyaluran dana dan lay-
anan bagi bank syanah dan usaha usaha unit syarah vang terdin dari 9
yaitu Pasal 18 sampai Pasal 26. Bab V berisi tentang pemegang saham
pengendali, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, deireksi dan tena-
ga kerja asing yang terdiri dari 7 Pasal yaitu Pasal 27 sampai Pasal 33.
Bab V1 tentang tata kelola, prinsip kehat-hatan, dan pengelolaan resiko
perbankan syariah yang terdiri dari 7 Pasal yaitu Pasal 34 sampai Pasal
40. Bab VII tentang rahasia bank yang terdiri dari 9 Pasal yaitu Pasal 41
sampai 49, Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan yang terdin
dari 5 Pasal yaitu Pasal 50 sampai Pasal 54. Bab IX tentang penyelesaian
sengketa yang terdiri dari 1 Pasal yaitu Pasal 55. Bab X tentang sanksi ad-
ministrasi yang terdiri dari 3 Pasal yaitu Pasal 56 sampai Pasal 58. Bab XI
tentang ketentuan pidana yang terdin dari 8 Pasal yaitu Pasal 59 sampai
Pasal 66. Bab XII tentang ketentuan peralihan yang terdiri dari 2 Pasal
yaitu Pasal 67 dan Pasal 68. Bab XIII tentang ketentuan penutup yang
terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 69 dan Pasal 70.
Fokus pembahasan difokuskan pada tujuan, dan fungsi perbankag
syariah dalam norma Undang-undang perbankan syariah. Pada sub ini ka
jian diarahkan untuk menganalisis secara yuridis tentang peran atau fungs
institusi keuangan seperti perbankan syariah dalam pengelolaan zaka
Peran kelembagaan perbankan syariah dalam sistem pengelolaan zaka
tertuang di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 20
tentang Perbankan Syatiah yaitu: (2). Bank syariah dan unit usaha syari |
dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga bait al-mal, yai
menerima dana yang berasal dan  zakat, infak, sedekah, hibah, atau da
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
Pada dasarnya fungsi utama perbankan adalah menjalankan g
penghimpunan dan penyaluran dana kepada pihak yang memburuhk
dana. Fungsi penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank merupaka
amanah Undang-undang, Fungsi bank seperti ini disebut dengan istily
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fungsi intermediasi. Fungsi bank scbagai lembaga intermediasi scbagaima-
na Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga. '™

Pertama, bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana
masyarakat atau penerima kredit. Kedua, bank sebagai lembaga yang
menyalurkan dana dari masyarakar dalam bentuk kredit lembaga atau
ichagai lembaga pemberi kredit. Ketiga, bank sebagai lembaga yang mel-
uncarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang, Beranjak dari
berbagai fungsi tersebut, yang dimaksud fungsi intermediasi oleh bank
yamtu kegiatan bank untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada

masyarakat lemah, pengusaha kecil dan menengah guna meningkatkan
taraf hidup mercka.

Fungsi intermediasi bank juga dapat diartikan sebagai kegiatan
mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (savers/ de-
fusan) sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana (borrowers)
sebagai peminjam.* Bertolak dari pengertian di atas, fungsi bank scbagai
lembaga intermediasi merupakan fungsi bank sebagai perantara untuk
menerima bahkan memiliki otoritas untuk menghimpun, memindahkan
ttiu menyalurkan dana.'®

Fm:;gsi I:-ank‘ 5c!:agni lembaga intermediasi sebagaimana dijelaskan
i atas, juga menjadi kewajiban perbankan syariah. Ketentuan rersebut

~tlatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No-

ihor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan sya-
Hah b.uk bank syariah maupun unit usaha syariah dalam perbankan kon-
vensional wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana

Miisyarakar,'®

Sebagai entitas bisnis, perbankan syariah tidak hanya melakukan

huglatan bisnis sebagaimana fungsi intermediasi, melainkan juga melaku-

1 Gde Mastra, Pengaturan Faagsi Bawk Sebapai Lembaga Dietermedies Data Rangka Mewing-
Kaxepaalsteran Ralyar Meladns Kredie Usabe Kool Dan Menemgab, Dirertasi, (Malang: Universitas

Wewiiarn, 2017), bl 29,

"Tnandaru Sigit dan Totok B., Busk dui Lensbisg Kesiangan Laiamya, (Jakart: Salemba Em-
| 2008), him, 12, )

" Artlicss Ade dan Edin Handiman, Bask dan Lembaga Kesarpan Bakan Banik, (Jakarta T
ke, 2006), bim, 11,
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kan kegatan-kegiatan sosial. Peran dan fungsi sosial perbankan syariah
yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infaq, sedekah,
hibah dan wakaf dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat
yang diperuntukkan sebagaimana tujuan pengelolaan zakat di dalam Un-
dang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Yang menarik dikaji dalam peramuran tentang fungsi sosial per-
bankan syariah sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor
21 tentang Perbankan Syariah adalah berkaitan dengan kalimat “dapat
menjalankan”, kata “bait almal’, kata “menerima”, kalimat “organisasi
pengelola zakat”. Kalimat “dapat menjalankan™ dalam redaksi Pasal 4
ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah mencer-
minkan bahwa perbankan syariah mempunyai tugas tambahan selain tu-
gas utamanya yaitu fungsi intermediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1).

Tugas mmbahan tersebut adalah berfungsi sebagai lembaga “bart al-
mual”. Tugas tambahan institusi perbankan syariah yang tercermin dan redak-
si “dapat menjalankan”™ menunjukkan bahwa perbankan hanya berfungsi s
sial, bukan berfungsi sehagaimana fungsi utamanya yaitu intermediasi da
Pasal 4 avat (1) yang menggunakan kalimat “wajib menjalankan”,

Selanjutnya adalah kata “bait almal’. Secara normatif, pengertian istis
lah bait al-mal tidak dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 21 tahun
2008 tentang Perbankan Syariah. Penyebutan bart a/-mal disebutkan dalam
Undang-undang yaitu dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar yang menyatakan:
(1). Di provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS

kabupaten/kota dapat menggunakan istilah bart almal

Adapun pengertian bast al-mal secara konseptual belum pernah dit
mukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. ketiadaat
pengertian bait al-mal secara komprehensif menunjukkan bahwa penget
tian kata “bait al-mal” memang masih belum dijelaskan sceara
dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Sy
riah. Hal ini dalam perspektf normatif disebut dengan istilah nacusan
narm atau kekosongan norma. Akibat dan kekosongan norma tentu

nyebabkan ketidakpastian hukum, sebab salah satu parameter ket 1.--"'
pastian hukum dimulai dengan adanya ketidakpastian aturan.

Lemahnya peran perbankan syariah dalam menjalankan fungsi pes
gelolaan zakat terlihat dan kata “menerima”, Kata menerima mempogsis
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kan perbankan syariah sebagai lembaga pasif dalam penerimaan zakat. Hal
ini berbeda jika dibandingkan dengan fungsi intermediasi bank sebagaima-
na Pasal 4 ayat (1) yang menggunakan kata “menghimpun”. Kata “meng-
himpun” yang diawali dengan sisipan “me”” memposisikan perbankan sya-
riah schagai lembaga yang aktif merencanakan, mengambil, menjemput,
memobilisasi dan lain-lain dalam hal penghimpunan dana masyarakat.

Ketidakpastian aturan juga terlihat pada redaksi “organisasi pengelola
zakat”. Ketika Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 ten-
tang Perbankan Syariah menyatakan penyaluran zakat dan dana sosial umat
lainnya kepada organisasi pengelola zakat, maka organisasi yang dimaksud
adalah organisasi pengelola zakat milik pemerintah yaitu BAZ dan organ-
isasi pengelola zakat masyarakat seperti lembaga-lembaga amil zakat, Pen-
yaluran zakat melalui OPZ tentu tidak masalah ketika penyaluran tersebut
dilaksanakan sebelum tahun 2011, sebab belum ada penegasan tentang
lembaga pengelola zakat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Akan tetapi, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah menetapkan bahwa organ-
Iasi pengelola zakat nsecara nasional adalah BAZNAS dan LAZ scba-
pai pembantu BAZNAS. Ketika Undang-undang Nomor 21 tahun 2008
tentang Perbankan menyebutkan penyaluran zakat kepada organisasi
pengelola zakat, maka dalam perspekiif teori perundang-undangan dan
hepastian hukum, menyebabkan pertentangan asas, norma dan kaidah
jrenyaluran zakat antara Pasal 4 ayar (2) Undang-undang Nomor 21 ta-
hun 2008 tentang Perbankan dengan fungsi dan peran BAZNAS dalam
Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

-} Penormaan Fungsi Baznas dalam Undang-undang Nomor 23 tahun

2011 tetang Pengelolaan zakat
BAZIS, BAZNAS, lembaga amil zakat dan organisasi amil zakat lain-

iy dalam perjalanan sejarah zakat di Indonesia memiliki landasan yang san-
tl kuat. Salah satu landasan kelembagaan zakat di Indonesia dilegitimasi

wlasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor

44 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar. Penjelasan sistematika Undang-
Ailang pengelolaan zakat secara singkat terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal

1TH

Bab 1 menguraikan tentang ketentuan umum yang terdiri dari 4
al yaitu Pasal 1 sampai Pasal 4. Bab 11 tentang badan amil zakat na-

Elubcica 7oL .agE
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sional yang terditi dari 16 Pasal yaitu Pasal 5 sampai Pasal 20. Bab ITI
tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan
yang terdin dari 9 Pasal yaitu Pasal 21 sampai Pasal 29. Bab IV tentang
pembiayaan yang terdini dari 4 Pasal yaitu Pasal 30 sampai Pasal 33. Bab
V tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 Pasal yaitu 34.
Bab VI tentang peran serta masyarakat yang terdin dari 1 Pasal yaitu
Pasal 35. Bab VII tentang sanksi administratif yang terdin dari 1 Pasal
yaitu Pasal 36. Bab VIII tentang larangan yang terdiri dari 2 Pasal yaitu
Pasal 37 dan Pasal 38. Bab IX tentang ketentuan pidana yang terdiri dari
4 Pasal yairu Pasal 39 sampai Pasal 42. Bab X tentang ketentuan peralihan
yang terdin dari 1 Pasal yaitu Pasal 43. Bab X1 menguraikan tentang ke-
tentuan penutup yang terdin dari 4 Pasal yaitu Pasal 44 sampai Pasal 47.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat telah membuka seluas-luasnya berbagai peran kelem-
bagaan pengelola zakat terutama oleh pemerintah melalui BAZNAS,
Kchadiran dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat meru-
pakan langkah dan strategi politik peningkatan fungsi orpan-organ zakat
(amil gakal) dalam peningkatan pengelolaan zakat.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama,

menjadi mwyakki dan membina fakir miskin agar menjadi mwgakks. Ketiga
mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai mwgebds maupun se
bagai mustabig. Tujuan keberadaan organisasi zakat dimaksudkan untu
menstmulasi masyarakat, agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ib
dah zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalar
upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. ™

Zakar dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribus
kan kepada mustabig zakat. Fungsi tersebut manjadi sistem dalam upay
mengalirkan dana dari orang yang memiliki modal kepada orang yan
membutuhkan modal yang dimanfaatkan dalam berbagai cabang inves
tasi baik secara konsumtif maupun produkef.!”

Meskipun BAZNAS memiliki otoritas dalam pengelolan zakat
cara nasional, bukan menjadi jaminan bahwa pengelolaan zakar di Inde
nesia berjalan sesuai mijuan pengelolaan zakar. Hal ini disebabkan ol

HMubammad, Op. Cit., him. 12,
™ Ll
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berbagai halangan yang masih menyelubungi pengelolaan zakat di Indo-
nesia, schingga wajar apabila potensi zakat se-Indonesia yang mencapai
Rp. 217 triliun setiap tahun, BAZNAS hanya mampu mengumpulkan
Rp. 2,1 triliun dari total potensi sumber dana zakat yang tersedia,

Berbagai upaya dan program dalam pengelolaan zakat terutama
dalam pengumpulan zakat terus dicanangkan, Salah satunya adalah
dengan menggandeng berbagai pihak dalam menunjang efekrifitas dan
chsiensi pengembangan pengelolaan zakat, Program ini tertuang di
dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tenrang
Pengelolaan Zakat yaitu: (2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
BAZINAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan “pihak terkait”
antara lain Kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Lem-
baga Luar Negeri. Terkait hubungan kerjasama BAZNAS dalam pengelo-
lan zakat melalui fungsi lembaga perbankan syariah, maka dalam perspek-
il yuridis Pasal 7 ayat (2) tersebut memunculkan masalah diranah yuridis.

Secara ontologis, tujuan dibentuknya organisasi pengelola zakat se-
benarnya adalah untuk meningkatkan seluruh unsur dalam pengelolaan
sikat. salah satu sasaran zakat yang dapat menambah in comre zakat adalah
[rara nasabah di lembaga-lembaga keuangan. Inilah yang menyebabkan
pemerintah turut berupaya menjaring dana zakat yang bersumber dari
finsabah-nasabah lembaga keuangan seperti perbankan. Hal ini pula yang
menyebabkan pemerintah pada tahun 1999 memerintahkan agar BAZ
apar bekerjasama dengan perbankan dalam rangka menjaring meski
hanya dalam zakat harta mugakks pada lingkup nasabah bank tersebut.'™

Pemberlakuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun
A1 tentang Pengelolaan Zakat telah menghilangkan peluang kerjasama
WAZNAS dengan bank. Menurut peneliti, hilangnya aturan tentang ker-
A BAZNAS dengan pihak lembaga keuangan seperti perbankan dalam

:::ln?' ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Sakat merupakan norma penghapusan terhadap peran perbankan sebagai
Iipelola zakat, sebab dengan tidak diakomodasinya kata “bank syariah”

—e
it Pasal 12 ayar (2) Undang-undang Namor 38 tehaun 1999 weatang Pengelolaan Za-
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atau “bank” sudah menjadi bukti adanva kekosongan norma dalam hal
pengaturan pengelolaan zakat melalui peran lembaga perbankan.
Kekosongan norma tentang pengelolaan zakat melalui perbankan
syariah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat tidak memberikan ruang seluas-luasnya kepada perbankan syariah
yang menjalankan pengelolaan zakat sekedarnya dalam mengelola zakat.

3.3.2.Kekaburan dan kekosongan norma tentang fungsi sosial per-
bankan syariah dalam sistem pengelolaan zakat
Peran dan fungsi sosial perbankan syariah dalam Pasal 4 ayat (2) Un-
dang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan Syariah menya-
takan (2). Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam
bentuk lembaga bait al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zaka
infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya ke-
pada organisasi pengelola zakat.
Perluasan fungsi sosial perbankan syariah sebagai lembaga bart als
mal, merupakan amanah dan refleksi keberpihakan institusi keuangan
syariah dan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin terjadinya alira
kekayaan dari kelompok kaya (mugakk) kepada kelompok yang berhak
menerima (mustabig) dan untuk kemaslahatan umum lainnya.'™
Fungsi sosial perbankan syariah diharapkan dapat menjadi ke
bagaan pengelolaan zakat yang lbih akuntabel, dan rapi dalam mes
judkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi instrumen penanggul
gan kemiskinan melalui pengelolaan sumber dana seperti infaq, sedekak
hibah, wakaf dan lain-lain, terutama pengelolaan sumber dana yang be
rasal dari zakat yang sangat potensial tersebut. Peran besar fungsi zak
dalam menopang roda ekonomi, pemerintah Indonesia telah berupay
membangun sistem pengelolaan zakat. Strategi pembangunan sistef
pengelolaan zakat dilakukan melalui pembangunan substansi hukuf

pengelolaan zakat dan membangun institusi zakat.
Implementasi instrumen zakat di Indonesia terwujud melalui k
beradaan substansi peraturan perUndang-undangan tentang zakat yaf

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 19§
tentang Pengelolaan Zakat, yang dirubah menjadi Undang-undang Rept

SPytongan (5. Al-Hasyr ayar 7 menyambkan: * ... pupays harm it jangan beredar di ants
rang-ormng kaya saja di antar kamu. . ALQur'an al-Karm, him. 916.
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lik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat™ Ga-
gasan penataan pengelolaan zakar yang rertuang dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan Pasalnya adalah pen-
gelolaan yang terinregrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi
kegiatan pengelolaan zakar di Indonesia, baik dilakukan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat
(LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perlUndang-undangan.

Integrasi dalam pengertian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat yang terkumpul disalurkan
berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan melalui sata
koordinator, Integrasi dalam konteks sistem pengelolaan zakat di ru-
muskan dalam Pasal 2 huruf { Undang-undang Republik Indonesia No-
mor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa
pengelolaan zakat berasaskan terintegrasi. Asas terintegrasi dalam pen-
pelolaan zakat sebagaimana penjelasan Pasal 2 huruf f Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar,
bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya men-
ingkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,

Pengelolaan zakar dilaksanakan secara hierarkis yaitu memposisikan
BAZNAS sebagai satu-satunya pilot yang akan mengkoordinir selurub
organisasi pengelola zakat/lembaga amil zakat lainnya, Melalui integrasi
pengelolaan zakat, potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh
ilierah serta manfaat zakat akan lebih terukur berdasarkan data dan ter-
pantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.™

Secara keseluruhan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Republik In-
donesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat - baik Ran-
tangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Menteri Agama
yang terbaru yang sedang disiapkan - memberi ruang dan jaminan bagi
terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan,
skuntabel, partisipatif dan modern. Peran koordinator merupakan satu

kesenyawaan dengan integrasi.

"Sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Namor 23 Tabun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

iy dimaksnd dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng

sudinanian dakim pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaguntan zakat.
"Muhammad Fuad Nasar, “Integrasi Pengelolaan Zakar Pasca Undang: Undang Nomor 23

i 2011 Tentang Pengelolasn Zakar” dalam wrwhup//baznascoid Di akses pada mnggal
A3 gl 2013,
Ih'lw
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Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke d::pa‘.rf
akan mengawal jalannya proses integrasi pengelolaan zakat dari sisi
manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ke-
tentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat schagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka
kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi,

Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Ta-
hun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebenarnya bertujuan untuk menata
pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan scbagaimana dimaksud !'hzlak
terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih pmfcsnlcn'a]
dan modern, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sis-
tem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyamszr. 'I.'ug_as dan
tanggung jawab sebagai amil zakat tidak bisa dilepaskan dari prinsip sya-
riah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (n/i/ amni)
untuk mengangkat amil zakat.'” |

Oleh sebab itu, pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan mampu
membawa perubahan besar dan positif terhadap sistem pengelolaan
zakat yang terintegrasi. Namun hingga 14 tahun diundangkan, Undang
undang Pengelolaan Zakat vang lama maupun yang baru tampaknya be-
lum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengi-
kat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat.

Carut marut pengelolaan zakat yang belum sesuai dengan spirit dag
hakikat tujuan diperintahkannya zakat karena masih ada persoalan t
matif, lemahnya keterpaduan regulasi pengelolaan zakar dengan peraturas

-undangan yang lain seperti, keterkaitan dengan norma paja
m’“ otoritas jasa keuangan," PPATK, wakaf dan fungsi sosi
perbankan syariah dalam pengelolaan zakat.'®

L imologs amil zakat adalah pengelola zakat, .
'”Mms;lhlmmu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 rentang Pengelolaan Zakar dan Unelan
undang Nomar 17 Tahun 300 tenang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 tabun 19
tentang Pajak Penpluasilan, terlibar dalam Pasal 22 dan Pasal 2:5 Undangz-undang Momor 23 .l
11 tenmang Pengelolaan Zakat bahwa zakat digunakan schagai pengurng penghasilan kena pjil
Y Onortas Jasa Kevangan saat ini m:ncrmtmgpengiw tentang hak pengauasan i
hadap indusm keaangan noo-bank. Saat iny, OJK juga telah memint agar pemindahan dana 1§
dilakulan selambat-lambatnya bulan Mei ahun 2014, Running text, Ty One ll:.np,ga] lllllMi:i UL
" Undang-undang Wakaf juga mengamanahkan kepada lembaga pur.rparnln svariah schig
tempat menghimpun dan menyalurkan wakaf uang ams rekomendast miskif.
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Persoalan pengelolaan zakat selanjutnya rerlihat dengan belum
terintegrasinya lembaga-lembaga dan organisasi pengelola zakat, baik
ditingkat nasional maupun daerah, baik yang dikelola negara maupun
swasta. Fenomena banyaknya lembaga dan organisasi pengelola zakat
seolah-olah membawa kesan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia ber-
jalan sendiri-sendiri.

Hingga tahun 2013, rerdapat lebih 22 organisasi arau lembaga amil
rakat yang menjalankan fungsi pengelolaan zakat."” Banyaknya organ-
st pengelola zakar dan lembaga amil zakat seyogyanya dapat men-
jucli kekuatan untuk menjaring dana-dana sosial umat,'* mana kala or-
pananisasi-organisasi tersebut, BAZNAS serta pthak-pihak lain dapat
hersinergi membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih akuntabel,
profesional, efektif dan efisien.

Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan harta dan dana
sakat turut menambah kompleksitas masalah zakat. Fenomena-fenom-
e tersebut telah membawa implikasi kronik diranah sosiologis, yang
herujung rentannya penyelewengan dana zakar serta memupuk rasa
hetidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana zakat
yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat vang sudah terbiasa

Ll Lembaga amil zakar rersebur adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Baif ot
sl Hidayurullah, Bast sfmal Umat Islam Bank Negar Indonesia (BAMUIS BNI), Bait afmal
Mismalar (BMAT), Baitwerakak Pertaming, Bangun Sciahtern Mitea Umnar (BSM Umar), Dom-
it fwafa’ Republika, Dompet Peduli Ummat Darn Tahid DPU DT}, LAZ Yayasan Amansh
ihatil, LAZ Yayasan Bai al-Maf Bank Rakyar Indonesia, LAZIS Dewan Du'wah Islamiyah In-

thncsin, LAZIS Teatsn Persauidarsan Haii Indonesia (LAZIS IPHI), Lembaga Amil Zakat In-

18] dhan Shadagoh Nahdlatal Ulsma (LAZISNU), Lembaga Al Zakat Nasivnal Bair alwal et

Jiwns! (LAZNAS BMT), Lembaga Zakat Infaq dan Shadagsh Mubammadiyal (LAZISML,
Wi Keadilan Peduli Umat (PKPU), Pasat Zakar Urmat {LAZ Persataan Tslam), Rumah Zakar

Ilisnesing Domper Sosial Ureattd Qe (DSUQY), Yayasan Dana Sosial ALFalah (YDSF), Yayasan

Dhani Sosial Tbadureshman Kupang, Bait al-mal st Tameid MIREA. Lihar hetpe ! Snoorshabirgl,

Jumilal dusa sosial yang berhasil dikumpulkan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)
thevember 20012 schesar Rp. 6.653.432.793 - antuk banmuan pendidikan, 3.873.51 1406 - untuk
ian kemanusiaan, 2.191.552.405 - untuk banmuan pembanguean masjid, dan 4.311.046.609,.
ik hintuan dakwah, schingga el sampai bulan desember 2012 YDOSF berhasil mengumpul-

tlana sowdal wmat termusuk zakar sehesar Rp. 19.029.533.213 - atau 19,05 Milyar sctiap tahun,

luighan LAZISNL hingga desember 2011 mampu mengumpulkan dapa sosial umar sebesar
M 54 milvar, Rumsh Zalat hingga desember 2011 mampu mengumpulkan dana sostal umat

Wipal Rp. 136 Milyar, sedangkan Domper Dhi'sfa Republika berhasil mengumpulkan du
hingga nopember 2013 ini. i
Diinkses tanggral 26 Nopember 2013,
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melakukan pembayaran zakat secara langsung terutama zakar fiteah, tu-
rut menambah permasalahan zakat.

Melihat berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan termasuk
harta zakat, perluasan fungsi sosial perbankan syariah memiliki peran
yang strategis dan dapat menjadi alternatif model dalam membantu
menjaring dan mengelola dana zakat yang tepat guna, terpadu, modern
dan lebih rapi. Akan tetapi, pentingnya kiprah perbankan syariah dalam
membantu pengelolaan zakat justru tidak diakui secara eksplisit di dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Un-
dang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pen-
gelolaan Zakar ddak mengatur secara tegas dan konkrit tentang otoritas

perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosial dibidang pengelolaan
zakat.

Kekaburan fungsi perbankan syariah dalam menjalankan fungsi so-
sial terlihat, ketika Undang-undang Republik Indonesia Nomeor 23 Ta-
hun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hanya menyebutkan bentuk-bentuk
kerjasama sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) yaitu (2). Dalam melaksanas-
kan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan piha
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Pihak terkait yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 rentang Pengelolaan Zakat se
bagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesi
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Kementerian
BUMN dan Lembaga Luar Negeri. Perbankan syariah scbagai bagian day
BUMN memang dimungkinkan dapat bekerja sama dengan BAZNAS. Na
mun, ketika Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomg
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyebutkan kerjasat
BAZNAS secara konkrit ke dalam redaksi ketentuan di atas, menimbulk
ketidakjelasan bentuk kerjasama dalam pengelolaan zakat,

Untuk mengatasi hal tersebut, peraturan-peraturan pelaksanas
yang baru sebagai turunan dari Undang-undang Republik Indone;
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sudah scharusn
disampaikan kepada pihak terkait dan masyarakat, namun hingga s
ini turunan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20
tentang Pengelolaan Zakat masih dalam tahap perancangan, sehi

*"Rancangan Peraturan Permerintah dan Rancangan Keputesan Menteri Agama tentang i
nis pengelnlaan zakar sebagai rurunan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2001 Tentang F
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ga teknis pelaksanaan kerjasama BAZNAS dengan bank masih mengi-
kuti Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan
Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor /291 Tahun 2000 Tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Zakat Pasal 13, Ketentuan tersebut menyatakan :

(1). Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerja sama
dengan bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan
dana zakat dari harta mwgakki yang disimpan di bank atas perseru-
juan mwgakks.

(). Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan semua bank, baik bank
pemerintah maupun bank swasta.

(3). Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepa-
katan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakar secara luas,
melalui media cetak dan pembuatan leaflet vang discbarkan melalui
petugas bank.

Kenyataan bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal
I3 terutama ayat (2) Keputusan DIRJEN Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor D/291 Tahun 2000 Ten-
tang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat terjadi ketidaktegasan bentuk
kerjasama BAZNAS terhadap teknis penghimpunan zakat melalui per-
bankan syariah, bukanlah hal yang remeh. Sebab, di dalam Pasal 12 ayat
(7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat secara konkrit dan tegas mengatur, bahwa BAZ dapat

hekerja sama dengan bank dan menjalankan fungsi pengumpulan zakat.
Ketentuan tersebut yairu :

(). Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pen-

pumpulan zakat harta mumgaekks yang berada di bank atas permintaan
muzakks,

Meskipun Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No-

mor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, BAZ hanya dapat bekerja
st hanya dalam pengumpulan zakat harta, munculnya kata “bank” mer-
Upakan awal titik terang bagaimana arah politik dan pengakuan Undang-
uidang Pengelolaan Zakat lama terhadap perwujudan sistem pengumpu-

sakat yang terintegrasi (ome gate sistens) melalui lembaga perbankan,

Wobaans Zadcat yireie barw tidak mengarur hentul keejasama BAZNAS dengan pibak-pilak terkai
Mt dengan perbankan seasiah,

Bl b, PF L afia
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Tahun 2008, campur tangan maupun otoritas perbankan syariah
sebagai bagian dari lembaga pengelola zakat, diperkokoh dengan mun-
culnya Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah vang menyatakan bahwa bank syariah
dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial perbankan syariah
sebagai lembaga baif al-mal yaitu sebagai lembaga penerima dan penyalur
zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (disingkat OPZ).'* Namun,
dengan adanya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No-
mor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakar, peran dan fungsi sosial
perbankan syariah menjadi lemah bahkan tidak diakui sama sekali.

Tidak diakuinya peran perbankan syariah dalam peraturan pen-
gelolaan zakat merupakan bentuk kekosongan norma (racuuns of norm),
Kekosongan norma inilah yang menyebabkan perbankan syariah men-
jadi tidak berwenang sepenuhnya dalam membantu pengelolaan zakat)
Kekosongan norma dalam pengaturan fungsi sosial perbankan syariah
semakin jelas ketika pemerintah hingga saat ini belum mengatur pera
turan pelaksanaan yang baru sebagai turunan Undang-undang Republil
Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terutam
tentang bentuk kerjasama pengelolaan zakat dengan perbankan syariah,

Sebab, ketentuan Pasal 13 terutama ayat (2) Keputusan DIRJEN
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS)
mor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zaka
yang menyatakan, bahwa BAZNAS dapat bekerja sama dengan semu
bank, atau dengan kata lain bukan hanya dengan perbankan syariah ada
lah tidak sesuai dengan asas-asas dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undan
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan asas-asas dala
pengelolaan zakat sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Republik Tnde
nesia Nomor 23 Tabun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.™ Hal i
vang memicu dan menimbulkan berbagai masalah normatif dalam rep
lasi pengelolaan zakat di Indonesta.

"“Ada scsuaru yang menarik untuk dikaji lebih dalam terhadap terminologi hank sya
atau UUS sebagai lembaga bait af-mal dalam menjalarkan fungsi sebagai “penerima” dan i
yalur zikat melalui OPZ." Persoalannya adalah mengapa ridik tegas menggunalan ey nino
schagai “penghimpun™ dan “penyalur zakar masyarakar,” sebagaimana fungsi perbankan sely
lembaga intcrmediast pada umumnya.

' Agas-asas pengelolaan zakat yaira asas syariat lslam, asas amanah, asas kepastian
aaps keadilan, asas faat, asas tenintegrasi dan asas ak bilitas,

Erob. "F L calhd
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Padahal jika dikembalikan pada prinsip dan asas pengelolaan zakar
sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Ta-
hun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu asas syariat Islam, asas aman-
ih, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas manfaat, asas terintegrasi
dan asas akuntabilitas, maka konsep perbankan syariah dalam menjalan-
kan fungsi sosial merupakan konsep kelembagaan yang paling siap dalam
penghimpunan dan penyaluran harta dan dana zakat yang saat ini dapat
dikonversi menjadi zakat uang,'*

Oleh sebab itu, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pasal 13 Keputusan DIRJEN Bimb-
Ingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (DIRJEN BIMAS) Nomor
13/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, sudah
saatnya diperbaharui dan disesuaikan dengan peran fungsi sosial perban-
kan syariah sebagaimana Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, agar tidak terjadi kekosongan norma dalam
pengaturan fungsi sosial perbankan syariah,

Kekosongan norma tentang fungsi perbankan syariah dalam sistem
pengelolaan zakat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menimbulkan berbagai per-
soalan terutama diranah yuridis.

14, Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Melalui
Perbankan Syariah
Kegunaan teori politk hukum memfokuskan kajian pada perta-

At berupa kebijakan Negara atau garis resmi dan arah Negara tentang

hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan. Kedua, situasi dan
hondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang melingkupi pember-

Iukuan kebijakan. Ketiga, penegakan hukum dalam kenyataan.

Patut di akui bahwa pembentukan hukum sangat dipengaruhi oleh

Mngkat perkembangan masyarakat, yaitu kenyataan sosial kemasyaraka-
hn yang ada. Biasanya pendekatan dalam pembentukan hukum disesuai-

dengan kondisi pragmatis masyarakat yang ada. Pembentukan hu-

"Siap dalam ard instirsi perbankan syariah memiliki sistem, sumber daya insani, infra

Weikiur dalam aplikasi yang akuntabel, dan terhubung dengan sistem pengawasan dan pertang:

fiwaban dengan FPATI, O)K dan Pajak. Dengan kata lnin, opemsionalisasi perbankan sya-

» wierndliki siveem chek jond badenier,
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kum juga sangat dilatari tingkat ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan
Lekmlﬁga:gi sﬁﬂkzpcrcaym agama dalam sebuah masyarakat masyamkn.t.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat lnvn:loncsta
sebagian besar beragama Islam. Oleh karenanya, secara subyektif dapat
dipahami apabila umat Islam berkeinginan agar dalam penyusunan hu-
kum nasional masyarakat islam berupaya mengindahkan h!akum Islam.
Namun, persoalan yang amat penting bahwa i,stan-f scbagm agama rah-.
mat bagj seluruh alam telah menjadi spirit tersendiri bagi hu!mm islam
yang berbeda dengan karakter ajaran-ajaran lain. Islam sel?agm m}unamn:-
li al-"alamin menempatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di dalam hukum
islam menjadi pedoman umat dalam mewujudkan tﬂgﬂkﬂ}%‘l kemakmuran
dan keadilan disegala bidang, termasuk keadilan ekonomi berlandaskan
nilai-nilai syariah.

Atas pemikiran tersebur, zakat scbagai instrumen sum'?e: ckono
mi umat islam menjadi penting untuk diperjuangkan, mengingat zakat
merupakan kewajiban umar islam yang telah disyariatkan dalam hukum
islam. Pemberlakuan perintah zakat secara historis telah terlaksana der
gan bersamaan masuknya agama Islam di nusantara.

3.4.1.Periode Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Zakat di
Indonesia
1. Politik hukum islam periode Kesultanan nusantara -
Secara ilmiah, penelitian mengenai hukum Tslam di Indonesia sejaul
penelusuran yang dilakukan, belum berhasil secara uruh da]am‘mcn ng
kap misteri bentuk-bentuk penerapan hukum %slam dalam k:‘m;-a‘mw e
jaan Tslam (kesultanan). Walaupun cukup sulit mengeksploitasi h kaf
pada masa kesultanan terkait perumusan norma tentang zakat, sctidake
ya Arskal Salim, dalam tulisannya “Perkembangan Awal Hukum Iﬁlmn-
Nusantara” mencatat bahwa keberadaan hukum Islam bergantung pag
kealiman dan pengelolaan zakat oleh seorang Sultan itu sendiri.
Perkembangan hukum Tslam di Indonesia bcrsama;n deng:m
ukn Islam terutama di pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan (3
un:r:; ﬁr:::kcfnudim berdiri dan melaksanakan hq.T]cum Islam ala
wilayah kekuasaannya masing-masing, Kerajaan-kerajaan Is!im di be
bagai dacrah seperti berdirinya Kerajaan Islam pertama yaitu k_ 3
Samudera Pasai di Acch pada akhir abad ke 13 M., kemudian di pula
Jawa berdiri Kesultanan Demak, Jepara, Tuban, Giresik, Npgampel d

El i P ket
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Banten. Selanjutnya pada abad ke 15 dan abd ke 16, di bagian tengah
dan timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam lainnya sepert
di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate
serta Tidore, Banjarmasin, dan Mataram. Sclanjutnya pada abad ke 17,
kerajaan Islam mencapai puncak kejayaannya.

Hukum Islam sebagai sub sistim ajaran Islam telah mempunvyai
kedudukan yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan-pera-
turan kerajaan waktu iti. Menurut Thohir Luth, pada masa puncak ke-
Jayaan tersebut syariat islam telah diberlakukan baik menyangkut hukum
perdata Islam maupun hukum pidana Islam, Pelaksanaan Hukum Islam
ketika itu dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu kategori pelak-
sanaan hukum islam secara normatif-formal dan pelaksanaan nilai-nilai
hukum Islam yang hidup di dalam masyarakar.

Berlakunya hukum Islam sebagai hukum yang berlaku secara for-
mal, maka kerajaan-kerajaan pada waktu itu berupaya menegakkannya
dengan membentuk suatu badan atau lembaga peradilan yang dapat me-
maksa berlakunya suatu hukum, Di Kesultanan Yogyakarta misalnya,
berdiri schuah lembaga peradilan yang khusus menangani kasus tertentu
yuitu Peradilan Surambi di samping peradilan-peradilan lainnya. Dalam
Peradilan Surambi atau peradilan Hukum Dalem, para perangkat diang-

hut oleh Sultan seperti jabatan Penghulu Agung yang bertugas antara lain
sebagai gadi atau hakim, dan pemimpin masjid. Di samping itu menurut
Adnan pada masa kesunanan bahwa Sunan Kalijaga sebenarnya adalah
Aorang hakim besar, hal ini tampak dari gelar namanya vairu Kalijaga,

Kesultanan-kesultanan Islam sebagaimana tercatat dalam sejarah

it saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif

it berlaku. Penetapan hukum Islam sebhagai hukum positf di setap
sultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang

Wlah berkembang di tengah masyarakat Muslim masa itu. Fakta fakea
il dibuktikan dengan adanya literatur fikih yang ditulis oleh para ulama
Nimantara pada sekitar abad sebelum kolonial Belanda. Hukum Islam
Wrupakan satu satu sistim hukum yang dijalankan dan menjadi kesa-

i hukum yang berkembang dalam sebagian masyarakat Indonesia.
Perlu menjadi perhatian bahwa hukum Islam yang berlaku secara
stinal adalah terbatas pada masalah Syariah dan selalu ada orang-orang

'4-:‘“-- Fadaa 47
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tertentu yang ahli dalam bidang agama Islam yang dipercaya masyarakat
Islam, dan diberikan tgas untuk mengurus masjid dan bidang hukum
perkawinan, Daerah-daerah yang menerima Islam dengan kuat terdapat
pengadilan Islam yang menggunakan hukum Islam dengan bentuk yang
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain, semisal di Aceh,
Jambi, Kalimantan Selaran, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Di daerah-daerah tersebut, hakim-hakim Islam diangkat oleh para
penguasa setempat. Adapun di daerah yang lain semisal Sulawesi Utara,
Tapanuli, Gayo, Alas, dan Sumatera Selatan tidak ada institusi pengadilan’
yang bertugas menyelesaikan sengketa perkawinan, tetapi tugas-tugas itu
dilakukan oleh pemuka-pemuka agama, Berbeda dengan di Jawa sejal
kira-kira abad keenam belas sudah ada peradilan Islam (peradilan agama)
di setiap Kabupaten dan peradilan ini diselenggarakan oleh penghulu
sebagai pemangku jabatan kemasjidan setempat. Prakeek persidangan
dilaksanakan di serambi masjid-masjid, yang karena itu dikenal dengan
Pengadilan Surambi sebagaimana dijelaskan di atas.

Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka tampak
jelas bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam telah menjadi hu
kum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ajaran Islam,
sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek:
aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber aja
ran Islam itu sendiri, yakni al-Qur’an dan al-Hadis,

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribad
anggota keluarga dan anggota rnasyarakat, di mana saja umat Islas
menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yas
perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar ke
adaan masyarakat Islam akan sangat tergantung kepada komposisi besa
kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini d
diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengary
dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajara
ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat.

Jika melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam®
Nusantara masa lampau, upaya untuk melaksanan ajaran-ajaran Isla
termasuk hukum-hukumnya, tampak mendapat dukungan yang be
bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, y
para Raja dan para Sultan.

Hudosiee Faadeet QR
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. Hal tersebut masih tampak dari jejak peninggalan kehidupan so-
sial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu seperti di
Kesultanan Acch, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan,
Kesultanan Buton, Bima, Banjar, Ternate dan Tidore, Surakarta, Banten
dan Circbon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberi-
kan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. schingga muncullah
berbagai kitab hukum dirilis oleh para ulama.

Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam
ietidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata seba-
jai hukum positif yang berlaku di negeri masing-masing, Kerajaan juga
membangun masjid besar di ibu kota negara, sebagai simbol betapa pent-
Ingnya kehidupan keagamaan.

]

% Politik hukum islam periode kolonial Belanda

Intervensi kolonial Belanda di akhir abad ke-16 ditandai dengan ke-
ditangan organisasi dagang Belanda VOC tahun 1596 di Banten. Pan-
ilangan lain menyebutkan bahwa permulaan masa penjajahan dimulai
tlengan kehadiran Kongsi Perdagangan Hindia Timur (Vereenigde Oost-
Indische Compagnie atau VOC) yang diditikan pada tanggal 20 Maret
Ihun 1602 M. Mereka adalah persekutuan dagang asal belanda yang
ihemonopoli basis-basis ekonomi sepert jalur perjalanan untuk aktivitas

perdagangan di Asia.

up bagi pemeluknya. Upaya penghapusan Hukum Islam yang dilaku-

han secara terus-menerus hanya mampu pada bidang hukum pidana.

Pada masa kolonial Belanda, zakat menjadi salah satu sumber dana

I. fiyebaran agama Islam ke Indonesia. Implementasi zakar kala itu di-

Wiikan terutama untuk bagian fi sabilillah. Pada tanggal 4 Apustus 1893

inya pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial mengelu-

han kclhijaksmam mengenai zakat. Kebijaksanaan tersebut dituan
i Bijbald Nomor 1892. Kebijakan pengelolaan zakat dilandasi se-

Wil alasan mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh
i penghulu.
IJ

ara penghulu tersebut tidak diberi gaji dan tidak diberikan jaminan
sejahteraan, apalagi untuk keluarpa mereka. Di samping itu, upaya ini
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juga disertai dengan niat buruk pemerintah Belanda ],rnng‘ungnja me-
lumpuhkan sektor pendapatan negara yang bersumber dari zakat. .Pada
bidang lain, Tidak dapar dipungkiri, bahwa hcrdasukan_ fakta selara!\
pengadilan Gubermen, disediakan anggaran yang memadai dn'n pegawai-
pegawainya pun digaji oleh Negara, sementara untuk pengadilan agama
tidak diberikan anggaran olch Negara,

Pegawai-pegawainya tidak digaji demikian juga flcnga kePa!a pen
gadilan agama. Bahkan dalam kedudukannya sebagai ]ﬂ_ictua disamakan
sebagaimana Penghulu Landraad. Biaya-biava yang fhpcrh{kan untulg
kebutuhan-kebutuhan administrasi peradilan, harus d:cukupl_dan bﬂi
perkara yang dipungut dari pihak-pihak yang berperkara. .-\Iclhamga‘ & .:
rang orang-orang Alim (yang menguasai ilmu agama) yang mau menj g
pegawai dan hakim pengadilan agama. Sehingga kehtmyakan pegeval
pegawai pengadilan agama pada masa itu diangkat dan pengurus-pengis
rus masjid yang kurang menguasai ilmu agama.

Selain itu kebijakan tersebut dibentuk untuk mcnnf'nbah bag
ekonomi dalam melaksanakan administrasi kekuasaan pcr:.:t:nmal-l. Belag
da. Pemerintah Hindla i3elanda melarang semua pegawai pemerinta
dan priyayi pribumi -untuk berpanisipasi dalam [:claksan:mn‘
tan zakat. Larangan tersebut dituangkan dalam Bijbald selanjutnya ya
Nomor 6200 tertangggal 28 februari tahun 1905, .

Ketertarikan pihak kolonial terhadap kawasan nusantara, huksut"
disebabkan semakin terdesaknya posisi Belanda dalarn percaturan pal
internasional, tetapi juga secara ekonomis nusantara ketka itu m
kawasan yang menjanjikan terutama bahan bahan r::mpf#a-rem
Secara sosiologis kolonialisme cenderung menjalankan misi ganda y
ckonomi dan agama. .

Indonesia khususnya dan kawasan dunia Melayu umumnys 368
komunitas muslim yang secara teologis dalam ‘pcrscpsi kolonial i
nota benenya dianggap penyimpang dan Pc:rlu d:!umskan Kepen o
agama jauh lebih besar bobotnya, meskipun misi wut di an
dengan kegiatan ckonomi dan 101 telah terbukt fnc]:!m perjalangy
jarah Indonesia. Setiap misi dagang dan :k?l'funnnya kolonial
senantiasa melibatkan pastor-pastor agama Kristen. .

Misi VOC sebagai perpanjangan tangan pcmcnmah Belanda
punyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan .

Llodsiose Foaded 1IMY

tlech Gubernur Jenderal Jacob Mossel (1750-1761).

akui bahwa di sebagaian besar kalangan masyarakar I ndonesia, Islam
Mierupakan agama yang dijunjung tinggi pemeluknya. Penyelesaian
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Sebagai upaya pemantapan pelaksanaan kedua fungsi tersebur, digunakan
hukum dan peraturan perundang-undangan Belanda. Di daerah-dacrah

vang kemudian satu persatu dapat dikuasai kolonial akhirnya membentuk
badan-badan peradilan.

Atas dasar berbagai pertimbangan, VOC membiarkan lembaga-
lembaga asli yang ada dalam masyarakar sebagaimana sebelumnya. Lang-
kah ini diambil sebagai upaya menghindari perlawanan dari masyarakat
dengan memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari. Belanda tetap mengakui apa yang telah ber-
laku sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara, seperti hukum
keluarga Islam, perkawinan, waris dan wakaf,

Bahkan pada pertengahan abad ke-18 pemerintah Belanda berusaha
menyusun buku-buku hukum Islam sebagai pegangan hakim-hakim pen-
padilan (landraad) dan pejabat pemerintahan, Dalam statuta Jakarta 1642
bahkan hukum kekeluargaan diakui dan diterapkan dengan peraturan Res-
ulutic der Indiesche Regeering pada tanggal 5 Mei tahun 1760 sebagai atu-
tun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Atas perkembangan

i maka dikenal beberapa compendium yang disusun oleh pejabat-pejabat
lelanda dari pakar hukum, misalnya conpendium van clookwijck Guber-
nur Sulawesi waktu itu (1752-1755) dan compendium frejle yang dilakukan

Sejak tahun 1800 para ahli hukum dan kebudayaan Belanda men-

Berdasarkan gejala sosial seperti tersebut, LW/C, van den Berp

HIN5-1927), seorang sarjana Belanda berkesimpulan bahwa pada masa

Wl penjajah Belanda, yang beragama Islam berlaku teori recoplio in com-
ww yang berarti orang-orang muslim Indonesia menerima dan mem-
Hakukan syariar Islam secara keseluruhan. Hukum Islam dalam pers-
Iif Belanda dan umumnya Barar memahami adalah hanya persoalan
wlah dan hal-hal yang tetkait crac dengan riualitas semata,
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Terlepas dar ketidaksempumaan kolonial memaham hakekat Islam,
menurut Harry | Benda, meskipun pengakuan itu ada, namun pada abad
ke-19, banyak orang-orang Belanda baik di negerinya sendin maupun yang
sedang berada di daerah Hindia Belanda berharap dan bercita cita untuk
menghilangkan pengaruh Islam di nusantara diantaranya dengan proses
kristenisasi, Karakter yang sama juga sebenarnya dikembangkan Spanyol
dan Inggeris dalam menjajah kawasan muslim lainnya, seperti Serawak,
Borneo (Brunei) serta beberapa kawasan muslim lain seperd di Filipina!
dan Thailand. Kelihatannya antara misi dagang dan misi kristenisasi men-
jadi tpologi kolonial dalam pertualangan politik menjajahnya.

Sikap pemerintahan kolonial terhadap Islam dan penganutnya mer-
upakan saw misi politik Islam yang bemuansa ganda, yakni misi menjajaly
secara ekonomi dan politik, misi kedua adalah misi keagamaan mereka,
Dari segi misi politik dan ekonomi, Islam dipandang sebagai penghambat
perakan kolonialisme karena Islam memiliki ajaran yang anti penjajah.

Sementara dari segi religius politik Islam dianggap schagai agama
sesat dan untuk itu maka Kristen scbagai agama para penjajah menjadi
memiliki gerakan Kristenisasi. Berdasarkan kedua alasan politik terses
but, maka kaum penjajah berupaya secara sistematis untuk membendung
petkembangan agama Islam dan melemahkan kekuatan umat lslam
ranah jajahan mereka.

Tindakan yang dilakukan Belanda untmuk membendung keku
tan umat Islam dilakukan; pertama, pengawasan secara ketat terhaday
aktifitas umat Islam. Mercka melakukan serangkaian penelitian untu
mengetahui kelemahan dan kekuatan kaum agama, serta memberikas
nasehat-naschat kepada pemerintah Belanda tentang apa yang harus di
lakukan. Selain penclitian yang dilakukan Pro Van Ronke juga penugasat
mata-mata (spionase-spionase) yang menyelidiki kegiatan-kegiatan ka
agama yang dikhawatirkan dapat membahayakan kedudukan kaum kolg
nial dan melaporkan segala gerakan kaum muslimin.

Khusus mengenal mata-mata ini, Belanda sening merekrut pél
duduk pribumi dengan imbalan kedudukan atau uang Misalnya
dilakukan Sayid Sulaiman Al-Jufri yang telah bersedia memata-mal
kegiatan Paderi Minangkabau dan kemudian terbukti dan diketah bahg
ia telah menjadi mata-mata Belanda sehingga kemudian dibunuh ol
kaum Paderi. Kedua, dengan mendekati, membujuk dan memuji i
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para guru tariqat dengan harapan agar umar islam lebih memusatkan per-
hatian kepada suluk dan dzikir.

Menurut Harry J. Benda, pada abad ke-19 M hukum Islam telah
melekat sebagai sebuah bagian tatanan hukum bagi masyarakat. Sayangn-
va, masih menurut Harry | Benda, karena alasan ini pula maka orang
Belanda pada abad ini berusaha menghilangkan pengaruh Islam dari se-
bagian besar masyarakat Indonesia dengan berbagai cara. Di antaranya
adalah propaganda tentang superioritas agama Kristen terhadap agania
Islam serta kepercayaan bahwa sifat sinkretisme orang Jawa yang beraga-
ma Islam akan memudahkan orang Jawa untuk dikrismnk;m, -da.ripada
mercka yang berada di negeri-negeri muslim lainnya.

3. Politik hukum islam periode kolonial Jepang

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat
kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada tanggal 8
Maret 1942, pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah
satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, yang
menegaskan bahwa Pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan
vang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Ke-
letapan baru ini tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan
hukum Islam sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan
Bielanda.  Kebijaksanaan pemerintah Jepang terhadap Undang-Undang
hahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari Pemer-
intahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Oleh sebab itu, nyaris tidak ada perubahan berarti bagi posisi hukum
Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah air. Namun bagaimana-

[in juga, bagi pemimpin Islam masa pendudukan Jepang jauh lebih baik
thiripada Belanda terutama dari sisi adanya pengalaman baru dalam meng-
Mtur masalah-masalah keagamaan. Abikusno Tjokrosujoso menyatakan,
hahwa kebijakan pemerintah Belanda telah memperlemah posisi Islam.
Islam tidak memiliki para pegawai di bidang agama yang tedatih di masjid-
hasjid atau pengadilan-pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan
Ell.iltk vang memperlemah posisi Islam baik dari politik hukum, sosial,
Indaya dan ekonomi. Ketika pasukan Jepang datang, mereka menyadari
bahwa Istam adalah suatu kekuatan di Indonesia vang dapat dimanfaatkan.

"Hurry | Benda, Bulan Sabit dan Marhar Teebit, Tilam Indoncsia Mass Pendudukan
i, Jakart Pustaka faya, 1980 01m 45
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Selama kekuasaan Pemerintahan Balatentara Jepang di Indonesia
(kurun wakru tahun 1942-1945), pada dasarnya eksistensi perkemban-
gan agama islam termasuk simbol-simbol hukum islam sepert pengadi-
lan agama tidak ada perubahan yang signifikan, keadaan ini bukan berarti
Pemerintahan Balatentara Jepang menyetujui susunan badan peradilan
termasuk Peradilan Agama yang telah diatur oleh Pemerintahan Kolonial
Belanda, akan tetapi semata-mata karena kesibukannya dalam mengha-

dapi perperangan di mana-mana selama pemernintahannya di Indonesia,

103 telah memberikan legalitas dan wewenang kepada pemerintah untuk

menangani, mengelola, mengarur, menara, mengorganisir, dan mening-

katkan dayaguna zakar ini. Tentu den ' ingan
} g gan memperhatikan ke
dan kemaslahatan umat dan bangsa. S e
Lebih jauh Ahmad M. Sacfuddin mengatakan, bahwa pelaksan-
aan zakat nlch‘ncgua- akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi
vang growth with equity, peningkatan produktivitas yang dibarengi den-
an pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi
nmsyé:cakau Selain dari itu, menurur Mohammad Daud Ali, zakat akan
memben keuntungan jika dipungut oleh N < :
W ngu cgara. Keuntungan-keuntun-
. l_’ara wajib zakat lebih disiplin dalam m
fakir-miskin lebih terjamin haknya,

Dengan menyerahnya Jepang dan bangsa Indonesia memproklamir-
kan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangs
Dewan Pertimbangan Agung bentukan Pemerintahan Balatentara Jepang
telah mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping
peradilan-peradilan yang lain. Pada masa pendudukan jepang, ada kele:
huasaan lebih baik lagi terhadap kelangsungan pergerakan Islam.

enunaikan kewajibannya dan

. Perasaan fakir-miskin da at dija idak i j
i p Jaga, ti MErasa seperti orang yang

4. Politk hukum legislasi kelembagaan pengelolaan zakar setelah ke
¢ Pembagian zakat akan menjadi lebih tertib;

merdekaan
Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia menjadi babak
baru bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pasca pembacaat
proklamasi kemerdekaan, legitimasi terhadap perkembangan hukum islag
termasuk pelaksanaan zakat tampak dengan diberlakukannya sila pertamg
Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945,

Sesuai dengan norma pokok sebagaimana asas dalam sila pertamy
Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945, maka tujuan utama pelaksanaan zaks
sebagai salah satu ibadah umat islam adalah mewujudkan peningkata
dan pemberdayaan masyarakat ckonomi lemah sebagaimana Pasal 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa fakir-miskin da
anak-anak terlan tar dipelibara oleh Negara. Kata-kata fakir dan miski
vang dipergunakan dalam Pasal tersebur jelas menunjukkan pada pa
mustahiq yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.

Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilil-

lah misalnya, dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih
mengetahul sasaran pemanfaatannya,

Oleh karena it, pemerintah petlu berupaya mencari pemecahan
masalah za?kat, schingga lembaga zakat benar-benar dapat mencapai sasa-
ran.dan tujuan pengeiolaan zakat. Karena apabila hal itu telah terjadi dan
dibiarkan terus berlangsung, maka akibatnya tidak saja akan men i
kesadaran beragama pemeluk agama Islam, tetapi juga akan mmgmg—l
bt usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bifnbjn—
Jian ke arah pelaksanaan hukum Islam yang lebih baik.

Petjalanan umat Islam dan emerintah da upa .
i pengelolaan dan pemhcrda}-a;fn zakat, infaqﬁ sfd:l:ar;?::ﬂmh::n
pasca kemerdekaan mengalami sejarah yang panjang, Secara historis, ke-

bijakan pengelolaan zaka i beri
. g t, adalah sebagai berikut: Pertam -
ajaran suatu agama, namun falsafah Negara Indonesia dan Pasal- e

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi k Urdonantic pemerintah Hindia Belanda 1:;}:1:]; T.:L:f{:i:;f:&dﬂﬁ:
mungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksd 28 Februari 1905, Pengaturan inj pada d:ts"li-n n
aan pemungutan zakat dan pendayagunaannya. Memang untuk meng Jemenineah ndak mencampuri bahkan menverahkan kepada umat ;ﬂ afn
tur masalah zakat yang banyak mengandung dimensi kemasyarakatan | thin bentuk pelaksanaannya sesuai ajaran Islam.

diperlukan campurtangan pemerintah. Al-Qur’an surat al-Taubah ay

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pag

Fllkcone. P LR adfd
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Kedua, hampir dalam pola yang sama, pada 8 Desember 1951, Ke-
menterian Agama mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Zakat
Fitrah Nomor A/VI1/17367 yang isinya antara lain: “Kementerian Agama
dengan zakar firrah ini tdak mencampun dalam soal pemungutan dan/
atau pembagiannya”. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama hanya
menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewa-
jibaninya, serta melakukan pengawasan supaya pamakaian dan pembagian-
nya dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.

Ketiga, pada tahun 1964, Kementrian Agama menyusun RUU ten-
tang pelaksanaan zakat dan RPPPUU (Rencana Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang) tentang pelaksanaan pengumpulan dan
pembagian serta pembentukan bait al-mal. Akan tetapi waktu itu RUU
belum sempat diajukan kepada DPR dan RPPPUU belum diajukan k
pada Presiden. Keempat, pada tahun 1967 disusun pula RUU tentang
zakat yang diajukan kepada DPRGR dengan dengan Surat Menteri Agas
ma Nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. Surat Menteri Agama
antara lain menyebutkan;

upakan tatanan syariat Islam, oleh karena materinya mengenai hukus
lslam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau pun tidak diat
dengan Undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus be
laku bagi umat Islam, dalam hal mana Pemerintah wajib membantunyg
Namun demikian Pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatk:
manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya di
dalam Undang-undang,

Kelima, sementara itu Menteri Agama juga mengirimkan R
tentang zakat tersebut kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangs
dengan surat Nomor MA/099/67 tanggal 14 Juli 1967. Menteri Ses
diharapkan memberikan saran dan tanggapan, karena zakat itu menup
hukum penggunaannya juga untuk kepentingan dan tujuan sesial. D)
hal yang sama juga diharapkan kepada Menter Keuangan karena Depy
temen Keuangan mempunyal pengalaman dan wewenang dalam bida
pemungutan. Menteri Keuangan menjawab dengan surat Nomor (1
1-5-25, agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agan
Keenam, pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama (Pl
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan badan Amil Zakat.

E B L R

unl oleh
lalam Lembaran

Pengatunan Kelembiapaan Pengeloiaan Zakat Melaiui Perbankan Syeriah

. l];eﬁ;uiuh pada tahun yang sama dikeluarkan PMA Nomeor § Ta-
menurut hukum agama tentang pembentukan bait al-mal, Bai
a!—mal vang dimaksud da.lam PMA Nomor 5 Tahun 1968 in I.:»r:r-irtiarﬁ:llsT
_ L. PMA Nomor 4 Tahun 1968 ‘
31'2102 u51 Iahuﬂ 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat de[:;j:nnPﬁ
.BEd lﬁma' yang m:nan?pung dan menerima zakar yang disetorkan oleh
an il zakat seperti dimaksud dalam PMA Nomor 5 tahun 1968,
| gcdepalan. belam bersclang lama pelaksanaan PMA Nomor 4 Ta-
wun 68 daln PMA Nomor 5 Tahun 1968 tersebur di atas keluarlah
?;E;m:] l;rcsldcn dalam peringatan Isra dan Mi’raj tanggal 2"3 Oktober
e L:,::l; Ncgm lr;nltang Pelaksanaan ZakatSelanjutnya diikur
31 Oktober wﬁ;”:::‘ m]:::;:;:amlwn?ﬂ;!mfpmrq”WI%B 9.4
1 , an k a Mayy y
piitumnegam, Azwar Hamid dan Aing ﬁffnncE l::i:if ;T:Ezi}t:;hdlz?m-
[:q. aksanaan seruan Presiden pada peringatan Isra dan Mi'raj tcrscbm
Seruan dan dorongan Presiden tentang zakat kembali dikurnandangk:;

dalam sambutan Beliau pada shalat | i
e Pada shalat Idul Fitri 21 Desember 1968 dj hala-

A he:;:mbﬂﬂn, scl_lubungnn dengan anjuran dan surae perintah terse-
» maka dengan instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1969

Llirr:tapkan penundaan elaksana :
lliil'l 5 Tahun ‘[968 p b PETRUED Mentfl‘l Agama NU‘ITH'.I[ 4

Kesepuluh, pada
1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang di ketuai
s diserukan agar mengirimkan hasil pengum
tng zakat kepada Jenderal Soeh i i : Puj-m
s Nomor AT0.00. 580 Sesslen Rl el pekenRg giro

k. 'I:C;fbdﬂ& pada tanggal 17 Februari 1982, dengan akte notaries 29
r badan yang bernama Yavasan Amal Muslim Pancasila yang diket-

Berita Negara Rl tangeal 26 Februag 1982, Nomor

17, Di antara dana yay ini di '

' yayasan ini diperoleh dari sumbangan sukare| l
jiota KORPRL Berdasarkan Keputusan KORPRI Nanfnr Ke Mj’lt:f
o/ 1982 tangpal 27 November 1982, ” .

ian IV schesar Rp, 100000/ nggota per bulan, Golongan 111 sebesar |

jumlah sumbangan sebesar: Golon.
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Rp. 500,00/ anggota per bulan, Golongan 11 sebesar Rp. 100,00/ anggota
per bulan, Golongan 1 sebesar Rp. 50,00/anggota per bulan.
Keduabelas, pada tahun 1984, telah pula dikeluarkan Instruksi Men-
teri Agama Nomor 21 tahun 1984 tanggal 3 Marct 1984 tentang Infak
Seribu Rupiah yang diadakan khusus selama bulan Ramadhan Pelaksan-
aannya diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dar Urusan Haji No-
mor 19/1984 tanggal 30 April 1984, Sedangkan penggunaannya diatur
dalam Radiogram Menteri Agama Nomor 16/1986 tanggal 13 Juni 1986.
Ketigabelas, pada tanggal 12 Desember 1989 telah dikeluarkan
Instruksi Menteri Agama Nomot 16/1989, tentarg pembinaan zakat,
Infak, Shadagah, Instruksi Mentert Agama tersebut menetapkan semua
jajaran Departemen Agama (Kanwil, Kandepag, dan KUA Kecamartan)
membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan
zakat, infaq dan shadagah agar menggunakan uang hasil pengelolaanaya
untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.
Keempat belas, pada tahun 1991 juga telah dikeluarkan Keputusan
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 dan
47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqahs
Keputusan Bersama tersebut ditindaklanjuti Instruksi Menteri Agami
RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badag
Amil Zakat, Infaq dan Shadagah disamping itu juga ada Instruksi Men
teri Dalam negeri R1 Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umu
Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Kelimabelas, sebagai penyempurnaan dan peningkatan pengelolaa
zakat, maka pada Tahun 1999 telah disahkan Undang-undang Nomor 3

—*
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3.4.2.Politik hukum kelembagaan pengelolaan zakat melalui bank

_ Beranjak dari pandangan Bellfroid y *finisi
ﬁ:s pdl"mcs pembentukan hukum puiiﬁnﬁeiiiﬂsfig’jiﬁ: i
P;m m;,;b-:;:ikm Fu::uk memenuhi kebutuhan perubahan dalam Inclz:i-u'n:lilil
o bf,-k a;au l“.Jk hukum terkadang juga dikaitkan dengan kebija-
ffhﬂﬂ'!’rmwm?fbm:ga&:} P sl ”"f"“"i'”
Inggﬁsﬁaﬁ. i ;:Ja @ or not fo do. Istilah kebijakan berasal dari bahasa
Fainc “ga u dalam bal)nsfa Belanda politiet: yang secara umum dapat
i mimdmip-pnnsnp umum yang berfungsi unruk mengarah-
urusan publik, masalahl-“ni:f;i;:a;:::ngakmr o ‘:“ﬂ}’ﬂles‘ﬂkﬂ“ o
yarakat atau bidang-bi
sunan peraturan perundang-undangan dan pcngaplik:sl?agﬂgml::}tz

petaturan, dengan suaru tu; garah
! juan y: 1
kesejahteraan arau kmkmumjr:aﬁ}rht i PSR Py

Waan (ewechmassighed) dan kepastian hukum (rechsicherbeid) dalam sisten pe !bm
“ e

ket Hal jni terwnghap dalame fuy i
e jua;T Pembarngunan sistem pengelodaan wakar sebagai beri-

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai tindak lanjut pelaksat
aan Undang-undang tersebut. Menteri Agama mengeluarkan Keputusi
Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor s
Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dan sebagai petunjuk teknis tel
dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Ishi
dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000, tenntang Pedoman Tek
pengelolaan zakat. Disamping itu juga relah dikeluarkan Undang-unda
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-ur
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diantarag
mengatur tentang pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasi
kena pajak.

.n\[—.!llunuh‘.jm *}h‘m H,
- - : wwkiewr Poctama gy Penamigadangn
‘ “'.':::r.' “,mm Atmajaya, 1999), him. 10 Pomyslatunaon Kasmpusr, (Vi
] talah rapat proses pembahasan Ra I
' ¢ nCangan U:'bdnng- 1 ang
M, Ketcrangan Pemerintah di Hacdapan Rapat Paripurn m:r;mﬁrm mwmllﬁf"
n

Foln mengenai Ranca u
g igan Undaog-Undang tentang Pengeloluan Zakat, Jakartg 26 Juli 1999
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Politik hukum yang tersirat dan tersurat dalam proses pembentukan
Undang—undang pengelolaan zakatr tersebut, dapat dilihat dalamy pan-
dangan fraksi yang ada di DPR R, sebagai benkut;

4. Pandangan Umum Fraksi PABRI
Fraksi ABRI berpandangan bahwa zakar memiliki peran penting
dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kesejahteraan so-
stal ekonomi bangsa sesuai sila ke 5 Pancasila yaitu keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya tujuan zakat bagi perekonomian
bangsa Indonesia tidak berjalan sesuai harapan karena disebabkan oleh:

1. Kurangnya pengetahuan dan informasi umat islam tentang ke-
tentuan zakat. 2. Kesadaran umat islam di Indonesia yang tinggi baru
tampak pada penunaian ibadh zakat fitrah, sedangkan penunaian zakat
harta belum banyak yang menyadarinya. 3. Terdapatnya kebiasaan pen-
varakat yang menyerahkan zakatnya secara sendiri-sendiri lengsung k
pada mereka yang berhak menerimanya. 4. Adanya sikap masyarakat
vang kurang percaya kepada badan pengelola zakat tentang sampai atau
tidaknya zakat tersebur kepada yang berhak menerimanya.

Mengingat bahwa pengelolaan zakat secara optimal dapat menin
gkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka untuk mens
ingkatkan pemanfaatan zakat sesuai fungsinya perlu ditegakkan sis i
pengelolaan zakat yang dituangkan dalam sebuah peraturan perundangs
undangan. Oleh sebab Fraksi ABRI menyambut baik prakarsa
intah mengajukan Rancangan Undnag-Undang tentang Pengelolaa
Zakat. sebagai landasan dalam pembahasan RUU pengelolaan zakal
Fraksi ABRI menggunakan pokok-pokok pikiran schagai berikut:

.Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat hendaknya ¢
mengandung unsur paksaan atau mengharuskan agar setiap umat islif
membayar zakat namun lebih memberikan dorongan untuk melaksam
kan kewajibannya. 2. Undang-undang ini hendaknya menjamin terwil
judnya pengumpulan dan pendayagunaan zakat dan dilaksanakan see
transparan oleh lembaga/badan yang dibentuk. 3. Undang-undang
dapat mewujudkan tercapainya pemanfaatan zakat secara optimal di
bersifat produkdif serta ckonomis dan hendaknya mampu nlemband
mengangkat kehidupan fakir miskin dan mustahiq lainnya yang memb
tuhkan. 4. Undang-undang ini hendaknya menjamin bahwa penyalug

T
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T;-:szk:jlt kepada para mustahiq ditakukan secara adil, tertib, tepat sasaran
rerdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan ketentuan agama Islam :

. B_::rdasa:kan pokok-pokok pikiran tersebut, Fraksi ABRI melalui
juru bn:afa Rukmini menyampaikan beberapa tanggapan atas RUU Pen.
gelolaan Zakat terutama terkait dengan sistem kelembagaan pen, eioiaan
zakat melalui bank untuk mendapat penjelasan dari pemcrimahg Ta
gapan Fraksi ABRI menyangkut kelembagaan pengelolaan mkat m:li::
:L‘!J bank s-:bagmmlana angka 4 menyatakan: Pasal 12 avat (2) disebutkan
ahwa billd:m Amil Zakat dapat bekerjasama dengan bank. Disarankan
uang ha?ﬂ pengumpulan zakat, infaq dan shadagah dikumpulkan di bank
yang terjamin keamanannya dan memiliki prinsip-prinsip yang tidak b
fentangan dengan hukum Islam, i &
- Jika dimaknai secara substantif, pandangan Fraksi
minkan arah politik hukum dalam Rancangan Undang-undang tentan
I’::ngt:loiam? Zakat mengandung pokok pikiran politik hukurf seb ;
representasi kehendak suaru kekuasaan dalam pembentukan pera B
perundang-undangan yaie ; i
Pertama, cerminan politik hukum tentang pokok pikiran yang me-
negaskan bahwa zakat yang terlembaga secara profesional memiliki per-
inan yang strategis mengingat BAZ secara normatif bertugas mcmPn -
katkan daya guna zakat melalui berbagai cara salah satunya yaitu mcIaIEi
lembaga keuangan yaitu bank, Pandangan Fraksi ABRI dikaitkan den
pandangan Padmo Wahyono menyatakan politik hukum itu sebagai kf;ilj
g.l.k:m dasar yang menentukan arah, bentuk dan isi dari hukum afn akan
dibentuk, diterapkan dan ditegaskan, dan kebijakan yang berk:jtaff den-
pan hukum yang diberlakukan masa mendatang, maka Undzng—undzn
pengelolaan zakat harus senantiasa selaras dengan tujuan UUD 1945 -
Tujuan dari UUD ;

ABR! mencer-

1945 yaitu mewujudkan

jahtera, terimplementasi dalam norma :,-mgi mengﬂﬂn:::ii:sl;a;:rﬁﬁ 5‘:
sehagai lembaga mitra BAZ untuk mcnuﬁ}ang pembangunan nasi::al
diluldang ckonomi dan kesejahteraan mustahiq zakat serta terbukany
bagi masyarakat untuk berinteraks; dengan bank, Ky

Kedua, pandangan Fraksi ABRI secara rersurat dan tersirat mencer-

minkan politk hukum pentingnya membangun norma dalam kelemba-
puan pengelolaan zakat yang terpercaya. Poliok hukum dalam pandangan
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Fraksi ABRI tercermin dalam memprioritaskan politk jaminan kea-
manan terhadap dana dan harta zakat yang telah ditunaikan.

b.  Pandangan Umum Fraksi PKP
Pandangan umum fraksi Karya pembangunan menyatakan bahwa
Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan zakar merupakan sebuah
naskah yang sangat penting maknanya terutama bagi Islam vang merupa-
kan mayoritas di negara kita, Sebab itu Fraksi Karya Pembangunan meny-
ampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah
secara anf menyikapi keinginan umat Islam vang telah lama merindukan |
adanya pengaturan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan zakat.
Oleh karena itu pula sudah semestinya apabila pada kesempatan
vang mulia ini, Fraksi Karya Pembangunan memberikan tanggapan yang
bijak dan kritis terhadap Rancangan Undang-undang tersebut agar kiea
hisa menghasilkan sebuah Undang-undang tentang Pengelolaan Zaka:
yang baik dan bermakna.'™ Berkaitan dengan pentingnya pemanfaatan
zakat untuk meningkatkan kemakmuran umat islam di Indonesia, fraksi.
Karya pembangunan melalui Mahfudz Djaelani menanggapi pokoks
pokok RUU Pengelolaan zakat sebagai berikut:
Masalah zakat tidak semata herkaitan dengan persoalan membayar,
mengelola dan menyalurkannya sajamelainkan berkaitan pula dengar
masalah perencanaan dan mekanisme keseluruhannya. Selama ini ta
paknya pemahaman sehagian hesar dari kita mengenai belum, memadal
Pemahaman ini berkaitan dengan masalah hukum, masalah pengelolaag
kategori penerima zakart, pengumpulan zakat berdasarkan nisab dan kas
dar zakat, dan yang penting pula dalam aktivitas zakat diperlukan adany!
komunikasi yang haik antara pengumpul dan pengelola zakat denga
para muzakki dan mustabig untuk menghilangkan kesalahpahaman dal
memaksimalkan daya guna dan hasil guna zakat.
Dalam upaya memaksimalkan daya guna dan hasil guna zakat inilal
peran pengawasan menjadi krusial untuk mendampingi Badan Am
Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) di tempat-tempat di mana BAZI
berdiri, Fraksi Karya Pembangunanmengusulkan kepada pemerntal
agar organisasi pengawasan ini segera didirikan dengan melibatkan
bagai unsur masyarakat terutama ulama, cendekiawan, tokoh masyarak

Z:Em F; r:a.ic;'Kaq'a pcmban_f_;tlman juga mensinyalir kurangnya koordinasi
. cﬁsfﬁh;:ilgigma‘m aktivitas zakat. dalam Upaya pencarian mugaki
g i at !.r.-p:da Para muslabig misalnya sering terjadi tumpang
e !‘]:cmcru}tah dmgnn: berbagai lembaga pengelola zakar non
e - isarena itu Fraksi Karya Pembangunan meminta perhatian
i pemerintah agar 'kmfrdlmsi segera dibenahi, Hal in perlu dilaku-
s guna mencegah rerjadinya pemungutan dan pendistribusian zaka

ari dan terhadap orang atau lembaga yang sama o s3]

Berdasarkan pokok-pokok masalah ::Ii atas Fm.ksi Ka
3 '

?;:ntf"un;jl:m ;’c:hadap norma substansef dalam R:mc:mgar:-j U:;:':m
o fn rt;:ﬁic o Zm zakar terutama terkait pentignya sanksi hagi lembaga daf |
% gelola zakat yang menyalahgunakan zakat vaitu: Menurut Fraksi Ka

mbangunan, sanksi denda dalam RUU Pengelolaan Zakat | “

¥ i 1 -'2 :
fngan schingga masih membuka kesempatan bagi pengelola ::ici? :::;::51:
P " ; i =

¢ Pandangan Umum Fraksj ppp
Fraksi Persatuan Pem

"Mahfude Dijaclani, Pemandangan Umum Fraksi Kaeya pembangonan DPR 1 terbl
Rancangan Undang-Undang rentang Pengelolian Zakar, Jakarts 26 agusrus 1999, Him. 48
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"Rarya Pembanguna Atas RUIL ltnmhmzahgjuhm?.ﬁﬂpmn 1999, Him, 50)
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mstrumen pengentasan kemiskinan,  Untuk itu Fraksi Persatuan Pem-
bangunan menyatakan rasa terima kasih setulus-tulusnya dan menyam-
but dengan baik Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat
yang diajukan pemerintah. Namun, perlu dilakukan penyempumaan,
guna memberikan masukan yang bersifat konstrukdf.

Setelah menampung aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dan
diskusi di antara sesama Anggota PPP DPR-RI, ada banyak hal yang
positif di dalam RUU ini, tetapi juga terdapat beberapa kekurangan yang
memang sudah scharusnya disempurnakan baik yang bersifat substansial
maupun redaksional seperti terkandung di dalam Pasal-Pasalnya. Fraksi
Persatuan pembangunan menvampaikan bahwa:

Pendirian BAZ oleh Pemerintah turut diikut oleh masyarakat, se-
hingga banyak berdiri lembaga-lembaga amil zakat. Di dalam konteks
ini kita melihat ada dua macam lembaga pengelolaan zakat, pertama
oleh Pemerintah melalui BAZIS, dan kedua oleh individu atau lembaga
kemasyarakatan baik yang bersifat permanen maupun maupun insiden-
til. Maka di dalam memaksimalkan pengelolaannya lewat badan yang!
integrated namun membutukan waktu serta sarana dan prasarana pe-
nunjangnya, sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya pengintegrasian’
pengelolaan zakat, infaq dan shadagah tanpa harus mengorbankan ke-
mandirian Lembaga Pengelola Zakat yang telah ada di masyarakat.

Untuk itu yang perlu ditekankan adalah agar lembaga-lembag
yang telah ada di masyarakat lebih dimaksimalkan peran-sertanya den
gan pengukuhan cksistensinya, dan dibina oleh Pemerintah {dalam hal
ini BAZIS), serta perlunya dilakukan pengawasan untuk menjaga seg
akuntabilitasnya.

Scbalikaya juga demikian, Lembaga BAZIS vang dikelola ol
Pemerintah perlu diperhatikan scgi akuntabilitasnya, terutama adany
badan pengawas yang tidak hanya diwakili pihak Pemerintahh namu
mengikursertakan masyarakat di dalam lembaga pengelolaan zakar, infs
dan shadaqah yang dikelola oleh Pemerintah.

Hal ini mempertimbangkan bahwa dana tersebut dikumpulkan d
masyarakat, dan masyarakat juga perlu dilibatkan di dalam pengelolaa
nya. Sehingga dana zakat, infaq dan shadaqah tidak ada yang terbuang pe
cuma, mengingat dana ini merupakan titipan dati masyarakat sehagai
nunaian kewsajiban atau keharusan yang memang diperintahkan agamany

Cerminan politik hukum isi i
! yang dapat disimpulkan dari Fraksi K
Pembangunan adn]ah. Fraksi Karya Pembangunan secary ﬂkplisit:! S

plisit menghcndah Penajaman asas terintegrasi dalam pengelolaan staltn;;

. IP}aandmgan Umum Fraksi PD]

ndangan Fraksi Partai Demokeasi Indonesi
. , : onesia menyatakan bah
rakat berpc:_‘an penting bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat :;r:a

! zat menyadari
perlunya untuk segera dibuat secara khusus prrﬂnlEUnd:n;?mEnt::ﬁa

Adapun pokok-pokok pemikiran i
vang perlu disempurnakan d
RUU pcngclolaal,n zakat adalah sebagaimana rerlihat daﬁ;m pc?nnan:il::
inng : . nesia sehagaimana dj '
nldlx Sajid Sner;mc_n vaitu Fraksi PD] bcrpmdapat:gkirm;: msﬁpmks:
e n;r:lals:m Secara nnci tentang berat ringannya sanksi sesuaj dtnganpehe—

vanksi bagi besar kecilnya i engel
ki b penyalahgunaan darj P,
perihal Zakat akan bisa di:erapicanihgu it R &

34.3.Politik  hukum pembentukan  kelemba
zakat melaluj P
ki ;:a I:ﬂnk dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pen-
Menelaah pada sub bab i, digunakan pandangan Bagir M
Yang memberi ruang lingkup definisi politik hukum adalah a;f:l:I:-":llr.mm“
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Politike mengena s bukum, POREE penegakan hukum, beserta se e
Ying akan menopang pembentukan dan penegakan hukum tf;[:h:rtu'i’m

“Bagir Manan, “Polisik Perundang-undangan dalam R

M, Makalah cﬂnmpnikm pacla Seminar Manional gy ik

teatang Perseroan Terbatay, Diseleny.
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Sesuai dengan judul subab konfigurasi politik hukum dalam nor-
ma kelembagaan pengelolaan zakat melalui bank dalam norma Pasal 12
ayat (2) Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Za-
kat, maka tercermin dalam beberapa norma berikut ini :

Politik hukum yang tercermin dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-
undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menegaskan
bahwa: “Badan amil zakar dapar bekerjasama dengan bank dalam pen-
gumpulan zakat harta muzakki vang berada di bank atas permintaan mu-
zakki. Penegasan politik hukum dalam Pasal 12 ayat (2) tercermin dalam
isi hukum baik yang tersurat dan tersirat, meletakkan sendi-sendi tujuan
pengelolaan zakat yaitu membuka dan meningkatkan akses pelayanan.
bagi masyarakat dalam menunaikan zakat. Berdasarkan teori politik hu-
kum, pentingnya fungsi bank dalam pengumpulan zakat sebagaimana

m.k menyalurkan zakat harta ynpk disalur-
Selain itu politik hukum

e 'ndang-und
e 0g Pengelolaan Zakar termasylc Pasal 12 ay;nfzj i dilggnm,”" 38 |
funtutan zaman yang semakin berubah Sen ’ in dilatar

Seak ruatusan tabpn Skt felah dibelode

Lo gt gren Rasad o Uloes 4 e P4 30 bt o U

mia Iolam terdabyy Yelapi kint saman telalh

jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR RI ter- bergant, situasi telab beruba daan jumilh wmat s
: Pesat, Dinamiks oo N L telah berkenbang sedemit,
hadap Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat tanggral 3_1 Cel it i - Jﬁfjammu i tidak lagi tertampung oieh ian

Agustus 1999, adalah bermijuan unruk menjamin keamanan harta zakat
dari muzakki." Jawaban pemerintah beranjak dari pendapat Fraksi ABRI
yang mengusulkan agar harta zakat dimasukkan di bank guna menjamin
dan menjaga akuntabilitas harta yang dizakatkan.

Tujuan peningkaran akses pengumpulan zakat melalui jasa perbans
kan memiliki pengertian bahwa kegiatan perbankan dalam peningkatas
pelayanan penunaian zakat tdaik lain untuk mewujudkan kesejahteraan
mustapig. Hal ink selaras dengan Sila ke-5 yakni “Keadilan Sosial Bagi S¢
luruh Rakyat Indonesia” dan landasan konstitusional yang tersurat dalam
Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang menyatakan;

Selain menetapkan bank | mi
#akat, konfigurasi politik huku: N e i
gcinlam zakat melaluj bank. Pene

pengelol
YAng patst di perhatkan babnen .

hati, masyarakat dag mZakki, o

Beranjak dari fungsi
gsi bank schagai mi =
sakat see p ; tra BAZ dalam
Nomot J?éttar;iis 1999 dengan derivasi Pasal 5 ayae 1) Undf:;f:j:?
i tentang Pengelolaan Zakar yang bertujuan unmf
b mr{f;{éi yang ada dj lembaga
ukum ini teny selaras Sila ke.s
A rehesa Ade dan Edia Handiman Onts: .
¥ Risale ? - Op.Cit, him, 11,
™ 1::::1 h Rapar Pembicaraan tinghar 1] ;mb:}m“ R :
prembes 1999, him_ 146, U Pengelotaan Zakiat, Jakara |

"Pendapat Abdullah Hadi dusi
o '
“‘"'Mfusa.n RU tentany I‘rmd:ﬁz ?ﬂm dalam Risalal Rapat Pembicarpan Tinghea 1]

L] an
Qoman Anwar, Risalaly Pembahasan RELS wﬁm ﬁ:;:‘h‘?rﬁlf:t Penielapin
Persatuan 1, Sk 10) Sepreniber, [999. 1411, ‘_,:.":nllnu )

Untuk membentuk suats pomerintoban negara Indonesia  yang melindungy sepenapy
Bangsa Indonesia daw selurwd tumpal darah Indonesia dan wntwk memajuiean dkos
efaliteraan wmum, sencerdaskan kebedupan Bangra, dan ikt melakcanakan keterif-
brant dlusiiar yang berdasarkan Eemerdekaan, perdamaian abads dan Eeadilan sosial.

Lebih lanjut dijabarkan bahwa upaya menyejahterakan ckonos
mustahiq sebagai tujuan dan sistem pengelolaan zakat telah diatur dala
Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan: “fakir miskin dan anak-anak te
lantar dipelihara oleh Negara™.

garakan olch Fakuitas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996, him, &
Mawaban Pemerintah atas fraksi-fraksi DPR RT ats RUU Pengelolan Zakae, Jakarts

Agustus 1999, him. 78,

Elbe. "FLL adnd



D, Abwmad Dakhoir, S HI MHIL

dari Pancasila serta sebagai alat"™ mencapai tujuan negara dalam rangka

“memajukan kesejahteraan umum® yang diselenggarakan beradasarkan

demokrasi ckonomi. Namun cerminan politk hukum kelembagaan pen-

gelolaan zakat yang diwarnai oleh: ‘

1) situasi belum berkembangnya sistem ckonm:ni syariah sccara luas
meski Bank Muamalat Indonesia sudah berdiri,

2) menguatnya konsep zakat berparadigma kunscﬂ'_arif menycbabkan pen-
gelolaan zakat melalui perbankan yang mc]ahirk:m konsep pengelo-
laan zakat menjadi sekedar pengguguran kewajiban,

3) adanya ketakutan jika zakat dikelola bank akan dibungakan, dan belum
menguamya peran dan fungsi-fungsi lembaga pemberantasan.

3.4.4.Politik hukum kelembagaan pengelolaan zakat dalam Un-
dang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Sya-

riah .

1. Risalah Hukum Undang-Undang Perbankan Syariah :

Sehagaimana diamanatkan Pancasila dan Udang-Undang Dasa{:
1945, tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mencapai
terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ckono-
mi, dengan mengembangkan sistem ckonomi kerakyatan yang hcrrur-npu
pada mekanisme pasar yang yang berkeadilan. Gun:f rncwu.]udlcan tujuan
tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada’
perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyakatan, merata, man-
diri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian:
internasional. 3

Perckonomian nasional merupakan yang tidak mrpifahl-mn dari sis :
tem perekonomian global. Indonesia mcnghada;‘ai persaingan ckono --_—
global yang mewajibkan Negara untuk memelihara persaingan yang
sehat dengan tidak memberlakukan hmbamn—hamb?mn perdagangan
(trade barriers) terhadap barang dan jasa dari negara lain.

- ila di atkan se i staatsfundanrental worwe bangsa Indonesia, yang mérupilia
h[}nﬂmp:nﬂif:rminm:kr;; pmhh:::n. upaya bangsa dalam membangun masa depan Ing di
ita-citakan bersama melalui pembangunan di segala bidang, ts.‘:rn:a!\ukl pembangunan 2
higkumn, Gustiv Radbroch mencgaskan cita hukum betfungsi sebagai ml|-;|.k. ulur !rmuh.
regulatif dan konstrulnf, karena ranpa cita huleum produk 11uhmln yang dihasilkan nlﬂsm : l. n
gan makna. Libat Fsmi Warassib, Pronata Hinkais: Sebnat Tedauh Sartnfages, (Semarang: Sury
L', 20006), him. 43,

Pengaturan Kelembagaan Pengelotaan Zakar Melslui Porbanban Syariah

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan
aktif dalam persaingan global yang sehat, maka diperlukan partisipasi
dan kontribusi semua elemen masvarakat untuk menggali berbagai po-
tensi yang ada dan berkembang di masyarakat guna mendukung proses
aksclerasi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Schagai salah satu
bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam pere-
konomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi ber-
dasarkan nilai Islam (Svariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke
dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip-prinsip Syariah Islam berlandas-
kan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan. Nilai-nilai
tersebut diterapkan dalarn pengaturan perbankan yang didasarkan pada
prinsip syariah yang disebut perbankan syariah.

Prinsip perbankan syarish merupakan bagian dari keseluruhan aja-
ran Islam khususnya yang berkaitan dengan ckonomi, Salah satu prinsip
dalarn ekonemi Islam adalah larangan riba dalam berbagai b{:nnﬂ{n}’a,
dan menggunakan sistem bagi hasil. Melalui prinsip bagi hasil, Bank Sya-
rah dapat menciptakan iklim investasi yang schat dan adil karena semua
pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun kerugian. Secara
Jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional
karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja
tapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai subsistem dari sistem perbankan nasion-
al memerlukan berbagai sarana pendukung agar memberikan koneribusi
yang optimal bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana
pendukung vital adalah adanya pengaturan vang memadai dan sesuai
dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan
dalam Undang-undang perbarikan Syariah. Pembentukan Undang-un-
ilang perbankan Syariah menjadi suatu kebutuhan dan keniscayaan bagi
berkembangnya lembaga tersebut.

Pengaturan mengenai perbankan svariah dalam Undang-undang
Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan scbagaimana telah dirubah den-
pan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang
mengakomodasi karakreristik operasional perbankan syariah, sedangkan
pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat
berkembang cukup pesar.

Kebutuhan akan adanya undang-undang khusus mengenai perban-
kan syariah sebagaimana tersebut di atas, menjadi spirit baru bagi komisi
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XI DPR RI. Beranjak dar kebutuhan scbuah Undang-undang perban-
kan syariah, usul inisitaif komisi XI DPR RI dilatan oleh pokok-pokok
pikiran yang melandasai pengajuan RUU perbankan syariah yaitu:

1. Bahwa RUU tentang perbankan Syaniah merupakan RUU yang
menjadi prioritas dari DPR RI pada mahun sidang 2004-2005. 2. Bahwa
perbankan syariah terbukt memiliki peran yang sangtat penting dalam per-
tumbuhan perckonomian Indonesia yang berkeadilan dan kestabilan dunia
perbankan nasional. 3. Bahwa perbankan yang memakai prinsip-prinsip
syariah harns mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan
(syubhat) masyarakat dalam operasionalnya. 4. Bahwa untuk memberikan
landasan hukum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkair dengan per-
bankan syariah, diperlukan Undang-undang Perbankan Svariah.

Oleh karena it pengaturan tersendird bagi perbankan syariah meru-
pakan hal yang mendesak dilakukan untuk mnjamin terpenuhinya prin-
sip-prinsip syariah serta prinsip kesehatan bank bagi Bank Svariah.

Beranjak dan pokok-pokok pikiran yang melatari pengajuan R
tentang perbankan syariah, pembentukan substansi atau materi RUU
tentang Perbankan Syariah dilandasi oleh prinsip atau asas prinsip sya:

riah. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 RUU perbankan syariah yaitu; Pers
bankan Syariah melakukan kegiatan usabanya dengan berasaskan pada
Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hanan. Prinsip syariah yang dimaksud
Pasal 2 RUU tentang Perbankan Syariah tertuang dalam penjelasan Pasal

c. Gh ' '
atar adalah transaksi yang objeknya tidak Jelas, tidak dimiliki, ridak

diketahui keberadagnny ;
A Vi, atau tidak i
saksi dilakukan kecual; s L’ijna._-] dapast;f;s‘trnhkan pada saat* tran.

. pedoman y i :

di i Pl:ﬂbflg]m b i 2,

cfe:ng-am kmcmwnufmdk““ Pethankan yang schat, kuar dan :ﬁ:r.iﬂg by
. n et perundang-undan gan yaog berlaku n sesuaj

I i chagai
ayat (2) Lndmg—undang Republik Indonesia Nomor lﬁm ﬁﬁ:

tentang Perubahan (Und -undan ;
hun 1992 tentang Pt'rbar:;:E ada!ahg Rﬂ‘jubhk Indonesia Nomor 7 Ta-
i pertama, bank sabagﬂi

valurkan dana kepaca masyarakat lemah

2RUU tﬂ'ﬂtﬂllg Pf.'rbmkﬂ.fl S}' ln‘ah :i'a-itu-: Jina n]mﬂgkﬂtkﬂ.ﬂ E1raF l'ud L nP‘eﬂguS:Iha kﬂ[‘]ll dnn mcncng’h
insi 1zh tdak d lai ~unsur riba. mal e 2 : up mereka, F Ea f
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rlirls ¥ 1int b :
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i rronw-

sir, gharar, haram dan dzalim:
4. Riba adalah penambaban pendapatan secara tidak sah (bathil) an
lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sarna kual
tas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transakd
pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilit
mengembalikan dana yang diterima melehihi pokok pinjaman karer
beljalannya waktu (nasiah).
b. Maisir adalah transaksi vang digantungkan kepada suatu keadaan yay
tidak pasti dan bersifar untung-untungan.

€1%) sebagai peminjam,

' Br.:rr-:lﬂak dari pengertian di atas, fun

ermediasi merupakan fungsi bank sebagai perantara untuk eneri
menerima

hahkan memiliki otor
toritas untuk menghj : ;
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bagian dari perbankan nasional merupakan Je
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utan usahanya, Hal tersebur di
e : fiatur dalam Pagy]
Perbankan Syariah yaitu: (1), Bank Soncial J {Em (1} RUL tentang

gsi bank sebagai lembaga in.
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fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta fungsi so-
sial dalam bentuk lembaga bait al-mal yaitu menerima dana yang berasal
dari zakat, infaq, shadagah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau
pinjaman kebajikan (al-gardh).

Sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah tidak hanya mel-
akukan kegiatan usaha berbasis bisnis semara. Perbankan syariah dalam
Pasal 4 (1) RUL tentang Perbankan Syaniah juga wajib berfungsi sebagai
lembaga bait al-mal. Perbankan syariah scbagai lembaga bait al-mal yang
wajib menerima dan menyalurkan dana-dana sosial yang bersumber dari
umat terutama dana zakat inilah vang penulis sebut dengan fungsi social
financial intermediary vaitu perbankan syariah wajib menjalankan fung-
&i intermediasi terhadap seluruh dana yang bersumber dari dana sosial
umat islam terutama seperti zakat baik dalam skim santunan konsumtif
maupun produktif dati muzakki kepada mustahiq.

Inilah perluasan fungsi perbankan syariah yang tercermin di dalam
Pasal 4 ayat (1) RUU tentang Perbankan Syariah dalam rangka mewujud=
kan tujuan perbankan syariah sebagaimana Pasal 3 RUU tentang Perbans
kan Syariah yaitu menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat, Perluasan fungsi perbankan syariah sebagai lems
baga intermediasi berupa bait al-mal, merupakan amanah dan refleks
keberpihakan institusi keuangan syariah dan pemerintah yang bertujuan
untuk menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok kaya (muzs
akki) kepada kelompok yang berhak menerima (mustahiq) dan untuk kes
maslahatan umum lannya.

RUU tentang Perbankan Syariah, maka cerminan politik kukum di dalag
asas fungsi perbankan syariah diharapkan dapat mewujudkan kescjahtess
aan masyarakat dan menjadi instrumen penanggulangan kemiskinag
melalui pengelolaan sumber dana seperti infaq, sedekah, hibah, wakal
dan lain-lain, terutama pengelolaan sumber dana yang berasal dari za
yang sangat potensial tersebut.

2. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tahun 2008 tentan|
Perbankan Syariah
Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesi
schagian besar beragama Islam. Oleh karenanya, secara subyekuf dag

Jadi yang berlaku
féceptie exit sebagai bentuk perlawanan

| . : terhadap #heorse fie. ‘Teon
rlm merupakan bagu.m dari keberhasilan usaha tokoh-mknhml‘i?bnngtﬁ
vung selalu memperjuangkan berlakunya hukum Islam bagi orang Iﬁiam

Pempatieran Kelemibagan Pengelolaan Zakat Melabvi Perbanban Syariah

:ipah@ apabila umat Islam berkeinginan agar dalam penyusunan hu
Num nasional masyarakat islam berupaya mengindahkan hukum Islam
m:?*jl;.l:,gi pcxl-sﬂ:l;:; yang amat penting bahwa islam sebagai agama rah‘
seluruh alam telah menjadi spirit tersendiei bagi b lia
. k
Ij.lm;'galberi?cda dengan karakter ajaran-ajaran lain, Islam s;:iag:j :a:n'lnil::ﬁ
tal alamin menempatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsin di
| 1 mi prinsip-prinsip d
|]slnn-£ mcmadl d[::duman umat dalam mmwiudfmp:eg;zny;d:j;:kh;iux
dan keadilan disegala bid ¢ keadi i
e sﬂﬂﬂh‘ga idang, termasuk keadilan ckonomi berlandaskan
Beranjak dari

pemikiran tersebut, zak i i
My, t, zakat scbagai instrumen sumber

islam menjadi penting untuk diperi i

% ] : perjuangkan, mengin

: 1katrmr:rupakan kewajiban umat islam yang telah disyar?rtkan dniai i]g':f
1nurn islam. Pemberlakuan perintah zakat secara historis telah terlaksana
dengan bersamaan masuknya agama Islam di nusantara.

£ I’Erqaulh. mana pelmahamnn techadap eksistensi dan peran hukum Islam
terkair ngxumam cksistensi ckonomi syariah termasuk sistem hukum zaka
il{’.liﬂm sistem hukum nasional, dalam perspektif pergulatan pc:-litikmnhukun:
]I. n}l':at ditelaah dfm pelbagai teori yang dijadikan sebagai demarkasi sejarah

;u] um Islam di Indonesia. Untuk menuju teor eksistensi hui-mn'; Iislam
( ; am mm, hukum Indonesia yang diwarnai cerminan kemurnian dan poli
tlk kepentingan, dapat dipahami melaluj beberapa teori sebagai beﬁkuft‘:n d

Pertama, teor ajaran Islam tenta

B ng penataan hukum, ya -
Ll:uharlxan 1‘.‘(‘:‘!1:!‘[11]'1??3 hukum Islam berdasarkan Al-Qur’an cﬁ%i?;

edua, t:;m penerimaan otoritas hukum yang menegaskan bahwa scn'al;
‘eorang dan stapapun yang telah men iri

. yatakan dirinya sebagai seoran

l':j:lh!:‘;, dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, ia tei?l:at unmf
T..‘ i ; an taat k;:pada_ hukum dan ajaran Tstam. Ketiga, teori receptio in
tomplexu adalah teori yang menanamkan bagi setiap penduduk berlak
hukum agamanya masing-masing. v
- Rbicmpat, tm:mri receptic yang menegaskan hukum Islam tidak oto.
' a I:?-k rjlaku bagi orang Islam, Jadi hukum Islam berlaku bagi orang 1s-
i, jika 1a sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum fdat
bukan hukum Islam, tetapi hukum adat, Kelima, lmn:
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Keenam, feori receptio a contrario yang menyatakan bahwa hukum yang
berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Dengan demikian hukum
adat hanya akan berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Ketujuh, teori cksistensi yang menerangkan tentang adanya hukum Is-
lum dalam Hukum Nasional Indonesia.

Menurut Tbnu Elmi AS Pelu, teor pertama hingga teori ketiga, hu-
kum lslam masih berada pada kemurnian. Pada rahapan teor keempat
sampai dengan teori yang keenam, relah terjadi pengherdilan dan penyesa-
tan cksistensi hukum Islam. Teori kerujuh merupakan upaya perlawanan,
yang menandakan adanya hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Bertolak dari teori-teori tersebut, selanjutnya dilakukan analisis se-
cara filosofis, yuridis dan sosiologis tentang eksistensi hukum Islam khu-
susnyaberkenaan dengan ekonomi syari‘ah dalam dimensi politik hukum

nasional.

a. Landasan filsafati
Telah disepakati bersarna bahwa bangsa dan Negara Republik

Indonesia terbentuk berdasarkan cita dan pandangan hidup berketus
hanan. Sila kesatu Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha
Esa diletakkan sebagai sumber nilai yang pertama dan utama ata
lebih dikenal dengan istilah sumber dani segala sumber hukum yang
berlaku dalam wilayah kekuasaan hukum Negara Republik Indones
Hal tersebut membawu konsekuensi bahwa segala peraturan hukum
yang berada di bawahnya harus merupakan implementasi dari nila
Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik pada tataran implementasi legi§
lasi ataupun pada level implementasi operasionalnya.
Hal ini senada dengan ungkapan Barda Nawawi Arief yang
negaskan bahwa proses legislasi peraturan perundang-undangan pad
hakikatnya merupakan proses penegakan hukum in abstracto menuj
hukum in concreto. Proses legislasi ini merupakan tahap awal yany
sangal strategis dari proses penegakan hukum in concreto. Oleh ki
rena itu kesalahan strategis dapat menjadi penghambat dalam upd
penegakan hukum in concreto. Dalam upaya legislasi seyog)
memperhatikan cita hukum suatu negara dalam konteks mengimp
mentasikan paradigma Pancasila. |
Pandangan hidup bangsa yang berketuhanan, pada tatan
konstitusi telah menjadi dasar konstitusional yang tercermin dali

e

Peigeituorn Kelemrbapeay Pengelolaan Zakat Melaui Perbankan §;
Syarah
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b, Landasan vuridis

Bertolak dari landas
‘ ' landasan filosofis tersebut g
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ketiga, Negara berkewajiban membuat
yang melarang siapapun melakukan
(paham ateismie), Turunan makna
hukum setingkat Undang-undang

Juk agama yang memerlukannya;
peraturan perundang-undangan
pelecchan terhadap ajaran agama
filosofis tersebut melzhirkan norma
sehagai the golden bridge between idea and reality (jembatan emas pen-
ghubung antara alam ide dan alam kenyataan), maka seharusnyz norma
hukum mampu menjadi penampung ide-ide konstitusional.
Perkembangan politik hukum ckonomi syari'ah dalam peratu-
ran perundang-undangan sebagai wujud keberlakuan yuridis ckonomi
syari'ah, sebagai berikut: pertama, setelah dikeluarkannya Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank syari'ah di-
pahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syari’ah barus tun-
duk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional.
Munculnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peruba-
han atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,’
merupakan kebijakan yang memberikan landasan hukum yang jclas
dan kuat bagi bank syari‘ah, baik dari segi kelembagaannya maupug

landasan operasionalnya.
Hal tersebut disebabkan karena Undang-undang Nomor
Tabun 1998 telah mengakomodasikan secara definitif mengenal prin
sip syariah tersebut. Kemajuan politik hukum ckonomi syari’'ah ke
mudian diperkuat lagi dengan repulasi penerapan dual banking sistem
dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia, yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat mencra
kan kebijakan maneter berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.
Perkembangan  selanjutnya dalam agenda reformasi  hukul

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 diamandemen dengan )

undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undary
Bar

dang-
undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Indonesia, pada Pasal 11 menegaskan bahwa Bank Indonesia dap
memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’s
Dasar yuridis kedua UU yang mengamandemen UU Perbd
dan UL Bank Indonesia rersebut di atas menjadi landasan Tk
berdirinya Bank Muamalat Indonesta (BMI) dan Bank-bank Perkré
tan Rakyat Syari'ah (BPRS) antuk melakukan kegiatan operasion:
Undang-undang perbankan mengakui adanya kegiatan op
perbankan dengan suku bunga nol persen atau bank yang berdas
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zakat dalam sistem perbankan syariah nasional. Politk hukum pen-
gakomodasian pengelolaan zakat melalui petbankan syanah melalui
fungsi social perbankan syariah secara kritis membuktikan pentingn-
va jaminan keamanan terhadap terkumpulnya dana zakat schagimana
politik hukum yang tercermin dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang
Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Bertolak dari tatanan yuridis tentang ckonomi syari‘ah terscbut di
atas, maka perak perkembangan politik hukum ekonomi syari’ah yang
rersurat dan tersirat pada kegiatan proses legislasi RUU Tentang Per-
bankan Syari'ah mengalami perkembangan pesat. Melalui pengesahan
RUU Perbankan Syari'ah semakin meneguhkan pelaksanaan prinsip
Ketuhanan Yang Maha Esa dalam politik hukum nasional untuk da-
pat mendorong pertumbuhan dan kemajuan perbankan syari’ah yang

memiliki standar ganda, dimana di satu sisi dikenal schagai lembaga
berbadan hukum ekonomi tetapi di sisi lain dimaknai sebagai lembaga.
bait al-mal yang modern, dan akuntabel.

¢. Landasan sosiologis
Perkembangan kegiatan industri perbankan dan keuangan sya

rinh dalam satu dasawarsa belakangan ini, telah mengalami kema
juan yang sangat pesat. Hal tersebut terlihat melalui peristiwa hukuny
antara masyarakat dengan lembaga ckonomi syari'ah seperti perbans
kan syariah, asuransi syariah, pasar maodal syariah, reksadana syariaby
obligasi syariah, pegadaian syariah, bait al-mal wa al- tamwil (BM
Demikian pula di sektor iil, seperti hadirnya hotel syariah, multi le cl
marketing syariah, eko wisata syariah dan sebagainya.
Sebagai upaya tindak lanjut dalam rangka pembangunan hukur
ckonomi syariah, Pusdiklat Mahkarnah Agung Rl menggambarkal
fakta sosiologis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Pag
tahun 1990-an kantor pelayanan perbankan syariah masth berjun
belasan bank dengan aset di bawah Rp. 1 triliun, kemudian pada tahu
2006 di seluruh Indonesia sudah berkembang menjadi berjumlah 60
Bank Syari'ah dengan aset di atas 20 triliun rupiah.
Asosiasi Asuransi Syari'ah Indonesia (AASI) 2006 menunjukk

data yang menegaskan bahwa pelayanan asuransi syari'ah pada talu
1994 baru dilakukan oleh 2 (dua) buah asuransi syariah yaitu Asuran
Takaful Keluarga dan Asuransi Takaful Umum, kini telah berket

D—— |
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Pendapat Fraksi-Fraksi DPR R1
a. Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya
Partai Golongan Karya, berpendapat bahwa terjadinya krisis
moneter tahun 1997, bank Syariah ternyata mampu bertahan meng-
hadapi gejolak suku bunga yang menyehabkan negative spread, bahkan
rerhindar dari Non Performing Loans (kredit macet) dan tidak mangala-
mi kebangkrutan akibat flukruasi nilai tukar. Di samping itu Indonesia
yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, bahkan penduduk
muslim terbesar di dunia, sangat membutuhkan sebuah bank yang
tidak mau mempraktekkan bunga atau riba. Keyakinan keagamaan
inilah yang mendorong munculnya bank-bank dengan prinsip bagi
hasil berdasarka prinsip syariah.

Dewasa ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa per-
bankan Syariah semakin meningkat. Tetapi peratutran perunclang-
Undangan tentang Perbankan seperti Undang-undang Nomor 7
tahun 1992 rentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998 belum secara spesifik mengatur ten-
tang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2008 tentang Perbankan Syarizh sangat dibutuhkan
untuk mengatur operasionalisai Bank Syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan. sebenarnya keberadaan bank syariah dalam sistem

perbankan di Indonesia telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat d

takan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakat
iah di Indonesia. Namul

pintu gerbang dimulainya perbankan svarl
demikian, Undang-undang tersebut helum memberikan landasan b
kum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah ka
belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarki
prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil.
Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudk
dalam Undang-undang tersebut belum mencakup juga sccara (ef
ngertian bank syariah yang ternyata memiliki cakupan yang lek
luas dari bagi hasil itu sendiri, termas uk belum adanya ketentuan of
rasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank s
Pada tahun 1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nom
10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7
1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejd
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falsafah bangsa Indonesia yang berketuhanan

sanaan prinsip dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa.

sebagaimana Pancasila sila pertama yaitu

b. Pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, RUU tentang Perbankan Syariah
adalah suaru hal yang sangat penting untuk ditindaklanjut dalam
proses pembuatan Undang-Undang dan apabila tidak dilakukan, hal
i akan menimbulkan masalah perbankan umumnya dan khususnya
masyarakat dan pemilik modal pada bank syariah tersebut. Melihat
kenyataan bahwa bank yang menerapkan prinsip syariah 1slam, men-
galami peningkatan yang pesat dan mendapat respon dari pihak pen-

gusaha perbankan konvensional.
Menurut Partai PD1 Perjuangan, ada

tidaknya Undang-Undang yang mengatur pe

lain:

1) Diperlukan dukungan untuk
nan nasional, stabilitas nasion
hidup rakyat yang berkeadilan, gun
perlu memperhatikan kescrasian,
gan semua unsur pembangunan, uta
keuangan.

2) Perkembangan ekonomi nasio
yang semakin menyatu, antara ¢
ternasional, Khusus perkembangan arus
al, semakin terbuka minat investor asing dalam
gan dan perbankan untuk itu perlu mengikuti dan meng
perkembangan terschut.

3) Disamping itu perkembangan pe
ak cepat, dan dengan berbagai tantangan
diperlukan berbagai pengaturan
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hingga dapat memenuhi sasaran dari masing-masing ketentuan yang
pada gliranya dapat meminimalisasi benturan dalam pelaksanaan.

2) Masalah kerahasiaan bank perlu diadakan batasan-batasan yang jelas
dan tinci khusus untuk perbankan dapat diatur lebih luas dan ber-
tanggung jawab, sehingga tidak mengganggu industri perbankan.

3) Kekhususan perbankan syariah dalam RUU ini hendaknya tidak
berbentusan Undang-undang perbankan dan jasa keuangan lain-
nya, menggangu kegiatan atau transaksi antar bank dan lembaga
keuangan! lainnya

4) Dalum penambahan, pengurangan dan penyempurnaan, hendakn-
ya lebih ditingkatkan peran perbankan dengan lebih memperhati-
kan pembiayaan pada ekonomi kerakyatan.

5) Perubahan pengurangan dan penambahan ayad Pasal dan bab agar
melibatkan Instansi/Tembaga dan Narasumber schingga Rancan-
gan Undang-undang ini. dapat menampung Ayat atau Pasal dan

hubungannya dengan Undang-Undang lain diluar Undang-Undang
dibidang Keuangan dan Jasa Keuangan.'"™

Krusial poin yang mendasar dalam pendapat Fraksi Partai PD
Perjuangan terutama pada angka 3 di atas. Kekhususan yang dimak-
<ud Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan asas, tujuan, fungsi per-
bankan syariah yang terimplementasi dalam seluruh kegiatan usaha
perbankan syariah. Berkiatan dengan fungsi perbankan syariah, politik
hukum yang tercermin dalam pendapat Fraksi PDI Perjuangan ten )
menjadi isyarat bagi pembentukan RUU tentang Perbankan Syariah
memiliki kekhususan dan berkarakter dalam memerankan perbanika
syariah scbagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah.

c. Pendapat Fraksi Partal Demokrat
Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang Bank Syas
riah bagi Fraksi Partai Demokrat merupakan jawaban kerindu
masyarakat akan implementasi Syariah dalam kehidupan. Hal ini
terlepas dari prinsip syariah yang menurut amuran perjanjian be
kan hukum Islam, dimana penyimpanan dana atau pembiayaan ke
iatan usaha maupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengat
syariah, antara lain: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (7 i

i Socpami mewakili Pendapat Fraks: P Perjuangan, 27 September 2005, him. 5
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karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Adalah mer-
upakan kenyataan bahwa sebagian masyarakat muslim yang berkeyak-
inan bahwa kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga
ridak sejalan dengan prinsip syariah, schingga kebutuhan mercka akan
jasa-jasa perbankan tidak dapat dilayans olch bank-bank konvensional.

Dengan dikembangkannya perbankan yang dioperasikan berdasar-
kan prinsip syariah dibarapkan mobilisasi dana dan potensi ckonomi
masyarakat muslim dapat dioptimalkan yang pada gilirannya akan men-
dorong meningkatkan peran sekrorperbankan sceara keseluruhan. Se-
lain it dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim
investasi vang schat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi
baik keuntungan maupun kerugia. Dalam jangka panjang, diharapkan
akan mendorong pemerataan ekonomi nastonal karena hasil keuntun-
gan tidak hanya dinikmat oleh pemilik modal saja.

Perbankan Syariah scbagai sub sistem dan sistem perbankan
nasional memerlukan berbagai piranti pendukung agar memberikan
kontribusi yang optimal bagi pengembangan ckonomi nasional. Salah
satu piranti pendukung adalah adanya regulasi yang memadai dan
sesuai karakteristiknya.

Pengaturan perbankan Syatiah yang sclama ini dituangkan dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang dirus
bah dengan Undang-undang Nomor 10 ahun 1998 belum spesifik
dan kurang mengakomodasi karaktenstik atao prinsip-prinsip perban=
kan syariah. Oleh karena itu, F-PAN menyambut baik usul inisiatif
Komisi XI DPR-RI yang mengajukan Rancangan Undang-undang:
tentang Perbankan Syariah. '

Namun demikian, Fraksi PAN memberikan beberapa ceata an
yang perlu sampaikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Uns
dang Perbankan Syariah ini," yaitu sebagal berikut:

1) Perkembangan arus lalu lintas vang dan modal semakin terb
scjalan dengan derasnya arus globalisasi, termasuk minat investe
asing dalam jasa-jasa kevangan dan perbankan. Untuk itu dip -
kan perhatian para anggota Dewan, dalam pengaturan Pasal-Pasal
yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat luas dan pelaksans
aan pembangunan nasional. F-PAN berpendapat, semangat dasas

i ——
| atifah Iskandar, 27 Seprember 2005, him, L
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3)

¢. Pendapat Fraksi Partai Kebangkiran Bangsa
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cm bagI hasil dan meniadakan sistem bunga seperti dikenal
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Di sinilah menurut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyam-

paikan titik rawan penerapan sistem bagi hasil, antara lain;

1) Soal kepastian margin usaha. Sudah menjadi rahasia umum bahwa
birokrasi dalam perbankan termasuk perbankan syari’ah memiliki
peluang untuk memanipulasi margin usaha yang seharusnya dida-
pat oleh nasabah dari kegiatan usaha vang dijalankan oleh debitor.
Peluang ini, juga mungkin dilakukan oleh debitor terhadap pihak
bank melalui laporan keuangan hasil usaha yang manipulatif, Ujung
dari itu semua adalah, nasabah perbankan syari'ah tidak mendapat-
kan kepastian margin usaha sesuai harapan.

2) Soal relasi yang timpang, Dalam banyak kasus, nasabah perbankan
syari’ah tidak mengkases dalam tentang kegiatan usaha perbankan
syariah tempat ia menyimpan dananya. ,Padahal, akses nasabah ini.
sangat penting untuk mengetahui berapa margin keuntungan yang
scharusnya ia dapatkan. begltupun sebaliknya, pihak bank sering
kali mengalami kesulitan untuk dapat mengnontrol kegiatan usaha
para debitor sekaligus menentukan bagi hasil yang proporsSional

bagi kedua belah pihak.

Untuk iru, terhadap RUU tentang Perbankan Syariah Frakst kami

menyambut positif, mudah-mudahan dapat menjadi payung hukum
bagi perbankan syariah yang sudah mulai tumbuh dan berkembs
di negeri ini, namun demikian terhadap materi yang ada dalam RUL
ini masih banyak mengandung kelemahan dan perlu penyempurnaans

Misalnya bagaimana pengaturan tentang mekanisme perlindun-
gan keuangan nasabah dari manipulasi keuangan dalam sistem
hasil, jaminan adanya akses bagi para nasabah yang

kemajuan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perbankan, termasulk
laba-rugi dari kegiatan usaha dan bagaimana dengan manajemet

resiko keuangan, ketika kegiatan usaha yang dijalankan merugl ats

bahkan bangkrut tidak sarnpai menganggu dana pokok yang disctor

kan oleh nasabah.

f.  Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Menurut sistem perbankan konvensional, suku bunga dari Si
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berada di atas ketentuan Bank Indonesia. Yang menggembirakan ada-
lah melalui kerjasama sindikasi perbankan syariah, telah dicanangkan
pula program pemberian layanan kepada usaha kecil dan mikro, mem-
berdavakan BMT, LKMS (Lembaga Kevangan Mikro Syanah).
Perkembangan yang baik dan positif perlu didukung oleh keten-
tuan ketentuan perundangan yang mengatur keberadaan perbankan
syariah, mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan scbagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998, belum secara spesifik mengatur tentang per-
bankan syariah, Nantinya, dengan payung hukum UU tentang Perban-
kan Syariah dapat dijamin kepastian hukum bagi para pelaku penyedia
jasa-jasa perbankan syariah, perlindungan hukum bagi masyarakat
luas, dan pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dilaku-
kan secara opumal.

Oleh karena itu, Fraksi PBR dapat menyetujui RUU Usul Ini-
siatift DPR tentang Perbankan Syariah untuk dibahas menjadi ULY
Dalam pembahasannya nant, kiranya dapat dikaji dengan lebih men-
dalam sinkronisasi RUL ini dengan Undang-undang Nomor 10 Tas
hun 1998, Undang-undang Nomor 23 tentang Bank Indonesia, dar
praktek-praktek perbankan syariah yang telah berjalan selama ini.

Melalui sistem perbahkan syanah, kita berharap prinsip-prinsip
syariah yang bersumber dar aiaran Islam, selain dapat mendukung
program-program peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadis
lan, juga mendorong tercapainya dunia perbankan Indonesia yang

kredibel, jauh dari segala bentuk moral hagard yang sangat merugikan.

h. Penolakan Fraksi PDS (Pendapat dan Pengambilan Keputusan Praksi

Partai Damai Sejahtera)

Menyikapi dan menindak-lanjuti usul inisiatf DPR tentang Ras
cangan UdangUndang Perbankan Syariah, Maka Fraksi Partai Dg
Sejahitera berpendapat, sebagai berikut :
1) Indonesia Lebih Suka Simbolistik Daripada Hakikat Tujuan. Dala

pandangan yang sedang diteliti dan dicermati tentang dunia pe
bankan saat ini terutama dengan menjamurnya perbankan syarial
dalam hal ini tak ada yang perlu dipersalahkan bahwa dengan adany)
fatwa tentang pengharaman sibe atau bunga yang didasarkan pad
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h’ﬁ ::sii:at dalam arti kata bernegara yang
?crtcmu. Maka setelah mcncuc.:u-im
sensus kontrak sosial yang t.lisuif.mrilmi .
ncinta NKRI. Dimana ka R
- Pﬂk i dan bangunan dan NKRI diben
konstruksi ROEUISG O3
fundamental fung yaitu : . : 3
PR'NKRI berdasarkan pancasila bukan negara agﬂn'; -
:3 NKRI terdiri dan 500 lebih etnis yang berbed ;
) agama dan adat istiadat.
juan memal
NKRI bertujuan memaju
i« keamanan, keadilan, kesey |
rakyat Indonesia. e
) bertuj jukan negara, § 3 o
d) NKRI juan memaj berdasarkan hukum yang bcdla!a:umsamu
e bukan berdasarkan kekuasaan mayonta:
i o agama tertentu. . '
g Pcngﬂ;iangan dan keinginan dari fraksi Dama

:I]IICI:R aka moc L ke L= CI3 I '] i d-ﬂl lu]u ng so L4
}

e —
i

rsirat maupul

kati oleh para pendin NKRI,

aras cnl

.mujudkan perlindunga
bangsa, memuju f o
uir:manqum kemnakmuran bagi seluff

dan berbagai pihak yang mumg

ut hanya dan agam .
n kembali secara kritis dengan kor |

ncoba menyimpulkan bahw

.
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dan akan datang, maka dengan ini fraksi Damai Scjahtera menyatakan
menolak segala upaya yang dilakukan untuk membuat Undang-un-
dang dalam hal ini Rancangan Undang-Undang tentang Surat Ber-
harga Syariah Negara dan Rancangan Undang-Undang perbankan
Svariah. Yang nyata-nyata di dasarkan kepada syariah agama tertentu,
Fraksi Damai Sejahtera menganggap dan meyakini hal tersebut bukan
saja sangat mengancam keutuhan NKRI tetapi juga tidak akan mem-
buat bangsa ini menuiu kesejahteraan dan kemajuan. '

4. Politik Hukum Pembentukan
Perbankan Syariah
Penetapan kerjasama BAZ d

perbankan melalui perdebatan po

bagai pengusung ide atas usulan

Pasal 4 ayar (2) UU No. 21 tentang

cngan pihak terkait terutamg dengan
litik hukum. DPR RI Komisi [X se.
RUU Perbankan Syariah telah mena-
warkan peran perbankan scbagai lokomotif ekonomi syariah di Indone-
sia. Pentingnya kelembagaan perbankan syariah tentu ditandai
adanya karakter-karakrer khusus di dalam perbankan syariah. Salah saru
kekhususan perbankan syariah yang dikehendaki adalah berkaltan den.

pan peran dan fungsi perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan

dana sosial umat islam seperti zakat, infaq, shadaqah dan lain lain.

Keseriusan DPR RI memberi Ja
svariah yang berkarakter fungsi sebagai
thina sosial tampak dalam mengusulkan

dengan

(). Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat serta fungsi sosial dalam bentuk lem-
baga bait almal vaitu menerima dana yang berasal dari Jakal, infag,
shadagal, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan meny
kepada yang berhak dalam

bajikan {al-qardh),

alurkannya
bentuk santunan dan atau pinjaman ke-

innya, mengalami perubahan men-
ayat (1) RUU tentang Perbankan Syariah
lalui rapat dengar pendapat oleh Fraksi-

“Pendapar dan Keputusan Fraksi P
i Sitvmnorang, selig 29 juriart 2000,

r ketika draft awal Pasal 4
suk dimeja pemerintah me

il Damai Sejabitera di sampaikan oleh Rerna o,
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Vraksi serta Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Kesejahteraan
Rakyat, Menteri Hukum dan HAM. Perubahan RUU tentang Perbankan
Syariah, setelah dengar pendapat Fraksi,” ternyata mengalami banyak
perubahan termasuk menghasilkan perubahan pula terhadap Pasal 4 ayat
(1) RUU tentang Perbankan Syariah.

Perubahan mendasar terkait Pasal 4 ayat (1) RUU tentang Perban-
kan syariah tersebut adalah dihapusnya kata “serta”™ dalam Pasal 4 ayat
(1) dan Pasal tersebut dijadikan ayat (2) baru, sehingga berbuny::

(1). Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi so-
sial dalam bentuk lembaga baif al-mal yaitu menerima dana yang be-
rasal dari zakat, infaq, shadagah, wakaf runai, dan hibah atau dana
sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam ben-
ruk santunan dan atau pinjaman kebajikan (al-gard).

Penghapusan kata “serta” dalam norma Pasal 4 ayat (1) RUU ten-
tang Perbankan Syariah merupakan perubahan yang sangat signifikan
terhadap politik hukum peran dan fungsi perbankan syariah dalam mem-=
bantu sistem pengelolaan zakat di Indenesia, Perubshan Pasal 4 ayat (1)
tentang fungsi perbankan syariah dalam pengelolaan zakat dan dana so-
sial umat lainnya menjadi Pasal 4 ayat (2) telah merubah total fungsi pers
bankan syariah.

Fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dalam
menghimpun, menerima dan menyalurkan dana zakat dan dana so il
lainnya adalah kewajiban bagi perbankan syariah, namun dengan adanyd
perubahan berupa penghapusan kata “serta” pada ayat (1) dan me i
sahkannya menjadi ayat (2), secara otomatis fungsi perbankan syariah
scbagai lembaga intermediasi terhadap dana sosial umat telah berubal
atau hilang sama sckali.

(2).

I"Rapat tim penyempumasn RUU Perbankan Syariah di gracd Hall Room dan Embeassy Rod
Hotel Savoy Homan JL Asia Afrika Bandung, tangal 30 Juni sampai 2 Juli 2006,

T eatt awil Pasal 4 avar (1) dalam MNaskah RUU tenrang Pecbankan Syariah vaitu: (1], Bagl
Syariah dan UUS waiib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyael
serta fungst sosal dalam benruk lembaga st sl ot enenerima danu yang bersal dan suds
infiay, shadogab, wokaf, hibah arau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berd

dalam bentuk santunan dan aty pinjaman kebegikan {ank-sguaridh).

(2). i i
%), Bank syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial

Inasi pengelola zakat sebagai
pengelola zakat adalah Badan Amil
Amil Zakat, dan Lembaga Amil
Zakar,

I ——— |

Pengaturan Ketembapaan Pengelolaan Zakat Medalni Pertunkan Spariah

Hal ini di 1
= Izin‘l::: tii;cagahkar_t fungsi perbankan syariah dalam mengelola zakat
iy tr_:p!sah dmg&n fungsi pokoknya yaitu sebagai lemba-
zakat dan lain-lain h i ﬁmﬂf’ I o iy e
o anya bersifat anjuran, tambahan dan bersifar pasif.
SN ::;?f:y;:nggapm pemerintah melalui menteri keuangan vaj.tu
s Wdﬂ;uhm wa RUL! tentang Perbankan Syariah perlu disempur
e ;::::;Echlngga tidak menychabkan disharmoni denI:;az:
i ran perundang-undangan i i
; yang lain,
5:;:;1;}:1{5:1& menyampatkan Daftar Inventarisasi Mas:fah I(IE)I[].‘.»Jgnrlkl:m
i nt.ﬁg Perbanlkan Syariah. Pada nomor kolom 55 dalam g!:i
h : m:;:1:1'1'1[::!1 : n pemerintah bahwa Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: L
2. cu ;}:nah ds?n Uus d?pat menjalankan fungsi sosial dalam b
ety :5;: .-f::ruf-m;f }*miu.mcnr.'rima dana yang berasal dari zﬂ:; ;
mmi;; oy Gah, wakaf runai, dan hibah atau dana sosial lainnya da_:;
i kannya kepada yang berhak dalam bentuk santu
atau pinjaman kebajikan (a/gard). Pl
Pasal 4 ayat (2) sebagaimana 1 i ngala
¥ : bagai ersebut d i
.I.lﬂ.h usul Pemerintah. Perubahan aras susu]anlfg:e::mh e
1) Menghapus frase “wakaf tunai” S
ayat (3) baru,
2} Frase “vang berhak dalam
Ty bentuk santunan dan/atay pi jaman
: :{kan diubah menjadi “organisasi pengelola r.akzt".u 5 g
: ﬂ ;:am:; penjelasan mengenai “organisasi pengelola zakat
us perubahan sebagaimana tersebut diatas, maka Pasal 4

ayat (2) dalam Naskah RUU -
itah selengkapnya berbunyi :u:mﬂmg Perbankan Syariah usualan pemer-

yang akan diatur tersendiri dalam

dalam bentuk lembaga bait o/ i beras
i -mal vaitu meneri
G :  al-mal y enerima dana
k::n Jakat, infag, :bddm?ab, hibab atau dana sosial lainnya dn.}::;:; ‘nlu:l
va kepada organisasi pengelola zaka. =

Pl s :

cmerintah memberikan pc‘niclasan bahwa Yang dimaksud organ-

berikut, Yang dimaksud dengan organisasi

"Dnsampaikan alel $1i Mulyani, pads tanggal 21 Maret 2007,
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Zalkat sebagai lembaga yang terpercaya dan amanah dalam mengelola sum-
ber harta dan dana sasial keagamaan umat islam terutama zakat,

Perlindungan harta dan dana zakat (bifdza almal) dalam prinsip
magasid al-syariah akan menjamin mengalirnya harta dan dana musakbs
kepada mnitabig zakat. Berdasarkan kepastian jaminan harta zakat terse-
but, maka implementasi zakar sebagai instrumen hukum pengentasan
kefakiran dan kemiskinan yang mengancam hak hidup (bifdon alnafi) dan
hak-hak asast (fitnah) manusia akan terwijud,

Ontologi zakat sebagaimana tersebut diatas, dikonkritkan melaluf
kerangka epistemologi pengelolaan zakat yang terorganisir. Menurur pe-
neliti, upaya yang melandasi epistemology pengelolaan zakat vang teror
ganisir adalah dengan menggali, memperluas dan merumuskan makng
yang terkandung dalam profesionalitas dan kredibelitas amil zakat. Amil
zakat sebagai sumber daya manusia yang bertugas mengelola zakat ada-
lah amil zakat yang memiliki kejujuran, amanah dan pemahaman rentng
zakat dan fungsinya. Selain amil zakat, pentingnya penggalian, perluagan
dan perumusan makna yang terkandung dalam sistem akuntablitas bair
al-mal harus ditransformasi dalam sistem kelembagaan pengelolaan zakat
modern yang menerapkan Prnsip-prinsip goad corporate governance, ]

Amil zakat dan transformasi konsep bair almal di atas dibar i
melalui sebuah kerangka epistemology bahwa dana zakar harus di Ve
pun dan disalurkan dari muzakii kepada mustabiq berdasarkan akad ine
termediasi dana sosial berupa santunan tanpa kompensasi apapun, Ke
wajiban penghimpunan dana zakar dari muzakki dan penyaluran ¢
tersebut kepada mustabig tidak berdasarkan akad pinjam-meminjam
lain sebagainya sebagaimana perbankan pada umumnya. Kerangha
sep pengelolaan zakat inilah yang disebur dengan cpistemologi sl f
nanéal infermediary, yang menyatakan bahwa bank adalah befungsi sebugy
lembaga intermediasi terhadap dana sosial keagamaan yang dilegit
oleh hukum islam (seperti zakat, infaq dan shadaqah).

4.2.3.Landasan politik hukum
Kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan zakat melalul
bankan dan perbankan syariah dilatari oleh menguatnya dotminasl
soalan politis danipada substansi tujuan utama pengelolaan zakar mi
perbankan syariah, Pengelolaan zakat secara rerntegrasi dengan m
gunakan sistem pengelolaan zakat yang akuntabel, lebih rapi, tetpel

Efcbe.. *P. .4 .;ss
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terawasi dan tidak konservatf seperti melalui jasa pcrl:uankzn, lseb:nam:.'a'
sudah mengemuka dalam berbagal pemandangan dan arah politik tzkonan
dari fraksi-fraksi di DPR Rl dan pemerintah. Namun konsep tC::Il'Engl
i laan zakat sama

telah diusung, dalam pengaturan kelembagaan ]?engclo
i'::k]fli tidak mencerminkan dalam asas, norma dan kaidah pengelolaan zakat.

Bank Zakat yang menjadi temuan konsep pef_nhang_unan hukum
kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi menjadi bukt pﬁrkc_m’t?a!::
gan perbankan syariah vang semakin pesat. Bank Za.kat scba_gm_ divisi
perbankan syariah yang berfungsi sebagai lembaga soda/ financial .rm_‘er‘mr-
diary telah memecah kebuntuan para Fraksi di DPR RI dan Pcmcnnt.-zh
terutama vang mendukung arah pengembangan pengelolaan zakat terin-
tegrasi melalui perbankan syariah,

Dukungan politik hukum perkembangan pf:irhanka:} syariah dalam
lintas sejarah terutama pasca reformasi menginginkan sistem _ke_Iemba—
gaan pengelolaan zakat berdasarkan pengelolaan zakat yang lebih terper-
cava dan akuntabel. Berbagai aturan yang diberlakukan sejak reformasi
hingga tahun 2011 mengisyaratkan politik hukum pengelokan yang ter-
percava, terukur dan teradministrasi secara akuntabel.

Hal ini dapat terlihat dengan diberlakukannya pengaturan tentang pem-
berantasan tindak pidana korupsi, pengaturan tentang pengawasan perban-
kan oleh Omwritas Jasa Keuangan, dan yang paling pcntmg1p0imk ]'.lmkum
untuk mensejajarkan pentingnya zakat dengan kedudukan pa-jak, !F’enun_;_e;nya
polink hukum pengelolaan zakat sebagai 'mstru[:‘mﬂ Bk-ur]l‘.im:l- nasional harus
setara dengan kedudukan pajak, sehingga dapat me]mtcmattf dan berman-
faat bagi masyarakat terutama bagl mwzakds dan mustabig zakat. i

Orientasi penguatan politik hukum zakat agar da‘pat sejajar dengs_t:
eksistensi pajak, disampaikan oleh KH. Achmad Hasyim Muzadi bahwa:

Pengelolaan qakat yang terstrukinr dapat m.yhd_t' Jengureng pagak. Am'q p, sakat
Jang tudal) ditunaikan dapat ferbwbang dengan nitenn Jpengleﬁnﬂuw pajak. Zati.l; ae-
milide kaidal tersendiri. Zakat diwajibkan bag setiap mm#fu ¢ yeang s ketif sh-
il meneapar nishab, sementara pajak dvagibkan kepada riapa suie tasnpa mx;uggx
wichab, maka ketika sisten gekat mremiliki mm;gfm_:.wqg baik, sudah wakiunya
dapas dissaparkean dengan sistems pungutan pajak.’*

MWawancar dengan De KH Achmad Hasyim Muzadi qManu:l Ketua Umurm PH!l‘-JL'-lMIm-
ligus Pengasuh Pondok: Pesantren Mahasiswa Al-Hikam) yang dﬁ.:l.nm.uizn pada hlnrmp,gn
eanggal 4 med 2004 pukul 68,00 WIB di Pondek Pesantren Mahasiswa Al-Hikam 1, JI. Cengger

Avam, Mulung,
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Pandangan KH. Achmad Hasyim Muzadi, selaras dengan pandan-
gan Muhammad Nizarul Alim yang menyatakan bahwa selama ini in-
sentif zakat sebagal pengurang penghasilan/laba kena pajak dirasakan
kurang efckiif, karena pengaruhnya ddak signivikan dan rumit secara ad-
ministratif. Oleh sebab itu, penting untuk mewacanakan agar zakat dapat
menjadi pengurang pajak schagaimana yang diterapkan di Malaysia.™

Pandangan KH. Achmad Hasyim Muzadi scjalan dengan pemikiran
Babun Suharto, bahwa pengelolaan zakat akan optimal jika dikelola se-
cara profesional dan akuntabel. Pengelolaan zakar secara sendiri-senclinl
oleh mugakki tentu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi menyebabkan
kurang optimalnya dalam mewujudkan tujuan zakat itu sendin.™ Apalagl
jika diwacanakan bahwa zakar dapat menjadi pengurang pajak. Untuk
menjadi pengurang pajak, pengelolaan zakat harus teradministrasi den-
gan baik dan memiliki sistem akuntabilitas zakat yang mamadai.

Orientasi wacana zakat sebagal pengurang pajak sangat berbeda
dampaknya dengan zakat scbagai pengurang penghasilan/laba keona pa
jak. Perbandingan perbedaan tersebur dapat diilustrasikan scbagaimana
contoh pada tabel di bawah ini:

"l

*Muhammad Nizaeal Alm, Masbabab Kenangan S perial, (Solor - Mqihr
21 1), hlm, 161, J

“Hibun Subareo, Zekar Untuk Pendididan: Opai Strteggs Derstar] Swober Dy
ber: STAIN Jember Press, 200%), him. 139144,

Sistonw Pamgrloloan Zakar Termiegrasi Melalsei Vrengst Sosial Perbanian.

Tabel 3.

Perbandingan Zakat Sebagai Pengurang Pajak

ZAKAT PENGURANG ZAKAT PENGURANG —|
PENGHASILAN/LABA KENA PAJAK PAJAK =i
Keterangan Jumlah Eeterangan
Pendapatan ol 100.000.000,- | Pendapamn total 100,000,000, -
Hiaya total 60,000,000, | Bityn total 60, 000.000,-
Laba (schelam zakit) 40.000.000,- | Laba {sebelum ACLOCH0000,-
eakat)
Pajak {sebelum zakat) 4,000,000, ::f:t {sebelum 4.000,000,-
i
Zakat (2,5 %) 1.000,000,- | Zakat (2,5 %) 1.000.000,-
TLabw setelah zakat 39.000.000,- | - v - ]
l_l:’a'pki:rhumng (setelah 3.900,000,- | Pajak terhutang 3.900.000,
zakat) {sctelah akat)
Catatan; Catatan: 4
Zakat sebagal pengorang penghasilan/laba | Zakat schagai pmgu::l:% pajak
kena pajak hanya mengurang pajzk Rp. dapat mengurani paj - p. T
100,000, sehingga hutang pajak dari Rp. 1.000.000,- sehinggn um:lf,di pai
4.000.000,- menjadi Rp. 3.900.000,- g:;m R&;ﬂfﬂ.ﬂﬂﬂ, - menjadi Rp.

Suimber

Keuangan Svariah, him. 162

Keterangan

Berdasarkan tabel di atas,

rang penghasilan/laba
sebesar Rp. 100.000,-

menijadi pengurang paj
tang sebesar Rp. 1.000.0
Nizarul Alim,™ dampak
mendotong wajib pajak muslim nda

Namun, arah politik yang tercermin
hendak tersebut. Padahal pada desember
intah telah mengembangkan dan menggagas
berkonsep syariah seperti BUMN syariah, serta

sep bank seperti bank wakaf.
Bank Zakat sebagai wujud arah politik hukum perkembangan

ckonomi Islam merupakan
ea—

ihid., him. 163,

. pajak 10 % dari laba dan akat 2,5 % dari laba.

tampak bahwa jika zakat sebagai pengu-
kena pajak hanya mengurangi -
dari Rp. 4.000.000,-. Sedangkan apabbila zakat
ak terhutang maka akan mengurang] pajak terhu-
0,- dar Rp- 4.000.000,-. Menurut Muhammad
akat sebagai pengurang pajak diharapkan dapat
k segan untuk menunaikan zakat.

. Diolah dari Muhammad Nizarul Alim, Muhasabak

pajak terhutang

justru tidak mencerminkan ke-
tahun 2013 yang lalu, pemer-
lembaga-lembaga usaha
lembaga syariah berkon-

perwujudan kehendak politik hukum berba-

Hukum Zakat 231
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sis pengelolaan zakat sam atp atau vang disebur dengan pengelolaan Tabel 4
zakat terintegrasi. Pengelolaan zakat terintegrasi mengandung makna Landasan Pembentukan Kelembagaan Penpelolaan Zakar Terinteyrasi Dalam Pers-
bahwa lembaga pengelolaan zakat menyatukan antara lembaga zakat pektif Magasid Al-Syanah

(LAZ) yvang dibentuk masyarakat scbagai embrio lembaga zakart di Indo-
nesia, lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan lembaga

Perbankan Syariah/UUS. |
Spirit penyatuan one gate system ini beranjak dari sebuah prinsip “af o Wi s e i

mubafadbatu ‘ala qadimi al-shalth wal akbdzu bil jadids! aslalb” artinya mele- P LR RN o] [ i asiomivpain o8

starikan lembaga yang lama yang masth bermanfaat dan mengambil lem- : E:;"T'%: - ?;T_,.‘::';M:‘_,,__.___, | H&E‘E’ I

baga baru vang lebih baik, Kaidah tersebut memberi pesan bahwa perlu ﬂ-".'.:'m'""'.:'.'.‘;."_{.: o RN D - | |

adanya sinergitas antara lembaga zakat masyarakat yang sudah ada sejak R e | r———— | Il

ribuan abad yang lalu dengan lembaga yang hidup dimasyarakat modern e e o, I

sepert melalui perbankan. —— mw:-";—:;:?:.m:;n_ |
Selanjutnya politik hukum pengelolaan zakat satu atap manjadi tugas r, "":?'_'”::__;__’:'E ] z&%&tm {

pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai s alamnl | e | e e s g e

vang secara tegas berkewajiban melindungi rakvat dari berbagai ancaman :_",t"::::""'"""' 5 EE_-?_M-E‘E-; | | |

dan kerawanan sosial dan ckonomi seperti kefakiran dan kemiskinun, ! e o s st o ‘ [ et mepid (i

Peran pemerintah termasuk Negara dalam mewujudkan masyarakat yang M Slab b | |/ li

scjahtera slaras dengan scbuah kaidah “lasharvafilimam ‘ala raipatibim | e, ‘ T

wuitren bil maslabati” bahwa kebijakan pemerintah (pemimpin) techadag ‘:_'*"",,_':,,"::“:"‘_:_,"":"" .

rakyat harus mewujudkan kemaslahatan bagi rakyar yang dipimpin,

Selain merumuskan kebijakan yang bernuansa pada kemaslahatin, T A e
pemerintah sebagai wakil rakyat atau wlf altamn wajib melindungg
la bentuk pungutan yang diperoleh dari masyarakat, baik pajak, bl
wakaf, sedekah terutama pungutan dana sosial wajib seperti zakat, K
wajiban pemerintah untuk melindungi dana-dana tersebur sesuat denjgml
kaidah “eljibayatu bil bimayati” bahwa pungutan  barus disertar dengan o8
lindungan (olelr megara). Punguran apapun baik yang bersifat wajib maupii
yang bukan wajib, menjadi tanggungjawab Negara untuk mels :
mengawasi pungutan tersebut,

Berdasarkan landasan filsafat, lJandasan yundis dan landasan politik
hukum, maka ada tiga elemen sistem penting yang menjadi karakteristik
kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi melalui perbabkan syariah atau
yang disebut dengan bank zakat. Tiga elemen sistem tersebut yaitu sistem
pengelolaan zakat terintegrasi, sistem pendayagunaan zakat rerintegrasi |
dan sistem pengawasan zakat terintegrasi. khusus untuk sistem pengelo-
laan zakat terintegrasi meliputi aspek penghimpunan zakat terintegrasi, as-
pek mekanisme zakat terintegrasi dan aspek penyaluran zakat tenintegrasi.

Pertama, pada tahap penghimpunan terintegrasi, zakat dihimpun dari
(data bast) muzakks berdasarkan masing-masing wilayah (hierarki) nasional,
provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan sebaliknys, yang bersum-
ber dari pusat data staristik dan terhubung dengan kementesian bidang sosial,
kesejahteraan rakyar, dan bidang kauangan serta lembaga zakar masyarakat,
tokoh agama, ta'mir masjid dan mushalla dalam wilayah masing masing




D Abgrad Dacbboie, SHI ML

Data base muzak#i mengandung seluruh informasi profil mugakés
yang selalu diperbahatui (wp date) terutama menyangkut profil kemam-
puan ckonomi. Zakat yang telah dihimpun kemudian dilanjutkan pada
tahap mekanisme penyaluran zakat baik konsumiif maupun dalam ben-
tuk produktif. Pada tahap ini, lembaga wajib memiliki data base mssta-
big yang berisi seluruh informasi profil mustabig rerutama dari sisi usia
produktif dan profil kemampuan ckonomi.

Profil mustabig merupakan bahan terpenting bagi lembaga untuk
menentukan skim  produk zakar yang akan disalurkan, apakah zakat
konsumtif atau zakat produktif, Selanjutnya implementasi sistem pen-
yaluran zakat terintegrasi diterapkan melalui data base mnstabig berdasar-
kan wilayah masing-masing baik nasional, provinsi, kota, kabupaten,
kecamatan, kelurahan dan sebaliknya, yang bersumber dari pusat data
statistik yang terhubung dengan kementerian bidang sosial, kesejahter
aan rakyat, dan bidang kauangan serta lembaga zakat masyarakat, tokah
agama, ta’mir masjid dan mushalla dalam wilayah masing-masing.

Kedua, sistem pendayagunaan zakat terintegrasi meliputi santunan
zakat konsumtif dan pemberdayaan zakat produktif. Pendayagunaan
zakat terhubung dengan data hase profil mustabig konsumtif dan mute
big produkuf. Sistem santunan zakat konsumtif dan sistem pember-
dayaan zakat produkaf dilakukan dengan memfasilitasi miwistabig denggin
ko-mustaghiq baik dari pihak swasta tau pemerintah yang bertugas men
dampingi dan melatih mustahiq (skim produktif) dalam menjalankan usg
hanya.

Dua sistem di atas, harus dilaksanakan melalui sistem pengaw
zakat tetintegrasi. Hal ini berguna untuk mengawal transparansi
zakat serta menumbuhkan rasa kepercavaan masyarakat terutama
muzakki dalam menunaikan amanah zakat. Sistem pengawasan zakat (6
integrasi meliputi pengawasan olch kevangan oleh Otoritas Jasa K
gan (OJK), PPATK, BPKP, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syt
Nasional-MUI, dan Ikatan Akuntan Indonesia. '

Fungsi pengawasan terintergrasi menjadi penting untuk me)
dan menjamin dana zakat akan terkelola dan teraudit secara rapi (i
modern dan dapat dipertanggungjawabkan  pelaksanaannya, Ui
memperjelas alur kelembagaan pengelolaan zakar terintegzrasi herkony
bank zakat, dapat dilihat bagan 4.5. dibawah ini.

Sictom Pongedodaan Zakat Terintegrari Melalei Fomgsi Sosial Perbankat......

Bagan
Model Kelembagaan Pengelolaan Zakar Terintegrasi Dalam
Fungsi Sosial Perbankan Syarah

DEVESE TARATRANK = YEH1AN

Sumber: Kreativitas Penulis

4.3. Perwujudan Keadilan Ekonomi Umat Melalui Pengelo-
laan Zakat Terintegrasi Berkonsep Bank . .
Konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia

mengalami dinamika dari masa ke masa. Pada tahun 19?9 lcr_nbagn zakat
dikelola olch pemerintah dan masyarakat dengan porsi bcnml:m}g, Se-
lanjutnya, begitu pentingnya dana zakat bags kcmaz‘r.lahamn mustabig, ber-
bagai cara ditempuh salah satunya dengan mm—uyudkaﬂ pcmbangupan
ckonomi islam dibidang zakat melalui fungsi sosial pcrbanh}n syariah.
Tahun 2008, fungsi perbankan syariah mengalami perluasan udnkl hanya
berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tetapi da_pat
menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga bait al-mal dalam menglumj
pun dan menyalurkan dana sosial umat seperti zakat. Perluasan fungsi
sosial perbankan syariah tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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Perluasan fungsi perbankan syariah dalam menghimpun dan men-
valurkan dana zakar, dilatari oleh umbuhnya market share ekonomi islam
di sektor lembaga keuangan berbasis svariah. Perkembangan fungsi so-
sial perbankan syariah dalam mengelola zakat merupakan implementasi
institusi ekonomi islam untuk mempermudah nasabab perbankan sya-
riah dalam menunaikan ibadah zakat. Komitmen tersebut menjadi akses

rerbukanya secara lebar dan menjadi bagian dari strategi menjaring dana
zakat di indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008
tentang Perbankan Syariah, konstruksi hukum kelembagaaan pengelo-
laan zakat di Indonesia bertambah satu lagi yaitu melalui pengelolaan
zakat berkonsep perusahaan. Selanjutnya pada tahun 2011, kelembagaan
pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan olch Undang-undang
Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang
Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di kembalikan kepada
fungsi negara sebagai pemegang mandat dan pemikul tanggung jawab
dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang pengelolaan zakat,

Fungsi Negara dalam pengelolaan zakat bertolak dari sebuah prin-
sip bahwa Negara wajib memprotek warga negara yang lemah seperti fa-
kir miskin. Kewajiban tersebut merupakan amanah Pasal 34 UUD 1945
vang menyatakan “Fakir miskin dan anak-anak terdantar dipelihara oleh
negara.” Prinsip inilah yang mengilhami pengelolaan zakat harus telem:
baga secara terintegrasi melalui satu institusi zakat pemerintah. BAZ
NAS sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional bentukan pemer:
intah merupakan jawaban dari prinsip kewajiban Negara tersebut.

Akan tetapi, konstruksi hukum penguatan BAZNAS sebagat loko:
motf tunggal kelembagaan pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimany
tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat belum mampu mewujudkan dan mem
buahkan hasil yang positif. Hal tersebut menimbulkan berbagal pees
masalahian hukum, terutama ketika dihadapkan dengan keberadaan din
peran sentral BAZNAS dalam memenuhi aspirasi masyarakat musling
terutama lembaga amil zakar dan mustabiy.

)
Guna menyelesaiakan masalah di atas, konstruksi hukum kelembas
gaan pengelolaan zakat melalui berbagai lembaga baik dari masyarnhit
berkonsep perusahaan dan bentukan pemerintah dapat di analisis mels
lui teort hukum responsif. Hukum responsil. merupakan teorl ten

Sistem Pomgelodaan Zakat Terinfegrast Melalwi Fungsi Sostal Perbamhan......

profil hukum yang, dibutubkan dalam masa teansisi. chnn_?m:ud:k pdul
terhadap situasi transisi i sekitarnya, maka 'I_wljlkurn responsit 0 dﬂ:‘“
dituntut menjadi sistem yang terbuka, tetapl ‘,ug‘l hn.ms rf'-eng:m 5 n
keutamaan tujuan, vaitu keadilan sosial yang ingin dicapai serta akibat-
akibar yang imbul dalam hekerjanya hukum it (e

Konstruksi hukum kelembagaan pengelolaan zakm—mcla]url BAZ-
NAS, BAZDA Provinsi, BAZDA Kota/Kabupaten, EA%DA Kecama-
tan merupakan perkembangan hukum yang scmakfn baik \l-:'l::z;m Fen;
gelolaan zakat. Namun kehadiran BAZNAS .“bagaj peng? em ;a:-; :
bengeio!a zakat lainnya tidak dapat mengabaikan l.:-r::g_gtu sa-qa Tra:c Lﬁti
baga pengelola zakat yang hidup dan membudaya di mﬂs*_.-::: -: sep .
lembaga vang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, tokoh agama,
Iovai, masjid dan mushalla dan lain-lain.

: Ketika dikaitkan dengan tujuan hukum kelembagaan pengelolaan
zakat, maka lembaga pengelola zakat baik kelompok maupun pcrscu;:t;:
pan yang sudah berjalan dimasyarakat secara luas, maka negara mi bl ;
BAZNAS scyogyanya merespons peran tersehut secara bersama-sam
mewujudkan tujuan hukum pengelolaan zakat. :

Kebetadaan lembaga amil zakat vang dikelola mas:.—*a_rakatll Ei:;aik
kelompok maupun perscorangan tetap bsrhedudukatn L:n—cksmclnm ber:-
gan bank zakat, ibarat kesebelasan sepak bola, _Bﬁ[.hhﬁ dan l:l'l'-l Ii&a
sakat lainnya berperan dalam posisi masing-masing yang mﬁm?unya;t:lv
gas pada level yang berbeda namun tujuan 1'1tama tetap sama yaitu mewu-
judkan keadilan sosial bagi mustahig melalui zakat. . .

Oleh karena itu, penguatan kerjasama :?ich s,:m\-m_plhak dn‘i[ahil-n -:s;
tem pengelolaan zakat menjadi sangat penung Hal |Fu]ah yangll hse a:i_
dalam hukum responsif bahwa pemahaman mengenal hukum tela m;.l
ampaul peraturan atau teks-teks d::ku@cn pe:mlzdnng-undmg:ni;dnﬁ
berorientasi pada hasil akhir, memperkirakan akibat dan manfaa
hukum itu, . :

Hukum responsif mengandalkan dua doktrin utama. PPI‘FMH?; u-
kum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, kum—

petensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua f_:daksanaa:} ':u 1.]]:11:.

Karena kompetensi sebagal tujuan berfungsi sebagal norma knitik, maka

ratanan hukum responsif, menekankan pada:
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I. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum,

2 2 &
2, Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan, é _3 :g ig g% g -E% % y 4 g
3. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi . E 'E g 8 Eﬂg 'a e E" % %Ei %
kemaslahatan masyarakat, 2 % -&E g % g g :%" ‘g_ g g i;

4. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputu- 2 g a -g‘i 2 i" E ,%E

san hukum dengan retap berorientasi pada tujuan, .

5. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan,

6, Moralitas kerjasama sebaga prinsip moral dalam menjatankan hukum,

- Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam
meclayani masyarakat,

8. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legin-

masi hukum,

fongsi pengelokan

BPEPPATK. Ok
dengan LAZ

= Membangun norma

terintegrasi dengan
masyaraiat (ko-
eksistensi) schagai

UPAYA MENGATASI
= Membangun norma
fungsi pengawasan

9. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokas
hukum dan sosial.

Berdasarkan unsur-unsur hukum responsif di atas, kelembagaan pen-
gelolaan zakat harus terintegrasi melalui sebuah konsep vang disebut dens
gan bank zakat, Ada tiga clemen sistem penting yang menjadi karakeeristik
kelembagaan pengelolaan zakat rerintegrasi berkonsep bank zakat, yaitu
sistem pengelolaan zakat terintegrasi, sistem pendavagunaan zakat terinte:
grasi dan sistem pengawasan zakar terintegrasi. Sistem pengelolaan zakar
terintegrasi meliputi aspek penghimpunan zakat terintegrasi, aspek mekan:
isme zakat terintegrasi dan aspek penyaluran zakat terintegrasi.

Meski secara filsafat, yuridis dan politik hukum, konsep bank zakat
dapat menjadi model alternatif kelembagaan yang efektif dan efis
namun dalam bingkai pembangunan hukum di Indonesia konsep temse:
but masih menuai beberapa kritik di masyarakat. Antara lain berkaits
dengan kesan terhadap terminologi bank zakat, masih NNy s

- Peran Negara
- Rapi dan terukur
- ‘Terstrokmue

- Tersedianya hak
untk amil

aleh lembaga
kompeten
{BPK,PPATK,

OJK)
- Top down

- Mengabaikan
modal sosial
Operasional

- Tidak dirwasi

KONDISI EXISTING
KARAKTERISTIE | KELEMAHAN | KELEBIHAN

Tabel 5. | E 4
Kandisi Existing dan Kondisi Ideal Kelembagaan Pengelohuan Zalkat di Indonesia

Tradisional
Konservatif-
Otorits

3 R
percayaan masyarakat terhadap berbagai bentuk lembaga zakat, Ber 5 = g g 5 ; & 'E- g
perbandingan kelemahan dan kelcbihan kelembagaan pengelolan skl S 2 g JE =3 ,E S % -E 3 E::ﬁ
di Indonesia sebagaimana tabel di bawah ini. E = é i 8288 i mEaRas

Efudko.... "F L af9n
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dana zakar Rp. 217
Pengelolaan zakat
terintegrasi dalam
penghimpunan,

menjasing poensi
triliun.

efmien dalam
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i
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- Berkedudukan
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masyarakat relah

bank.
pengelolaan zakat
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- 65%
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petbankan
syariah
mengalami
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padi mirzakis

yang menjadi
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- Orentasi profit

= Kualitas SDM
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Sister Pongelolaan Zakat Terintogrtsi Melahed Fungsi Sevial Devlssthian.....

Kelemahan pada aspek amil yaitu terlihat ketika amil secara bebas dan
mandiri dapat melakukan pengelolaan zakat. Amil zakat sening mencrima
dan menyalurkan zakar (terutama zakat fitrah) denga tidak tepat sasaran,
sehingga yang terjadi adalah penumpukan harta zakat dan jauh dari prin-
sip pemerataan hak zakat, dan tidak terukur™

Kelemahan amil zakat di masyarakat cenderung pasif dan mengan-
dalkan kesadaran dari szakds, Amil zakat masyarakar odak memiliki ke-
wenangan untuk menghimpun zakat, sehingga sifat penghimpunan oleh
amil hanvalah suka rela, Kelemahan amil zakat, infaq dan sedekah oleh
masyarakat yang paling mendasar adalah dapat menimbulkan kerawa-
nan dan kecemburuan sosial. Ketika harta zakat, infag maupun sedekah
dikumpulkan kepada tokoh atau Kyai atau pemimpin adat masyarakat,
maka amil (tokoh dan Kyai) berhak memanfaatkan zakat, infaq dan
sedekah rersebut secara bebas dan mandiri. Hal ini tentu saja menimbul-
kan beberapa kekhawatiran dan tidak menjamin zakat tersebut tersalur-
kan sesual prinsip syariah dan kaidah-kaidah zakat.*

Kerawanan tersebut pernah disampaikan oleh KH. Hasyim Muzadi
bahwa pengelolaan dana sosial oleh tokoh, Kyai, yayasan hanya pada infaq
dan sedekah. Tetapi khusus untuk zakat harus dikelola secara akuntabel, rapi
dan terawasi, sebab pengelolaan yang dilakukan oleh tokoh agama, Kyai,
Ustadz dan lain-lain menggunakan manajemen & Allabi Ta ala** Pengelolaan
tersebut tidak memiliki pengawasan yang sistematik dan akuntabel.

Padangan yang lebih ckstrim bahwa pengelolaan dana sosial oleh
masyarakat belum mampu menjamin tersalurkan dana sosial umat teru-
tama zakat sampai kepada mwstabig secara tepat, meskipun melalui to-
koh agama dan Kyai sekalipun, sebab tokoh agama, Kyai dan lain-lain
juga manusia, dan setan yang menggoda Kyai juga sama kelasnya dengan
Kyai. Oleh sebab itu, pengelolaan zakat oleh masyarakat sangat rentan
terhadap penyelewengan dan kerawanan terhadap hal-hal seperti terse-
but di atas. Untuk menjaga kekhawatiran tersebut maka diperlukan se-
buah sistem yang ket dan akuntabel

#nwancara dengan Dr, KH Achmad Hasyim Muzadi (Manean Ketaa Umum FBNU seka-
ligus Pengasub Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam) yang dilaksanakan pada hari minggu

Kelemahan-kelemahan pengelolaan zakat melalui lembaga

nggal 4 mei 2014 pukul 0800 WTB di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam 1, J. Cengger

masyarakat (LAZ dan Unit Pengelola Zakat di Masjid, Pesan ! Ap":;,w“g'
Yayasan-yayasan) dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu kelemahan Wqhid

amil, kelemahan pada aspek mugakdi dan kelemahan pada aspek 4 “Wawancara dengan Zainul Arifin Saf pada Kantor Pimpinan Dactah Mohammadiyah
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Salah satu kendala yang menghambat perkembangan lembaga
keuangan perbankan di Indonesia adalah adanya masvarakat tradis-
onal yang masih berkeyakinan dan mempercayakan p:n'gt]t)]aﬂﬂ zakat
pada pemimpin, tokoh-tokoh adat dan Kyai mereka masing-masing.
Masyarakat tradisional seperti itu belum banyak mengenal dan belum
terakses dengan konsep pengelolian keuangan modern sepert bank.
Guna menyelesaikan masalah tersehut maka kembali kepada pemerintah
untuk memberikan penyadaran dan membangun kepercayaan kepada se-
buah wadah kelembagaan zakat yang dipercayai oleh mereka.

, Menurut Rifki Ismal ** tahun 2012 sckitar 35% masyarakat Indone-
Sia terutama masyarakat pedesaan masih belum terakses dan mengenal
lembaga perbankan termasuk perbankan syariah. Masyarakat tidak hanya
at:‘n mengenal bank, tapi tidak sedikit yang justru phobia dengan istilah

_ Selain adanya kelemahan pada aspek amil dan magakibs, kerawanan
s.nsia!_ pengelolaan zakat oleh masyarakat juga berpeluang berdampak
negatf bagi muatabiq. Dampak negatif bagi mustabig tidak hanya salah
sasaran dan menumpuk pada satu mustahig dan tersalurkan pada mx:h;bl',-.-
tertentu, tetapi juga menyebabkan adanya kesan jauh dari penghargaun
dan rasa penghormatan kepada mustabiq.

Penyaluran dana sosial yang baik tentu menjadikan miuistabig tetap
dalam posisi mulya bukan teraniaya dan terhina. Penglolaan zakat seperil
itu, sering kita lihat dalam perebutan pembagian zakat fitrah dan pun:
caknya adalah kasus tragedi zakat di Pasurvan pada tanggal 15 septem:
ber tahun 2008 yang memakan korban jiwa sebanyak 21 korban .
karena berebut Rp. 25.000,-,

Masalah tersebut menjadi masalah tersendiri bagi pembangun
hukum bank zakat ke depan. Untuk mengatasi hal tersebut, konstrul
hukum pengelolaan zakat melalui bank zakat hendaknya tetap mer "

Kot Malang, pada hari Sabts 17 Mej T - ammadiyah K
i pa Mei 2004 di Kanror Pim ah Muh K
*Wawancara dengan Azhar Mutragin, S.Ag, M Ag (Ketua Majelis Tarj L
in Azh jelis Tarjily dun Tajdiel 1
nan Duﬂh Muhmu_mﬂll:.'lh Kota Malang sekaligus Ketua Program Studi Ekonom) Syartal) Uil
versitas Muhammadiyah Malang) pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 di kantest Program S
Ekonom Syariah Universitay Muhammadiyah Malang,
*Rifki Lsmal (Asisien Direkrur Departemen Perbankan Syarish Bank Indutesi), Mukalk
Seminar nasional Perbankan Syariah: Pilihan Tepat Dan Solusi Bags Masalah Ekenomi, §)
Palangka Raya, Palangkarays, 9 Desember 2013, him. 4,

komodasi dan tetap memahami kondisi masyarakat yang masih phobia
dengan bank zakat. Salah satunya adalah melakukan langkah politik hu-
kum yang tetap mengakomodasi kondisi tersebut yaitu dengan merang:-
kul tokoh-tokoh masyarakat dan menyelami berbagai aspek budaya yang
hidup dan berkembang di masyarakat tersebut. Contoh implementasi
pemahaman konsep perbankan syariah melalui falsafah belom babadat di
Kalimantan Tengah, falsafah al rase beta raia di Maluku, falsafah raling
satingl di Sumbawa dan lain-lain.

Falsafah befom babadat berasal dari dua kata yaitu belom yang berar-
t hidup dan hahadat yang berarti beretika. Falsafah belons bahadat berarti
konsep hidup masyarakat dayak harus selalu berandaskan prinsip-prinsip
etika di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Hidup beretika bag
masyarakat dayak berarti luas, meliput beretika dalam beretika dalam ber-
transaksi ekonomi, beretika dalam beragama dan beretika dalam hidup
bermasyarakat termasuk santun terhadap kaum fakir disekitar kita.™ Selain
itu, pembangunan gerakan budaya berzakat dapat dilakukan secara intens
melalui sosialisasi, ceramah, dan bhakti sosial harus tetap dilakukan.

Adapun kelemahan pengelolaan zakat melalui BAZNAS yaitu adan-
ya tumpang tindih kewenangan, disatu sisi BAZNAS sebagai regulator
namun disisi lain BAZNAS juga memerankan sebagal operator. Ibarat
sepak bola, BAZNAS tidak hanya sebagai wasit tetapi juga memerankan
sebagai pemain. Selain tumpang tindih kewenangan, BAZNAS hingga
saat ini masih belum memiliki data base yang baku tentang jumlah -
zakki dan mustabig, serta belum memiliki sistem pengawasan eksternal
yang melibatkan PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan dan lain-lain.

Sementara itu, kelemahan pengelolaan zakat melalui perbankan sya-
riah jauh lebih banyak lagi. Pengelolaan zakat pada perbankan syariah
lebih cenderung hanya mengikat pada mugakks yang menjadi nasabah
bank. Namun masalah yang paling krusial yang menjadi kelemahan pen-
gelolaan zakat melalui perbankan syariah, adalah masih kuatnya basis
orientasi perbankan syariah vaitu hanya pada orientasi profit, schingga
perbankan syariah hanya fokus pada meraup keuntungan dari transaksi
bisnis, dan tidak lagi fokus kepada meraup keuntungan sosial dan tolong

menolong,

=} {asil wawancara dengan Akhmad Supriadi (Tokoh Masyarakat Adat Dayak Bakumpai),
bertemnpat i Palangka Raya, tanggal 20 Desember 2013,
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Kuatnya meraup keuntungan profit dan bisnis tidak dapat dihindari
karena bentuk badan hukum perbankan syariah memang diorientasikan
pada profit an sich, Prinsip syariah dan prinsip syariah enterprise yang
digadang-gadang mampu menyeimbangkan sifat altruistk dan egoistik
perbankan syariah ternyata belum mampu menghilangkan kehausan ter-
hadap keuntungan material,

Oleh sebab itu untuk melakukan transformasi radikal terhadap
pengelolaan zakat konservatf, diperlukan awirmative action melalui politik
hukum kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi yang memperkuat
sistem organisasi pada pengamalan prinsip kejujuran (a/shiddig), aman-
ah (alamanab), dan kompeten (fathanab) dalam pengelolaan zakat. Me-
maknai prinsip kejujuran (alshiddig), amanah (a/tamanab), dan kompeten
(fathanab) dalam organisasi pengelolaan zakat, bukan hanya jujur, terper-
caya dan kompeten secara sumber daya insani (SDM) yaitu dengan harus
membentuk sebuah sistem terintegrasi, akuntabel, rapi, terukur, efektf
dan efisien.

Konstruksi politik hukum kelembagaan pengelolaan zakat terin-
tegrasi diwujudkan dalam sebuah wadah yaitu konsep bank zakat yang
mengintegrasikan 4 model kelembagaan (Masyarakat/zakat individu,
LAZ / UPZ, BAZNAS dan Perbankan Syariah) dan mengintegrasikan
model fungsi zakat yang dimulai dari penghimpunan, pendayagunaan,
penyaluran dan pengawasan zakat. Fungsi zakat pada konstruksi politik
hukum kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi dapat menjadi in-
strumen kuat yang mendukung zakat menjadi pengurang pajak (bukan
pengurang penghasilan kena pajak) dan menjadi referensi sensus jumlaly
penduduk kaya dan miskin berdasarkan kriteria mwgakts dan mastabig.

Transformasi konstruksi polink hukum prismatk kelembaguan

pengelolaan zakat terintegrasi dari model lembaga zakat masyarakat
tradisional kepada model lembaga zakat modern diilustrasikan melalu
bagan 4.6. di bawah ini.

Bagan 4,

Transformasi Konstruksl Hukum Privmatik Kelembagaan Pengelolaan Zakat Terinte-
prani Berkonsep Bank

Sumber : kreatvitas peoulis
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5.1, Kesimpulan

Dari seluruh uraian pada bab terdahulu maka penulis menarik kes-
impulan terkait dengan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakar den-
gan Fungsi Lembaga Perbankan, yaitu:

1. Pengaturan Kelembagaan Pengelolaan Zakat Melalui Per-
bankan Syariah

Tidak terintegrasinya pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat
dalam fungsi sosial perbankan syariah disebabkan konstruksi hukum
pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat di dalam Pasal 4 ayat (2) Un-
dang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih
sumir (tidak jelas) dalam memposisikan perbankan syariah dalam men-
gelola zakar, dan pemerintah tidak tegas dalam mengakomodasi fungsi
sosial sebagai fungsi pokok perbankan syarizh dalam mengelola zakat
sebagaimana fungsi intermediasi.

Kendakjelasan dan ketidaktegasan pencrapan fungsi intermediasi
dana sosial tercermin dalam perubahan fungsi sosial perbankan syarizh
dari berfungsi “wajib” menjadi berfungsi “dapat” dalam mengelola zakat.
Ketidakjelasan fungsi perbankan syariah semakin terlihat ketika di dalam
Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak
mengakomodasi perbankan syariah sebagai mitra dalam penghimpunan,
pendayagunaan, penyaluran dan pengawasan dana zakat.

Ketidakjelasan dan ketdaktegasan konstruksi hukum pengaturan
kelembagaan pengelolaan zakat terintegrasi dalam perbankan syariah
disebabkan beberapa alasan yaitu: pertama, belum terwujudnya prin-

i
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sip intermediasi dana sosial (sedal finance infermediation) atau asas fa ‘awmn
(tolong-menolong) yang menjadikan perbankan svariah tidak memiliki
kekuatan aktif (wajib) melaksanakan penghimpunan, pendayagunaan,
penyaluran dan pengawasan zakat dari mwgek#/ kepada mustabiq, kedua,
arah politik hukum yang dibangun dalam konstruksi hukum pengaturan
kelembagaan pengelolaan zakat baik di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dalam
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pen-
gelolaan Zakat selama ini masih phobia terhadap isu-isu keislaman ter-
masuk zakat, dan masih menganut pada paradigma pengelolaan zakat

konservatif.

2. Sistem Pengelolaan Zakat Terintegrasi Melalui Fungsi Sosial
Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Umat
Konstruksi hukum pengaturan kelembagaan pengelolaan zakat rer

intergrasi melalui fungsi sosial perbankan syanah dalam rangka mewu:

judkan keadilan ekonomi umar adalah dengan membangun konsep divist
zakat di dalam perbankan syariah (bank zakat). Konsep bank zakat sehagal
divisi perbankan syariah dibangun berlandaskan falsafah magasid el
zakat bahwa sistem perbankan syariah yang dibentuk oleh asas fa ‘awmn yang
dapat memelihara agama (Aifdzw aldin), menyelamatkan jiwa (Aefedson alin
menjaga harta (bifdon almal) terutama maslabab dharuriysat yaitu -
terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan mustabig,
konsep bank zakat dibangun berandaskan vuridis yaitu melil

penerapan asas & awsun dalam perumusan norma model alternanil g

gelolaan zakat terintegrasi melalui perbankan syariah; knnu:p- ank #ak

dibangun berlandaskan politik hukum yaitu berorientasi paca sy
kelembagaan berkonsep bank sebagai perusahaan yang bertang

jawab secara sosial (kelembagaan CSR), kelembagaan y:ng M

modern, akuntabel, efektf, efisien dan melindung dana zal I
dan mustabig. i
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Substansi: Buku ini membahas persoalan Zakat sebagai salah sat
kewajiban bagi umat Islam. Selama ini penunaian zakat pada umumnya
masih dilaksanakan secara individual oleh pembayar zakat, namun ada pula
sebagian yang disalurkan kepada lembaga pengelola zakat. Melalui buku
ini Penulis menawarkan konsep pengelolaan zakat yang terintegrasi den-
gan fungsi sosial lembaga perbankan syaniah guna mewujudkan keadilin
ekonomi bagi seluruh umat.

Sasaran: olch karena buku ini membahas zakat sangat lengkap, maka
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